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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar sejarah adalah kewajiban bagi setiap bagi setiap warga negara, 

karena sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lampau untuk memperjelas 

kekinian dalam rangka menatap masa depan. Dengan mempelajari sejarah 

diharapkan kita dapat memahami arti kehidupan manusia di masa lampau.  

Sehubungan dengan mengetahui masa lampau kehidupan suatu bangsa 

hendaknya keberadaan manusia yang sekarang ini dapat merubah kekurangan 

dan kelebihan yang merupakan dari bangsa pendahulunya, dikarenakan 

kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan generasi sebelumnya.  

Sehubungan dengan itu memahami generasi sebelumnya adalah 

rangkaian untuk memahami generasi sekarang dan generasi yang akan 

datang. Rangkaian “kelampauan”, “kekinian dan “ keakanan” itu merupakan 

suatu kesinambungan yang tak terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia 

untuk menuju kehidupan bangsa yang lebih baik dari sebelumnya, pengalaman 

kehidupan manusia sebelumnya dijadikan sebagai pedoman dalam rangka 

menuju kehidupan dan perubahan yang lebih baik.  

Dengan demikian mempelajari Sejarah kehidupan suatu bangsa yang 

dimulai sejak kehidupan jaman Prasejarah sampai kehidupan saat ini yang 

berada pada kondisi global dan liku-liku dengan perjuangan bangsa Indonesia 

adalah suatu keharusan agar dapat memilih dan menganalisis peristiwa-

peristiwa sekarang untuk menentukan tindakan-tindakan pada masa yang akan 

datang. 

Materi ini berisi perkembangan kehidupan manusia Indonesia yang 

dimulai dari jaman prasejarah, jaman sejarah mulai masuknya kebudayaan 

Indonesia Hindu-Budha, masuknya kebudayaan Islam, kedatangan 

kolonialisme/imperialisme sampai pada Sejarah Perjuangan Indonesia dari 

masa sebelum lahirnya Pergerakan Nasional, Pergerakan Nasional, masa Orde 

dan Reformasi. Dengan berusaha menitikberatkan pada perkembangan 

ekonomi di Indonesia, agar para peserta lebih mengetahui bahwa sejak awal 

bangsa Indonesia tidak hanya berjuang di bidang politik saja tetapi juga di 

dalam bidang ekonomi. 

 

 

 

 



2 

 

BAB 2 

PENGERTIAN SEJARAH DAN KEHIDUPAN 

PRASEJARAH DI INDONESIA 

 

Sebelum mempelajari sejarah hendaknya kita tahu dulu bagan sejarah 

yaitu yang memuat : 

Masa Lampau : Peristiwa sejarah merupakan fakta yang kekal dan abadi, serta 

tidak pernah berubah. 

Masa Kini : Generasi penerus memahami setiap peristiwa sejarah, Tujuannya 

agar peristiwa sejarah tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang 

sama. 

Masa Datang : Peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman 

hidup suatu bangsa, agar berhati-hati di dalam bertindak dan mengambil 

keputusan. 

 

A. Pengertian Sejarah 

Istilah Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu Syajaratun yang berarti 

Pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada 

pohon silsilah. Dalam hal ini arti sejarah itu hanya mengacu pada masalah asal 

usul atau keturunan seseorang. Kata Sejarah yang lebih dekat dengan 

pengertian, terkandung dalam bahasa Yunani yaitu Historia yang berarti Ilmu 

atau Orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, History yaitu masa 

lampau umat manusia dan dalam bahasa Jerman, Geschichte yaitu sesuatu 

yang telah terjadi. 

Beberapa definisi sejarah menurut para ahli : 

1. JV. Briche, sejarah adalah: “It is the record of what man has thought,said 

and done “. 

2. Patrick Gardiner mengatakan: “History is the study of what human beings 

have done“. 

3. Moh. Yamin, mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan 

yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat 

dibuktikan dengan kenyataan. 

4. Menurut Koentowidjojo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa 

yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami manusia. 

5. Sartono Kartidirdjo : Sejarah adalah berbagai bentuk penggambaran 

tentang pengalaman kolektif di masa lampau 

 

Kesimpulan : Sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lampau yang 

menyangkut kehidupan manusia setelah mengenal tulisan, sedangkan Ilmu 
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Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk manusia pada masa 

lampau setelah mengenal tulisan. 

 

B. Sejarah Sebagai Peristiwa, Kisah, Ilmu dan Seni 

Sejarah sebagai peristiwa berarti bahwa kejadian itu pernah ada dan 

benar-benar terjadi serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan sejarah 

sebagai Kisah, selain peristiwa itu ada, juga bisa dikisahkan atau bisa 

diceritakan kembali. Sejarah sebagai ilmu bahwa sejarah menggunakan 

metode analitis yaitu hasilnya harus dapat diverifikasi dan dapat disetujui atau 

ditolak oleh para ahli. Sementara sejarah sebagai seni mengandung arti bahwa 

dalam penyajian dari hasil penyelidikan itu disusun dalam suatu rangka tertentu 

sehingga dapat menarik perhatian orang dan dapat mempengaruhi sikap 

jiwanya. 

 

C. Periodisasi dan Kronologi 

Periodisasi adalah penentuan pemenggalan kurun waktu yang akan diteliti 

dan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang rasional dan ilmiah yang erat 

kaitannya dengan permasalahan yang hendak diteliti. Periodisasi Sejarah 

Indonesia yang lazim dipakai adalah: 1) Jaman Prasejarah, membicarakan 

kehidupan manusia purba sebelum adanya tulisan. 2) Jaman Kuno, 

membicarakan masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Budha. 3) 

Jaman modern, yang berlangsung sejak masa perkembangan islam di 

Indonesia hingga kini. Kronologi merupakan urutan waktu yang tersusun sesuai 

dengan kejadian yang sebenarnya. 

 

D. Kegunaan Sejarah 

Secara sederhana, Louis Gotschalk membagi kegunaan sejarah dalam 4 

bagian yaitu: 

1. Rekreatif, artinya dengan membaca atau mempelajari sejarah, kita seolah-

olah dibawa berpetualang menembus dimensi ruang dan waktu. Tanpa 

beranjak dari tempat, kita dibawa oleh sejarah untuk menyaksikan 

peristiwa-peristiwa yang jauh dari kita yang mungkin saja kita tidak tahu 

tempatnya atau kita tidak pernah ikut menyaksikan kejadian tersebut. 

2. Inspiratif, dalam hal ini suatu karya sejarah dapat memberikan inspirasi 

kepada para pembacanya atau yang mempelajarinya. 

3. Instruktif, bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan 

atau pengetahuan (pengajaran) tertentu misalnya pengetahuan tentang 

taktik perang. 

4. Edukatif, berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk 

melangkah ke masa depan. Contoh adanya slogan “jangan sekali-kali 
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melupakan sejarah”. Menurut Travelyan belajar sejarah mempunyai 3 

kegunaan antara lain: a) Ilmiah yaitu berupa pengumpulan fakta dan 

penyaringan bukti; b) Imajinatif yaitu menyeleksi dan mengkategorikan 

fakta yang telah dikumpulkan dan mengambil satu kesimpulan; c) Sastra 

yaitu penyajian hasil ilmu dan daya angan dalam bentuk yang menarik. 

 

E. Dasar-Dasar  Penelitian  Sejarah 

1. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah : 

1) Heuristik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencari 

dan menemukan data-data mentah yang sesuai dengan tujuan dari 

penelitian. 

2) Verifikasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan penyeleksian data yang 

ditemukannya melalui proses pengujian terhadap data-data tersebut, 

baik dari segi materi maupun isinya. Setelah data tersebut telah teruji  

kebenarannya maka akan dinilai apakah data-data tersebut 

relevan/sesuai dengan permasalahan yang hendak ditulis. Data yang 

telah teruji kebenarannya akan menjadi fakta sejarah. 

3) Interpretasi adalah proses penafsiran dan merangkaikan unsur-unsur 

yang telah diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya dengan tujuan untuk 

memperoleh kumpulan fakta yang memiliki arti dan menjadi dasar 

argumentasi/pendapat dari penulis sejarah. 

4) Historiografi yaitu proses penulisan sejarah yang bertolak dari fakta-

fakta yang telah teruji kebenarannya. 

 

2. Sumber, Bukti, dan Fakta Sejarah 

1) Sumber sejarah 

Louis Gotschalk membagi sumber sejarah menjadi dua bagian yaitu 

sumber primer merupakan kesaksian dari seorang saksi dengan 

mata dan kepalanya sendiri. Dan sumber sekunder merupakan 

kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata atau 

yang tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. 

Sementara itu Nugroho Notosusanto membagi sumber sejarah dalam 

3 kategori yaitu: a) Sumber tertulis merupakan sumber yang 

diperoleh dari peninggalan tertulis seperti: Prasasti, Babad, Kronik, 

Dokumen, Arsip, Naskah dan Rekaman; b) Sumber lisan merupakan 

keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa yang 

terjadi pada masa lampau; c) Sumber benda merupakan sumber 

yang diperoleh dari peninggalan purbakala seperti: candi, alat-alat, 

senjata, keraton, gua-gua dsb. 

2) Bukti Sejarah 
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Merupakan segala peninggalan yang berkaitan dengan aktivitas 

manusia di masa lampau yang mungkin saja peninggalan itu masih 

dipergunakan oleh manusia pada masa kini. Contoh, istana 

kepresidenan dan teks proklamasi. 

3) Fakta Sejarah 

Merupakan data sejarah yang sudah diverifikasi dan diinterpretasikan 

oleh sejarawan kemudian dijadikan dalil, argumentasi atau dasar 

pemikiran untuk menulis sejarah. 

 

3. Prinsip-Prinsip Dalam Penelitian Sejarah Lisan 

1) Sumber Berita dari Pelaku Sejarah 

Pelaku sejarah merupakan tokoh yang secara langsung mengalami 

suatu peristiwa yang terjadi namun perlu diingat bahwa keterangan 

para pelaku kadang bersifat subyektif karena keterangan tersebut 

benar menurut pelaku sendiri. 

2) Sumber Berita dari Saksi Sejarah 

Saksi sejarah merupakan orang yang pernah melihat atau 

menyaksikan terjadinya suatu peristiwa dan bukan pelaku sejarah. 

3) Tempat Peristiwa Sejarah 

Untuk menentukan tempat atau lokasi peristiwa yang terjadi pada 

masa lampau diperlukan penafsiran-penafsiran yang matang, 

misalnya menentukan pusat pemerintahan Kerajaan Bima. 

 

4) Latar Belakang Munculnya Peristiwa Sejarah 

Latar belakang terjadinya suatu peristiwa menjadi penentu utama 

munculnya suatu peristiwa sejarah. Tanpa adanya latar belakang tidak 

mungkin terjadi peristiwa sejarah. Misalnya, terbunuhnya pangeran 

Frans Ferdinand menjadi latar belakang terjadinya Perang Dunia I. 

5) Pengaruh dan Akibat dari Peristiwa Sejarah 

Suatu peristiwa sejarah akan memberikan pengaruh dan akibat yang 

sangat besar dalam kehidupan masyarakat jika peristiwa itu memang 

dicita-citakan oleh masyarakat yang bersangkutan, misalnya 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peristiwa jatuh bangunnnya 

kabinet di Indonesia. 

 

F. Tradisi Sejarah dalam Masyarakat Indonesia Masa Pra 

Aksara dan Masa Aksara 

1. Tradisi Sejarah Masyarakat Indonesia Masa Pra Aksara 

1) Cara Masyarakat Mewariskan Masa Lalunya 

Dua cara untuk mewariskan masa lalu pada masyarakat yang belum 
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mengenal tulisan (Pra aksara) yaitu: 

a. Melalui keluarga Keluarga memiliki peranan yang penting dalam 

proses pewarisan budaya masa lalu karena kesempatan 

berinteraksi dalam keluarga lebih besar sehingga memudahkan 

orang tua menanamkan ide-ide dan menyampaikan informasi 

mengenai tatacara berprilaku dan adat istiadat serta kebiasaan 

keluarga yang benar pada anak. 

b. Melalui Masyarakat secara langsung atau tidak langsung memiliki 

cara tersendiri dalam mewariskan masa lalunya yaitu, yaitu melalui 

adat istiadat, pertunjukan hiburan dan kepercayaan masyarakat. 

 

 

2) Tradisi Sejarah Masyarakat Indonesia Sebelum Mengenal Tulisan 

a. Sistem kepercayaan 

b. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial  

c. Sistem mata pencaharian  

d. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup ( teknologi )  

e. Sistem Bahasa  

f. Sistem kesenian 

g. Ilmu Pengetahuan 

3) Jejak Sejarah Indonesia 

a. Folklore 

Folklore merupakan adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang 

diwariskan secara turun temurun dan tidak dibukukan. Folklore 

Lisan: bahasa rakyat, teka-teki, puisi, cerita rakyat, nanyian rakyat. 

Folklore bukan lisan: Arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, 

obat-obatan tradisional, perhiasan dsb. 

b. Mitologi Ilmu Kesusasteraan tentang dongeng kehidupan para 

dewa dan mahluk halus dalam suatu kebudayaan juga 

menceritakan tentang asal usul alam semesta, manusia dan 

bangsa yang diungkap secara ghaib. 

c. Legenda merupakan cerita rakyat pada masa lampau yang masih 

memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah. 

d. Upacara merupakan rangkaian kegiatan yang terikat oleh aturan 

tertentu berdasarkan adat istiadat dan agama (kepercayaan). 

e. Lagu daerah merupakan lagu yang menggunakan bahasa daerah. 

 

2. Tradisi Sejarah Masyarakat Indonesia Masa Aksara 

1) Perkembangan Sejarah Indonesia Setelah Mengenal Tulisan  

a. Bidang politik ( Pemerintahan ) 
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Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Budha sistem pemerintahan 

di Indonesia dipegang oleh kepala suku yang memerintah 

kelompok sukunya. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Budha 

maka pemerintahan kepala suku diubah menjadi pemerintahan 

yang berbentuk kerajaan yang dipegang oleh raja secara turun 

temurun. 

b. Bidang sosial 

Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Budha masyarakat 

Indonesia telah hidup teratur yang ditandai dengan kehidupan 

gotong royong. 

c. Bidang budaya 

Sebelum orang-orang India datang ke Indonesia, masyarakat kita 

telah memiliki dasar kehidupan sendiri yang cukup tinggi 

(kebudayaan asli) dan terus berkembang secara terus menerus. 

Setelah masuknya kebudayaan Hindu-Budha maka terjadilah 

perkembangan kebudayaan Indonesia seperti: 1) Tulisan Pallawa 

dan bahasa Sanskerta; 2) Seni bangunan; 3) Seni Rupa/lukis; 4) 

Seni sastra; 5) Kalender  

d. Bidang keagamaan Kepercayaan asli bangsa kita yaitu pemujaan 

terhadap roh-roh leluhur/nenek moyang (Animisme) dan benda-

benda (Dinamisme). Setelah masuknya orang-orang India yang 

membawa kebudayaan Hindu dan Budha maka masyarakat 

kitapun mengenal agama tersebut tanpa menghilangkan 

kebudayaan aslinya. 

2) Rekaman Tertulis dalam Tradisi Sejarah 

a. Prasasti 

Merupakan rekaman tertulis yang menceritakan masa lampau 

yang pembuatannya berdasarkan perintah raja. 

b. Kitab 

Merupakan karya sastra para pujangga yang dijadikan petunjuk 

untuk menyingkap sebuah peristiwa sejarah yang muncul pada 

jaman Hindu Budha maupun Islam. 

c. Dokumen 

Merupakan surat berharga yang ditulis atau dicetak sehingga 

dapat dipakai untuk sebuah bukti atau keterangan. 

 

3) Perkembangan Penulisan Sejarah di Indonesia 

a. Masa Hindu – Budha dan islam 

Penulisan sejarah pada masa ini bersifat istana sentris yaitu 

berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. Tujuannya agar 
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generasi penerus mengetahui bahwa ada suatu peristiwa penting 

pada masa itu. 

b. Masa Kolonial 

Penulisan sejarah pada masa ini bertujuan untuk memperkokoh 

kekuasaan mereka di Indonesia dengan menyatakan bahwa 

status sosial mereka lebih tinggi dan setiap perlawanan rakyat 

Indonesia terhadap mereka dianggap sebagai pemberontak. 

c. Masa Pergerakan Nasional 

Penulisan sejarah Pada masa ini bertujuan untuk membangkitkan 

semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah  

d. Masa Kemerdekaan  

Penulisan pada masa ini berorientasi pada masa depan bangsa 

dan Negara Indonesia yang telah berhasil memproklamasikan 

kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 

 

3. Kehidupan  Awal  Masyarakat  Indonesia 

1) Teori Kehidupan Awal 

Menurut Ilmu Falak terjadinya bumi telah berlangsung sekitar 2.500 

juta tahun yang lalu dan terbagi atas beberapa jaman antara lain: 

a. Jaman Arkaikum / Azoikum. Pada jaman ini keadaan bumi masih 

sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. 

b. Jaman Palaeozoikum / Primer. Pada masa ini sudah ada kehidupan 

yang ditandai dengan munculnya binatang kecil, amphibi dan reptil. 

c. Jaman Mesosoikum. Pada masa ini muncul binatang reptil besar 

seperti Dinosaurus, Atlantosaurus dsb. 

d. Jaman Neozoikum / Kainozoikum atau disebut juga jaman hidup 

baru. Jaman ini terbagi atas dua bagian yaitu: 

 Jaman Tersier. Pada jaman ini binatang reptil sudah mulai lenyap 

dan berkembang binatang menyusui. 

 Jaman Kuarter, terbagi atas dua yaitu:  

1) Jaman Dilluvium/jaman Es/Interglasial. Pada masa ini Eropa 

Utara, Asia Utara dan Amerika Utara tertutup oleh es yang sangat 

luas. Bagian Barat Indonesia menyatu dengan Asia sedangkan 

bagian Timur menyatu dengan Australia;  

2) Jaman Alluvium / Holosen. Pada jaman inilah berkembangnya 

kehidupan manusia jenis Homo Sapiens seperti manusia 

sekarang ini. 

 

4. Kehidupan Sosial, Ekonomi Dan Budaya Dan Kepercayaan Manusia 

Purba Indonesia 



9 

 

1) Masa berburu dan mengumpulkan makanan 

a. Kehidupan Sosial · 

Mereka telah berkelompok antara 10 – 15 orang. Selalu berpindah-

pindah. Mengenal system pembagian tugas 

b. Kehidupan ekonomi · 

Berburu. Bergantung pada alam 

c. Kehidupan Budaya · 

Pendukung kehidupan pada masa ini adalah jenis manusia 

Pithecanthropus, Meganthropus dan Homo dengan kebudayaan 

Palaeolitik. Hasil kebudayaannya berupa: Kapak genggam/kapak 

perimbas, alat serpih dan alat tulang/tanduk. 

d. Kepercayaan · 

e. Mereka telah mengenal penguburan mayat 

 

2) Masa bercocok tanam 

a. Kehidupan Sosial 

Sudah menetap. Bergotongroyong. Mengangkat kepala suku 

b. Kehidupan ekonomi 

Bercocok tanam. Beternak. Perdagangan barter 

c. Kehidupan Budaya. 

Pendukung kehidupan pada masa ini adalah jenis manusia Ras 

Mongoloid dan Austro melanesoid. Hasil kebudayaannya berupa: 

Beliung persegi (untuk upacara), Kapak Lonjong (untuk bercocok 

tanam), mata panah, gerabah dan perhiasan. Menhir, Dolmen, 

Sarkofagus, Kubur peti batu, Punden berundak, waruga, dan Arca 

d. Kepercayaan 

Pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang/leluhur yang ditandai 

dengan peninggalan kebudayaan Megalitik seperti: Menhir, 

Dolmen, Sarkofagus, Kubur peti batu, Punden berundak, waruga, 

dan Arca. 

 

3) Masa teknologi/perundagian 

a. Kehidupan Sosial · 

Mengenal pembagian kerja. Telah berhubungan dengan dunia luar. 

b. Kehidupan ekonomi · 

Berdagang barang-barang magis. Bertani 

c. Kehidupan Budaya · 

Pendukung kehidupan pada masa ini adalah jenis manusia Proto 

dan Deutro Melayu. Hasil kebudayaannya berupa: Nekara 

Perunggu, Bejana Perunggu, Ujung Tombak, Kapak Perunggu, 
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Gelang-gelang/manik-manik perunggu dan Arca Perunggu  

d. Kepercayaan 

Mereka telah mengenal penguburan mayat dengan membawa 

bekal. Kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang, Animisme, 

dinamisme, dan Monoisme. 
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BAB 3 

ASAL USUL DAN  PERSEBARAN  MANUSIA  DI 

KEPULAUAN  INDONESIA 

 

A. Pendapat Para Ahli Mengenai Asal Usul Manusia di 

Kepulauan Indonesia 

1. Prof. Dr. H. Kern dengan Teori Imigrasi menyatakan bahwa bangsa 

Indonesia berasal dari Asia (Campa, Kochin China dan Kamboja). Hal ini 

didukung oleh adanya perbandingan bahasa yang digunakan di kepulauan 

Indonesia yang akar bahasanya adalah bahasa Austronesia. 

2. Van Heine Geldern berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari 

Asia. Pendapat ini didukung oleh adanya artefak-artefak yang ditemukan 

di Indonesia memiliki banyak persamaan dengan yang ada di daratan 

Asia. 

3. Moh. Yamin mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari 

Indonesia. Dia melihat bahwa banyak penemuan artefak maupun fosil 

tertua di Indonesia dalam jumlah yang besar. 

4. Drs. Moh Ali, mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, 

Cina Selatan. 

5. NJ. Krom, berpendapat bahwa asal usul bangsa Indoensia berasal dari 

daerah Cina Tengah. 

6. Dr. Brandes, mengatakan bahwa bangsa yang bermukim di kepulauan 

Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada 

daerah yang terbentang dari sebelah Utara Formosa, sebelah Barat 

Madagaskar, sebelah Selatan Pulau Jawa-Bali, sebelah Timur sampai tepi 

Barat Amerika melalui perbandingan bahasa. 

7. Beberapa ahli mengatakan bahwa masyarakat yang menempati wilayah 

Indonesia termasuk rumpun bangsa Melayu. Nenek moyang bangsa 

Indonesia datang melalui dua gelombang yaitu: a. Proto Melayu (Melayu 

Tua), merupakan orang Austronesia yang pertama kali datang ke 

Indonesia sekitar tahun 1500 SM melalui jalur Barat (Malaysia-Sumatera) 

dan jalur Timur (Philipina-Sulawesi) dengan membawa kebudayaan kapak 

persegi (Jalur Barat) dan kapak lonjong (jalur Timur). 

 

Bangsa Indonesia yang termasuk keturunan Proto Melayu adalah:  

a) Suku Dayak, Toraja, Batak, Papua, dsb;  

b) Deutro Melayu (Melayu Muda), masuk ke wilyah Indonesia sekitar 400-

300 SM melalui jalur Barat, dengan membawa kebudayaan Logam, 

seperti: Nekara (Moko), Kapak corong, juga mengembangkan 
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kebudayaan Megalitik. Bangsa Indonesia yang termasuk keturunan 

Deutro Melayu adalah: Jawa, Melayu dan Bugis. 

 

B. Perkembangan Kehidupan dan Hasil Budaya Manusia 

Purba di Indonesia 

1. Jenis Manusia Purba di Indonesia 

1) Meganthropus Palaeojavanicus merupakan jenis manusia besar tertua 

di Pulau Jawa. Ditemukan di daerah Sangiran pada tahun 1941 oleh 

Van Koenigswald. Hasil temuannya berupa rahang atas dan bawah. 

2) Pithecanthropus; 1) Mojokertensis (Robustus); 2) Erectus 

3) Homo Sapiens 

4) Homo Soloensis 

5) Homo Wajakensis. 

2. Hasil Budaya Manusia Purba 

1) Kebudayaan Material (Kebendaan) 

Berupa alat-alat yang dapat membantu mereka untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Hasil kebudayaan mereka pada masa berburu 

dan mengumpulkan makanan seperti: Kapak genggam, alat serpih, 

dan alat tulang/tanduk. Sedangkan pada masa bercocok tanam berupa 

kapak genggam Sumatra (Pabble), kapak pendek (Bache Courte), 

flakes, dsb. Dan pada masa Perundagian berupa alat-alat dari logam 

seperti: Kapak corong (Kapak sepatu), Nekara, Bejana Perunggu, 

perhiasan dan manik-manik dari perunggu. 

2) Kebudayaan Immaterial (Rohani) 

Munculnya sistem kepercayaan dalam kehidupan manusia 

berlangsung sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan melalui 

penemuan penghormatan terakhir pada orang yang sudah meninggal, 

kemudian berubah menjadi pemujaan terhadap roh-roh leluhur pada 

masa bercocok tanam (Animisme dan dinamisme), terlihat dengan 

adanya hasil kebudayaan megalitik. Dalam perkembangan selanjutnya 

manusia menyadari dan merasakan adanya kekuatan yang maha 

besar di luar diri manusia yaitu kekuatan Tuhan (Monoisme). 

 

3. Jenis-jenis manusia purba 

1) Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan di Sangiran oleh Von 

Koeningswald pada tahun 1936 dan 1941.  

Cirinya: 

a. Memiliki tulang pipi yang tebal 

b. Memiliki otot rahang yang kuat 

c. Tidak memiliki dagu 
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d. Memiliki tonjolan belakang yang tajam 

e. Memiliki tulang kening yang menonjol 

f. Memiliki perawakan tegap 

g. Memakan tumbuh-tumbuhan 

h. Hidup berkelompok dan berpindah-pindah 

 

2) Pithecanthropus. Manusia kera. Fosilnya banyak ditemukan di daerah 

Trinil, Perning (Mojokerto), Sangiran, dan kedungbrubus. Cirinya : 

 Memiliki rahang bawah yang kuat 

 Memiliki tulang pipi yang tebal 

 Keningnya menonjol 

 Tulang belakang menonjol dan tajam 

 Tidak berdagu 

 Perawakan tegap, mempunyai tempat pelekatan otot tengkuk yang 

besar dan kuat 

 Memakan jenis tumbuhan 

 

 Beberapa jenis pithecanthropus 

a. Pithecantropus erectus (manusia kera berjalan tegak) 

Ditemukan oleh E. Dubois di Kedungbrubus dan Trinil. 

Memiliki ciri: 

 Berjalan tegak 

 Volume otaknya melebihi 900cc 

 Berbadan tegak dengan alat pengunyah yang kuat 

 Tinggi badannya sekitar 165-170 cm 

 Berat badannya sekitar 100 kg 

 Makanannya masih kasar dengan sedikit dikunyah 

 

b. Pithecantropus robustus (manusia kera berahang besar) 

Ditemukan di Sangiran oleh Weidenreich. Van Koeningswald 

menyebutnya pithecanthropus mojokertensis. 

c. Pithecanthropus dubuis (dubuis artinya meragukan) 

Ditemukan oleh Von Koeningswald di Sangiran  

d. Pithecanthropus soloensis (manusia kera dari solo) 

Ditemukan oleh Von Koeningswald, Oppenoorth, dan Ter Haar di 

Ngandong 

  

3) Homo artinya manusia. Merupakan jenis manusia purba yang paling 

maju dibandingkan yang lain.  

Ciri : 
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 Berat badan kira-kira 30-150 kg 

 Volume otaknya lebih dari 1350 cc 

 Alatnya dari batu dan tulang 

 Berjalan tegak 

 Muka & hidung lebar 

 Mulut masih menonjol 

 

a. Jenis homo : 

 Homo wajakensis (manusia dari Wajak): Ditemukan di Wajak oleh 

Von Rietschoten, kemudian diselidiki oleh E. Dubois. Termasuk ras 

Australoid dan bernenek moyang homo soloensis. Dimasukkan 

dalam Homo sapiens (manusia cerdas) sebab sudah mengenal 

upacara penguburan. 

 Homo soloensis (manusia dari Solo): Ditemukan oleh Ter Haar dan 

Oppenoorth. Diselidiki oleh Von Koeningswald dan Weidenreich. 

Sudah bukan kera lagi, melainkan sudah manusia. 

 Homo Sapiens (manusia cerdas): Berasal dari zaman Holosen, 

bentuk tubuhnya menyerupai manusia sekarang. Sudah 

menggunakan akal dan memiliki sifat yang dimiliki manusia 

sekarang. Kehidupannya masih sederhana dan mengembara.  

Cirinya: 

 Volume otaknya 1000-1200 cc 

 Tinggi badan antara 130-210 cm 

 Otot tengkuk mengalami penyusutan 

 Alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan 

 Muka tidak menonjol ke depan 

 Berdiri & berjalan tegak 

 Berdagu 

 

b. Jenis homo sapiens di dunia terdiri dari subspesies yang 

menurunkan berbagai manusia: 

 Ras Mongoloid: Berciri kulit kuning, mata sipit, rambut lurus. 

Menyebar ke Asia Timur (Jepang, Cina, Korea, dan Asia 

Tenggara) 

 Ras Kaukasoid: Berkulit putih, tinggi, rambut lurus, dan hidung 

mancung. Penyebarannya ke Eropa, India utara, Yahudi, Arab, 

Turki, Asia Barat lainnya 

 Ras Negroid: Ciri berkulit hitam, rambut keriting, bibir tebal. 

Penyebarannya ke Australia, Papua, dan ke Afrika 
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4. Pengaruh Peradaban Awal Masyarakat Dunia terhadap Peradaban 

Indonesia 

Bangsa melayu dapat dibedakan menjadi 2: 

1) Bangsa Melayu Tua (Proto Melayu): 

Orang Austronesia dari Asia (Yunan) yang pertama kali ke Nusantara 

pada sekitar 1500 SM. 

Datang melalui 2 jalan: 

a. Jalan barat: Dari Yunan melalui selat Malaka masuk ke Sumatra 

masuk ke Jawa. Alat berupa kapak persegi. 

b. Jalan timur: Dari Yunan melalui Formosa (Taiwan) masuk ke 

Filipina kemudian ke Sulawesi kemudian masuk ke Irian. Alat 

berupa kapak lonjong memiliki kebudayaan batu sebab alatnya 

terbuat dari batu yang sudah maju, yakni dihaluskan, Kapak persegi 

ditemukan di Sumatra, Jawa, Bali, dan Kalimantan Kapak lonjong 

ditemukan di Sulawesi dan Irian 

 

2) Bangsa Melayu Mua (Deutero Melayu): 

a. Tahun 500 SM 

b. Masuk ke Nusantara melalui jalan barat saja 

c. Lebih maju dibandingkan Proto Melayu 

d. Sudah dapat membuat barang dari perunggu dan besi 

e. Hasil budayanya : Kapak corong, kapak sepatu, dan nekara 

f. Mengembangkan budaya megalitikum. Hasilnya: Menhir, dolmen, 

sarkofagus dan lainnya 

 

Sebelum kelompok bangsa melayu memasuki Nusantara, sebenarnya 

telah ada kelompok manusia yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. 

Mereka termasuk bangsa primitif: 

1) Suku Pleistosin (purba) 

2) Suku Wedoid 

3) Suku Negroid 

 

Kebudayaan Bacson-Hoabinh: 

1) Di Pegunungan Bacson dan di Provinsi Hoabinh ditemukan sejumlah 

besar alat yang kemudian dikenal dengan kebudayaan Bacson-Hoabinh 

2) Ciri kebudayaannya: Penyerpihan pada satu atau dua sisi permukaan batu 

kali yang berukuran satu kepalan dan bagian tepinya sangat tajam. 

3) Alat kebudayaan Bacson-Hoabing ditemukan di: Papua, Sumatra, 

Sulawesi dan Nusa Tenggara. 
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4) Penyebarannya bersamaan dengan perpindahan ras Papua Melanesoid 

ke Indonesia melalui jalan barat dan jalan timur. 

5) Pendukung budaya mesolitikum adalah Papua Melanesoid. Mereka hidup 

dan tinggal di Gua-gua (abris sous roche) dan meninggalkan Bukit-bukit 

karang/sampah dapur (kjokkenmoddinger) 

6) Kapak genggam (kapak sumatra), kapak pendek, pipisan, ujung mata 

panah, flakes, dan kapak Proto Neolitikum. 

7) Ras Papua Melanosoid hidup masih sangat menetap, berburu & bercocok 

tanam sederhana. Sudah mengenal kesenian seperti melukis. 

 

Kebudayaan Dongsong: 

1) Diambil dari nama daerah di Tonkin 

2) Ditemukan bermacam-macam alat yang terbuat dari perunggu. Ditemukan 

juga Nekara dan kuburan 

3) Pengolahan logam menunjukkan taraf kehidupan yang semakin maju, 

sudah ada pembagian kerja yang baik, masyarakat sudah teratur 

 

Beberapa daerah penting dalam perkembangan logam di Nusantara: 

1) Budaya logam awal di Jawa: Peninggalan logam berada di dalam peti 

kubur batu (sarkofagus) di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Bekal kubur 

yang berupa peralatan dari Besi. 

2) Budaya logam awal di Sumatra: Di Pasemah, Sumbar, terdapat peti kubur 

batu yang dibekali manik-manik kaca dan sejumlah benda logam berupa 

tombak besi dan peniti emas. 

3) Budaya logam awal di Sumba, Nusa Tenggara: Tradisi penguburan 

dengan membawa bekal kubur yang berupa logam yang diletakkan dekat 

peti si mati. Sudah ditemukan peralatan rumah tangga seperti bejana dan 

tembikar kecil yang terbuat dari logam. 

4) Budaya logam awal di Bali: Benda logam sebagai bekal kubur, berarti 

mereka menghormati roh nenek moyangnya yang sudah mati dengan 

barang yang berharga. Alat kehidupan terbuat dari logam seperti pisau, 

tombak, panah, dan patung 
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BAB 4 

MASA KERAJAAN-KERAJAAN HINDU-BUDHA DAN 

MASUKNYA ISLAM KE INDONESIA 

 

 

A. Proses Masuk dan Berkembangnya Agama serta 

Kebudayaan Hindu-Budha  

1. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Budha membawa perubahan 

kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain: 

1) Semula belum mengenal tulisan (masa praaksara) menjadi mengenal 

tulisan dan memasuki zaman sejarah (masa aksara). 

2) Semula hanya mengenal dan menganut kepercayaan animisme dan 

dinamisme kemudian mengenal dan menganut agama dan 

kebudayaan Hindu-Budha. 

3) Semula hanya mengenal sistem kesukuan dengan kepala suku 

sebagai pemimpinnya menjadi pengenal dan menganut sistem 

pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pimpinan pemerintahan 

yang bercorak Hindu-Budha. 

2. Teori masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Budha sebagai 

berikut. 

1) Teori waisya, berpendapat bahwa masuknya agama dan kebudayaan 

Hindu dibawa oleh golongan pedagang (waisya). Mereka mengikuti 

angin musim (setengah tahun berganti arah) sehingga enam bulan 

menetap di Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan 

Hindu. Salah satu tokoh pendukung hipotesis waisya adalah N.J.Krom. 

2) Teori Ksatria, pembawa agama dan kebudayaan Hindu ialah golongan 

ksatria yang kalah perang di India, kemudian lari ke Indonesia. Salah 

seorang pendukung hipotesis ksatria adalah C.C.Berg. 

3) Teori Brahmana, pembawa agama dan kebudayaan Hindu ke 

Indonesia ialah golongan Brahmana yang diundang oleh raja-raja 

Indonesia untuk menobatkan dengan upacara Hindu 

(abhiseka=penobatan). Pendukung hipotesis ini adalah J.C.van Leur. 

4) Teori nasional, bahwa bangsa Indonesia yang berdagang ke India 

pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu atau 

sebaliknya orang-orang Indonesia (raja) mengundang Brahmana 

kemudian Brahmana menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di 

Indonesia. Pendapat ini disebut teori arus balik. Pendukung teori ini 

adalah F.D.K.Bosch. 
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B. Perkembangan Tradisi Hindu-Budha 

1. Akulturasi 

Masuknya budaya Hindu-Budha di Indonesia menyebabkan munculnya 

Akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan 2 budaya dimana kedua unsur 

kebudayaan bertemu dapat hidup berdampingan dan saling mengisi serta tidak 

menghilangkan unsur-unsur asli dari kedua kebudayaan tersebut. Kebudayaan 

Hindu-Budha yang masuk di Indonesia tidak diterima begitu saja melainkan 

melalui proses pengolahan dan penyesuaian dengan kondisi kehidupan 

masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan unsur-unsur asli. Hal ini 

disebabkan karena: 

1) Masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup 

tinggi sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah 

perbendaharaan kebudayaan Indonesia. 

2) Kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia atau local 

genius merupakan kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur 

kebudayaan asing dan mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia. 

 

 

Pengaruh kebudayaan Hindu hanya bersifat melengkapi kebudayaan yang 

telah ada di Indonesia. Perpaduan budaya Hindu-Budha melahirkan akulturasi 

yang masih terpelihara sampai sekarang. Akulturasi tersebut merupakan hasil 

dari proses pengolahan kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan 

Indonesia. 

 

2. Seni Bangunan 

Seni bangunan tampak pada bangunan candi sebagai wujud percampuran 

antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Budha. Candi merupakan 

bentuk perwujudan akulturasi budaya bangsa Indonesia dengan India. Candi 

merupakan hasil bangunan zaman megalitikum yaitu bangunan punden 

berundak-undak yang mendapat pengaruh Hindu Budha. Contohnya candi 

Borobudur. Pada candi disertai pula berbagai macam benda yang ikut dikubur 

yang disebut bekal kubur sehingga candi juga berfungsi sebagai makam bukan 

semata-mata sebagai rumah dewa. Sedangkan candi Budha, hanya jadi tempat 

pemujaan dewa tidak terdapat peti pripih dan abu jenazah ditanam di sekitar 

candi dalam bangunan stupa. 

 

3. Seni Sastra dan Aksara 

Periode awal di Jawa Tengah pengaruh sastra Hindu cukup kuat. 

Periode tengah bangsa Indonesia mulai melakukan penyaduran atas karya 
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India. Contohnya: Kitab Bharatayudha merupakan gubahan Mahabarata oleh 

Mpu Sedah dan Panuluh. Isi ceritanya tentang peperangan selama 18 hari 

antara Pandawa melawan Kurawa. Para ahli berpendapat bahwa isi 

sebenarnya merupakan perebutan kekuasaan dalam keluarga raja-raja Kediri. 

Prasasti-prasasti yang ada ditulis dalam bahasa Sansekerta dan Huruf 

Pallawa. Bahasa Sansekerta banyak digunakan pada kitab-kitab kuno/Sastra 

India. Mengalami akulturasi dengan bahasa Jawa melahirkan bahasa Jawa 

Kuno dengan aksara Pallawa yang dimodifikasi sesuai dengan pengertian dan 

selera Jawa sehingga menjadi aksara Jawa Kuno dan Bali Kuno. 

Perkembangannya menjadi aksara Jawa sekarang serta aksara Bali. Di 

kerajaan Sriwijaya huruf Pallawa berkembang menjadi huruf Nagari. 

 

4. Sistem Kalender 

Diadopsi dari sistem kalender/penanggalan India. Hal ini terlihat dengan 

adanya Penggunaan tahun Saka di Indonesia. Tercipta kalender dengan 

sebutan tahun Saka yang dimulai tahun 78 M (merupakan tahun Matahari, 

tahun Samsiah) pada waktu raja Kanishka I dinobatkan jumlah hari dalam 1 

tahun ada 365 hari. 

 

C. Kerajaan Hindu-Budha Di Indonesia 

1. Kerajaan Kutai 

Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di- Nusantara yang 

memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad ke-4. Kerajaan ini terletak 

di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Nama 

Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya 

prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti 

yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit 

informasi yang dapat diperoleh. 

 

Yupa 

Prasasti Kerajaan Kutai, Informasi yang ada diperoleh dari Yupa / prasasti 

dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada tujuh buah yupa 

yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah 

Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan 

yang dibuat oleh para brahmana atas kedermawanan raja Mulawarman. Dalam 

agama Hindu sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat islam. 

Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan 

Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena 

kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum brahmana. 

Dapat diketahui bahwa menurut Buku Sejarah Nasional Indonesia II, Zaman 
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Kuno yang ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho 

Notosusanto yang diterbitkan oleh Balai Pustaka halaman 36, transliterasi 

prasasti diatas adalah sebagai berikut: 

 

Nama-Nama Raja Kutai 

Peta Kecamatan Muara Kaman 

1) Maharaja Kudungga, gelar anumerta Dewawarman (pendiri) 

2) Maharaja Aswawarman (anak Kundungga) 

3) Maharaja Mulawarman (anak Aswawarman) 

4) Maharaja Marawijaya Warman 

5) Maharaja Gajayana Warman 

6) Maharaja Tungga Warman 

7) Maharaja Jayanaga Warman 

8) Maharaja Nalasinga Warman 

9) Maharaja Nala Parana Tungga 

10) Maharaja Gadingga Warman Dewa 

11) Maharaja Indra Warman Dewa 

12) Maharaja Sangga Warman Dewa 

13) Maharaja Candrawarman 

14) Maharaja Sri Langka Dewa 

15) Maharaja Guna Parana Dewa 

16)  Maharaja Wijaya Warman 

17) Maharaja Sri Aji Dewa 

18) Maharaja Mulia Putera 

19) Maharaja Nala Pandita 

20) Maharaja Indra Paruta Dewa 

21) Maharaja Dharma Setia 

 

2. Kerajaan Tarumanegara 

 Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang 

pernah berkuasa di wilayah baratpulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-

7 M. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang 

meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak 

di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah 

kerajaan Hindu beraliran Wisnu. 

Bukti keberadaan Kerajaan Taruma diketahui dengan tujuh buah 

prasasti batu yang ditemukan lima di Bogor, satu di Jakarta dan satu 

di Lebak Banten. Dari prasasti-prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin 

oleh Rajadirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 M dan beliau 

memerintah sampai tahun 382 M. Makam Rajadirajaguru Jayasingawarman 
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ada di sekitar sungai Gomati (wilayah Bekasi). Kerajaan Tarumanegara ialah 

kelanjutan dari Kerajaan Salakanagara. 

 

Prasasti yang ditemukan 

1) Prasasti Kebon Kopi, dibuat sekitar 400 M (H Kern 1917), ditemukan di 

perkebunan kopi milik Jonathan Rig, Ciampea, Bogor. 

2) Prasasti Tugu, ditemukan di Kampung Batutumbu, Desa Tugu, Kecamatan 

Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sekarang disimpan di museum di Jakarta. 

Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga 

oleh Rajadirajaguru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6112 

tombak atau 12km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa 

pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk 

menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa 

pemerintahan Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim 

kemarau. 

3) Prasasti Cidanghiyang atau Prasasti Munjul, ditemukan di aliran Sungai 

Cidanghiang yang mengalir di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, 

Kabupaten Pandeglang, Banten, berisi pujian kepada Raja Purnawarman. 

4) Prasasti Ciaruteun, Ciampea, Bogor 

5) Prasasti Muara Cianten, Ciampea, Bogor 

6) Prasasti Jambu, Nanggung, Bogor 

7) Prasasti Pasir Awi, Citeureup, Bogor 

 

3. Kerajaan Matarm Kuno 

Awal berdirinya kerajaan 

Kerajaan Medang (atau sering juga disebut Kerajaan Mataram 

Kuno atau Kerajaan Mataram Hindu) adalah nama sebuah kerajaan yang 

berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa 

Timur pada abad ke-10. Para raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti 

sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa 

Timur, serta membangun banyak candi baik yang bercorak Hindu maupun 

Buddha. Kerajaan Medang akhirnya runtuh pada awal abad ke-11. Kerajaan 

Medang (atau sering juga disebut Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan 

Mataram Hindu) adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah 

pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Para 

raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti -prasasti 

yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta membangun 

banyak candi baik yang bercorak Hindu maupun Budha. Kerajaan Medang 

akhirnya runtuh pada awal abad ke-11. Prasasti Mantyasih tahun 907 atas 

nama Dyah Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan 
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Medang (Rahyang ta rumuhun ri Medang ri Poh Pitu) adalah Rakai Mataram 

Sang Ratu Sanjaya. 

Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal tahun 732, namun tidak 

menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya 

raja lain yang memerintah pulau Jawa sebelum dirinya, bernama Sanna. 

Sepeninggal Sanna, negara menjadi kacau. Sanjaya kemudian tampil menjadi 

raja, atas dukungan ibunya, yaitu Sannaha, saudara perempuan Sanna. 

 

4. Kerajaan Sriwijaya 

Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di 

pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah 

kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung 

Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, sri 

berarti "bercahaya" atau "gemilang", dan wijaya berarti "kemenangan" atau 

"kejayaan" maka nama Sriwijaya bermakna "kemenangan yang gilang-

gemilang". Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-

7; seorang pendeta Tiongkok, I Tsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya 

tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua 

mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan 

Bukit di Palembang, bertarikh 682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap 

daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan di 

antaranya serangan dari rajaDharmawangsa Teguh dari Jawa pada tahun 990, 

dan tahun 1025 serangan Rajendra Chola I dariKoromandel, selanjutnya tahun 

1183 kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali kerajaanDharmasraya. Setelah 

jatuh, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat 

publikasi tahun 1918 dari sejarawan Perancis 

 

5. Kerajaan Kediri 

Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu, adalah sebuah kerajaan yang 

terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042-1222. Kerajaan ini berpusat di 

kota Daha, yang terletak di sekitar Kota Kediri sekarang. Masa-masa awal 

Kerajaan Panjalu atau Kadiri tidak banyak diketahui. Prasasti Turun Hyang II 

(1044) yang diterbitkan Kerajaan Janggala hanya memberitakan adanya 

perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Airlangga. 

Sejarah Kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah 

Keting tahun 1104 atas nama  Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa 

hanya Sri Samarawijaya yang sudah diketahui, sedangkan urutan raja-raja 

sesudah Sri Jayawarsa sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan 

prasasti-prasasti yang ditemukan. 

Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabhaya berhasil menaklukkan 
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Kerajaan Janggaladengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti 

Ngantang (1135), yaitu Panjalu Jayati, atau Panjalu Menang. 

Pada masa pemerintahan Sri Jayabhaya inilah, Kerajaan Panjalu 

mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan 

beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan 

Sriwijaya di Sumatra. 

Hal ini diperkuat kronik Cina berjudul Ling wai tai ta karya Chou Ku-fei tahun 

1178, bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Cina secara berurutan 

adalah Arab, Jawa, dan Sumatra. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani 

Abbasiyah, di Jawa ada Kerajaan Panjalu, sedangkan 

Sumatra dikuasai Kerajaan Sriwijaya. 

 

6. Kerajaan Singasari 

Kerajaan Singhasari, atau sering pula ditulis Singsasari atau Singosari, 

adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada 

tahun 1222. Lokasi kerajaan ini, sekarang, diperkirakan berada di 

daerah Singosari, Malang. 

Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok. Keluarga kerajaan ini 

menjadi penguasa Singhasari, dan berlanjut pada kerajaan  Majapahit. 

Terdapat perbedaan antara Pararaton dan Nagarakretagama dalam 

menyebutkan urutan raja-raja Singhasari. 

 

Versi Pararaton adalah: 

1. Ken Arok alias Rajasa Sang 

Amurwabhumi  (1222 - 1247) 

2. Anusapati (1247 - 1249) 

3. Tohjaya (1249 - 1250) 

4. Ranggawuni alias Wisnuwardhana  

     (1250 -1272) 

5. Kertanagara (1272 - 1292) 

Versi Nagarakretagama adalah: 

1. Rangga Rajasa Sang 

Girinathaputra (1222 -1227) 

2. Anusapati (1227 - 1248) 

3. Wisnuwardhana (1248 - 1254) 

4. Kertanagara (1254 - 1292) 

 

Kisah suksesi raja-raja Tumapel versi Pararaton diwarnai pertumpahan 

darah yang dilatari balas dendam. Ken Arok mati dibunuh Anusapati (anak 

tirinya). Anusapati mati dibunuh Tohjaya (anak Ken Arok dari selir).  

Tohjaya mati akibat pemberontakan Ranggawuni (anak Anusapati). Hanya 

Ranggawuni yang digantikan Kertanagara (putranya) secara damai. Sementara 

itu versi Nagarakretagama tidak menyebutkan adanya pembunuhan antara raja 

pengganti terhadap raja sebelumnya.  

Hal ini dapat dimaklumi karena Nagarakretagama adalah kitab pujian 

untuk Hayam Wuruk raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa 
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leluhur Hayam Wuruk tersebut dianggap sebagai aib. 

 

7. Kerajaan Majapahit 

Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur 

Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. 

Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang 

menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam 

Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. 

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang 

menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar 

dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, 

Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, meskipun wilayah 

kekuasaannya masih diperdebatkan. 

Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah menjadi kerajaan paling 

kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa Dinasti 

Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Chi ke Singhasari 

yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir 

menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan 

merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu 

memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. 

Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri, sudah menggulingkan dan 

membunuh Kertanegara. Atas saran Aria Wiraraja, Jayakatwang memberikan 

pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang 

menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang 

membawa surat berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin 

mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat diatas disambut dengan 

senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu 

dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya 

diambil dari buah maja, dan rasa "pahit" dari buah tersebut. Ketika 

pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk 

bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, 

Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa 

mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut karena 

mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir 

mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka 

terpaksa harus menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing. 
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D. Indonesia pada Masa Perkembangan Islam 

1. Proses Awal Penyebaran Islam di Indonesia 

Beberapa Pendapat tentang Awal Masuknya Islam di Indonesia. 

1) Islam Masuk ke Indonesia pada Abad ke 7:   

 Seminar masuknya islam di Indonesia (di Aceh), sebagian dasar 

adalah catatan perjalanan Al mas’udi, yang menyatakan bahwa pada 

tahun 675 M, terdapat utusan dari raja Arab Muslim yang berkunjung 

ke Kalingga. Pada tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab 

Muslim di pantai timur Sumatera. 

 Dari Harry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History (1954), 

diterangkan bahwa kaum Muslimin masuk ke Indonesia pada abad 

ke-7 M yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu 

singgah di sumatera dalam perjalannya ke China. 

 Prof. Sayed Naguib Al Attas dalam Preliminary Statemate on General 

Theory of Islamization of Malay-Indonesian Archipelago (1969), di 

dalamnya mengungkapkan bahwa kaum muslimin sudah ada di 

kepulauan Malaya-Indonesia pada 672 M. 

 Prof. Sayed Qodratullah Fatimy dalam Islam comes to Malaysia 

mengungkapkan bahwa pada tahun 674 M. kaum Muslimin Arab 

telah masuk ke Malaya. 

 Prof. S. muhammmad Huseyn Nainar, dalam makalah ceramahnya 

berjudul Islam di India dan hubungannya dengan Indonesia, 

menyatakan bahwa beberapa sumber tertulis menerangkan kaum 

Muslimin India pada tahun 687 sudah ada hubungan dengan kaum 

muslimin Indonesia. 

 W.P. Groeneveld dalam Historical Notes on Indonesia and Malaya 

Compiled From Chinese sources, menjelaskan bahwa pada Hikayat 

Dinasti T’ang memberitahukan adanya Arab muslim berkunjung ke 

Holing (Kalingga, tahun 674). (Ta Shih = Arab Muslim). 

 T.W. Arnold dalam buku The Preching of Islam a History of The 

Propagation of The Moslem Faith, menjelaskan bahwa Islam datang 

dari Arab ke Indonesia pada tahun 1 Hijriyah (Abad 7 M). 

2)  Islam Masuk ke Indonesia pada Abad ke-11: 

Satu-satunya sumber ini adalah ditemukannya makam panjang di 

daerah Leran Manyar, Gresik, yaitu makam Fatimah Binti Maimoon dan 

rombongannya. Pada makam itu terdapat prasati huruf Arab Riq’ah yang 

berangka tahun (dimasehikan 1082) 
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3)  Islam Masuk Ke Indonesia Pada Abad Ke-13: 

Catatan perjalanan marcopolo, menyatakan bahwa ia menjumpai 

adanya kerajaan Islam Ferlec (mungkin Peureulack) di aceh, pada tahun 

1292 M. K.F.H. van Langen, berdasarkan berita China telah menyebut 

adanya kerajaan Pase (mungkin Pasai) di Aceh pada 1298 M. 

J.P. Moquette dalam De Grafsteen te Pase en Grisse Vergeleken Met 

Dergelijk Monumenten uit hindoesten, menyatakan bahwa Islam masuk 

ke Indonesia pada abad ke-13. Beberapa sarjana barat seperti R.A Kern; 

C. Snouck Hurgronje; dan Schrieke, lebih cenderung menyimpulkan 

bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, berdasarkan saudah 

adanya beberapa kerajaaan Islam di kawasan Indonesia. 

 

2. Pembawa Islam ke Indonesia 

Sebelum pengaruh islam masuk ke Indonesia, di kawasan ini sudah 

terdapat kontak-kontak dagang, baik dari Arab, Persia, India dan China. 

Islam secara akomodatif, akulturasi, dan sinkretis merasuk dan punya 

pengaruh di arab, Persia, India dan China. Melalui perdagangan itulah 

Islam masuk ke kawasan Indonesia. Dengan demikian bangsa Arab, 

Persia, India dan china punya nadil melancarkan perkembangan islam di 

kawasan Indonesia. 

 

1. Gujarat (India) 

Pedagang islam dari Gujarat, menyebarkan Islam dengan bukti-bukti 

antar lain: 

1) ukiran batu nisan gaya Gujarat. 

2) Adat istiadat dan budaya India islam. 

 

2. Persia 

Para pedagang Persia menyebarkan Islam dengan beberapa bukti antar 

lain: 

1) Gelar “Syah” bagi raja-raja di Indonesia. 

2) Pengaruh aliran “Wihdatul Wujud” (Syeh Siti Jenar). 

3) Pengaruh madzab Syi’ah (Tabut Hasan dan Husen). 

 

3. Arab 

Para pedagang Arab banyak menetap di pantai-pantai kepulauan 

Indonesia, dengan bukti antara lain: 

1) Menurut al Mas’udi pada tahun 916 telah berjumpa Komunitas Arab 

dari Oman, Hidramaut, Basrah, dan Bahrein untuk menyebarkan 

islam di lingkungannya, sekitar Sumatra, Jawa, dan Malaka. 
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2) Munculnya nama “kampong Arab” dan tradisi Arab di lingkungan 

masyarakat, yang banyak mengenalkan islam. 

 

4. China 

Para pedagang dan angkatan laut China (Ma Huan, Laksamana Cheng 

Ho/Dampo awan, mengenalkan Islam di pantai dan pedalaman Jawa 

dan sumatera, dengan bukti antar lain : 

1) Gedung Batu di semarang (masjid gaya China). 

2) Beberapa makam China muslim. 

3) Beberapa wali yang dimungkinkan keturunan China. 

Dari beberapa bangsa yang membawa Islam ke Indonesia pada 

umumnya menggunakan pendekatan cultural, sehingga terjadi dialog 

budaya dan pergaulan social yang penuh toleransi (Umar kayam:1989) 

 

Kerajaan Samudra Pasai 
 

Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudera Darussalam, 

atau Samudera Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai 

utara Sumatera, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, 

Provinsi Aceh, Indonesia. 

Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat 

digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun beberapa sejarahwan 

memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari Hikayat Raja-

raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan 

koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. 

Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu, yang bergelar Sultan Malik as-

Saleh, sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam 

kitab Rihlah ila l-Masyriq (Pengembaraan ke Timur) karya Abu Abdullah ibn 

Batuthah (1304–1368), musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 

1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada 

tahun 1521. 

 

Kerajaan Aceh 

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang 

pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara 

pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh) dengan sultan 

pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada 

Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam 

sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh telah mengukir masa 

lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena 

kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, 
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komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem 

pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian 

ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan 

diplomatik dengan negara lain. 

 

Kerajaan Demak 

Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama 

dan terbesar di pantai utara Jawa ("Pasisir"). Menurut tradisi Jawa, Demak 

sebelumnya merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit, kemudian muncul 

sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. 

Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di pulau 

Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walau tidak berumur panjang dan segera 

mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat 

kerajaan. Pada tahun 1568, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang 

yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalan bersejarah Kerajaan 

Demak ialah Mesjid Agung Demak, yang menurut tradisi didirikan 

oleh Walisongo. 

Lokasi keraton Demak, yang pada masa itu berada di tepi laut, berada di 

kampung Bintara (dibaca "Bintoro" dalam bahasa Jawa), saat ini telah menjadi 

kota Demak di Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada periode ketika beribukota 

di sana dikenal sebagai Demak Bintara. Pada masa raja ke-4 ibukota 

dipindahkan ke Prawata (dibaca "Prawoto") dan untuk periode ini kerajaan 

disebut Demak Prawata 

 

Kerajaan Banten 

Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri 

di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kerajaan 

Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, 

dengan menaklukan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya 

sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. 

Maulana Hasanuddin, putera Sunan Gunung Jati berperan dalam 

penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin 

mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, yang kemudian 

hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang 

berdiri sendiri. 

Selama hampir 3 abad Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan 

mencapai kejayaan yang luar biasa, yang diwaktu bersamaan penjajah dari 

Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara, dan 

persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun 

perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan 
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hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan 

Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan 

sebagai simbol kekuasaan di Kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa 

akhir pemerintanannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari 

pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. 

 

Kerajaan Mataram 

Kerajaan mataram didirikan oleh Sutowijoyo yang bergelar Penembahan 

Senopati  (1586-1601). Beribukota di Kota Gede. Penggantinya Raden Mas 

Jolang. Ia gugur di daerah Krapyak, sehingga disebut penembahan seda 

krapyak. Raja terbesarnya ialah Raden Mas Rangsang yang bergelar sultan 

agung hanyokrokusumo (1613-1645). Sultan agung bercita-cita 

mempersatukan seluruh Jawa dan mengusir kompeni (VOC) dari Batavia. 

Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Cirebon berhasil dikuasai, ia 

berencana menyerang Batavia. Serangan dilancarkan pada agustus 1628 dan 

September 1629, tetapi gagal.  

 

Kegagalan ini karena: 

A.      Kurangnya perbekalan makanan, 

B.      Kalah persenjataan, 

C.      Jarak Mataram – Jakarta sangat jauh, 

D.     Tentara Mataram terjangkit wabah penyakit. 

 

Sepeninggal Sultan Agung, Mataram mengalami kemunduran dan 

terpecah. Berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, Mataram dipecah 

menjadi dua, yakni: 

A.   Mataram Barat, yakni kesultanan Yogyakarta, diberikan kepada 

Mangkubumi dengan gelar Hamengku Buwono I 

B.    Mataram Timur, yakni Kesunanan Surakarta diberikan kepada Paku 

Buwono III 

Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757, 

Surakarta dibagi menjadi dua, yakni: 

1.    Surakarta Utara diberikan kepada Raden Mas Said dengan gelar 

Mangkunegara I, kerajaanya dinamakan Mangkunegaran. 

2.    Surakarta Selatan diberikan kepada Paku Buwono III kerajaanya 

dinamakan Kasunanan Surakarta 

 

Kerajaan Makassar 

Pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan telah muncul beberapa kerajaan 

kecil, seperti Goa, Tallo, Sopeng, dan Bone. Kerajaan besar ialah Goa dan 
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Tallo. Keduanya lebih dikenal sebagai kerajaan Makassar. Puncak kejayaanya 

pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin (1654-1670). 

Pertempuran besar meletus pada 1666 di masa Sultan Hasanuddin. VOC 

di bawah pimpinan Speelman berkoalisi dengan Kapten Jonker dari Ambon dan 

Aru Palaka, Raja Bone. Hasanuddin kalah dan terpaksa menandatangani  

Perjanjian Bongaya  pada 18 November 1667. Isinya sangat merugikan rakyat 

Makassar, yakni: 

a. Wilayah Makassar terbatas pada Goa, wilayah Bone dikembalikan kepada 

Aru Palaka 

b. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC 

c. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak 

monopolinya 

d. Semua benteng harus dihancurkan, kecuali benteng Ujung Pandang yang 

kemudian namanya diganti menjadi benteng Rotterdam. 

e. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250 ribu ringgit. 

 

Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak 

pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark berdagang di 

Makassar. Karena itu, disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang 

disebut Ade Allopioping Bicarance Pabbalu’e dan sebuah naskah lontar karya 

Amanna Gappa. 

 

Kerajaan Ternate dan Tidore 

Kerajaan Ternate dan Tidore terdapat di Maluku. Keduanya sering 

bersaing dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa Barat. 

Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Maluku ialah Portugis (1512) yang 

kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Kemudian bangsa Spanyol 

datang pada tahun 1521 dan bersekutu dengan kerajaan Tidore. Saat itu tidak 

sampai terjadi perang. Untuk menyelesaikan persaingan Portugis dan Spanyol, 

pada tahun 1529 diadakan Perjanjian Saragosa. Isinya Spanyol harus 

meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaanya di Filipina dan bangsa 

Portugis tetap tinggal Maluku. 

Portugis mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari 

serangan Tidore. Portugis memonopoli perdagangan dan terlalu ikut campur 

urusan dalam negri Ternate. Salah seorang sultan Ternate yang menentang 

ialah Sultan Hairun (1550-1570). Walau diadakan perundingan dengan hasil 

damai pada 27 Februari 1570, esok harinya ketika Sultan Hairun datang ke 

benteng Sao Pulo, ia justru dibunuh. 
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BAB 5 

PERKEMBANGAN PENGARUH BARAT DI INDONESIA 

 

A. Berkembangnya Kolonialisme dan Imperialisme Barat di 

Indonesia  

1. VOC 

 VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di 

Hindia Timur. Pengurusnya terdiri dari 6 orang yang disebut “Bewindhebbers 

der VOC”, ditambah 17 orang pengurus harian yang disebut Heeren XVII. VOC 

juga memiliki hak khusus yang diberikan parlemen Belanda: 

 Membuat perjanjian dengan raja-raja setempat 

 Menyatakan perang dan perdamaian 

 Membuat senjata dan benteng 

 Mencetak uang 

 Mengangkat dan memberhentikan pegawai 

 Mengadili perkara 

 

Pada tahun 1609, Pieter Both ditugaskan sebagai Gubernur Jendral VOC 

di Ambon. Misi utamanya adalah untuk memimpin VOC menghadapi 

persaingan dengan pedagang Eropa. Ketika Jan Pietersoon Coen diangkat 

sebagai gubernur jenderal, pusat kekuasaan dipindahkan ke Jayakarta. Selain 

melakukan monopoli, VOC juga menjalankan system pemerintahan tidak 

langsung (indirect rule). Tidak berlangsung lama, VOC akhirnya dibubarkan 

pada tanggal 31 Desember 1799. dengan faktor-faktor berikut: 

 Banyak pegawai VOC korupsi karena gajinya rendah 

 VOC tidak mampu bersaing dengan inggris (EIC) dan Perancis (FIC) 

 Walaupun rugi, pemegang saham tetap diberi dividen 

 Perang Belanda melawan Inggris 

 Jatuhnya kongsi dagang VOC di India dan adanya kebebasan pelayaran 

Inggris ke Indonesia           

 

2. Penjajahan Prancis-Belanda 

Di Eropa sedang dalam suasana Perang Koalisi satu (1792-1797). 

Belandapun kalah sehingga membuat rajanya, Willem V, meminta perlindungan 

dari Inggris. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis kemudian menempatkan 

Louis Napoleon untuk memimpin Belanda. Louis kemudian mengangkat 

Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda sejak 

1808. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Jawa dari serangan 

Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels banyak mengeluarkan 
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kebijakan kebijakan yang condong kepada kediktatoran. Contohnya, 

pembangunan jalan Raya Pos (Groete Postweg) antara Anyer-Panarukan. 

Pembangunan jalan raya itu melibatkan banyak tenaga dengan sistem rodi. 

Kekuasaan sewenang-wenang yang diterapkan Daendels membuatnya 

ditarik kembali agar citra Hindia Belanda tidak bertambah buruk. Tetapi 

penarikan Daendels membua dampak buruk. Belandapun berhasil dikuasai 

Inggris. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Prancis-Belanda dengan 

ditandai oleh Kapitulasi Tuntang. 

 

3. Penjajahan Iggris 

Tahun 1811-1816, Indonesia di bawah Inggris. Thomas Stamford Raffles 

diangkat sebagai wakil gubernur di Jawa dan bawahannya. Tujuan utama 

pemerintahan Raffles adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tindakannya 

yang popular adalah mencetuskan sistem sewa tanah (landrent). Hal tersebut 

tidak membebani rakyat, namun kondisi di Eropa membuat Thomas Stamford 

Raffles mengakhiri masa jabatannya di Indonesia. Perang koalisi berakhir 

dengan kekalahan Prancis. Negara-negara yang menjadi lawan Prancis 

mengambil keputusan bahwa sebagai benteng menghadapi Prancis, Belanda 

harus kuat. Maka, dalam Traktat London tahun 1824, ditetapkan Indonesia 

dikembalikan kepada Belanda. 

 

4. Belanda 

Untuk menangani berbagai persoalan di Indonesia yang baru saja 

dikembalikan ke Inggris, pemerintah belanda mengirimkan sebuah komisi. 

Komisi tersebut terdiri dari Cornelis Th.Elout sebagai ketua, dan A.A. Buyskes 

dan Van der Capellen sebagai anggota. Setelah komisi dibubarkan, Van der 

Capellen diangkat sebagai gubernur jenderal. Dia melaksanakan pola 

konservatif, dalam arti menerapkan kebijakan monopoli seperti VOC: 

 

a. Masa Tanam Paksa 

Ketika Van den Bosch menjabat sebagai gubernur jenderal, pada tahun 

1830 dia menciptakan peraturan baru yang bernama ‘tanam paksa’ (cultuur 

stelsel). Tujuannya untuk mendapatkan untung guna menutup defisit keuangan 

negri Belanda. Kemudian, latar belakang dilakukannya Tanam paksa adalah: 

 Defisit anggaran belanja negri belanda akibat Perang kemerdekaan 

Belgia dan perang diponegoro 

 Keadaan di Jawa yang tidak menguntungkan saat itu 

 Perdagangan dan perusahaan belanda mengalami kemunduran 
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Pokok-pokok ketentuan Tanam paksa: 

 Penduduk wajib menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman yang 

ditentukan pemerintah 

 Tanah tersebut dibebaskan dari pajak 

 Tanah tersebut dikerjakan selama 1/5 tahun 

 Risiko penanaman ada pada pemerintah 

 Hasil tanaman yang diwajibkan harus diangkat sendiri ke pabrik dan 

mendapat ganti rugi 

 Kelebihan hasil panen akan diganti oleh pemerintah 

 Waktu yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tidak melebihi 

waktu menanam padi 

 

Penyimpangan Tanam Paksa: 

 Tanah yang ditanami lebih dari 1/5 lahan 

 Tanah yang ditanami tanaman wajib masih terkena pajak 

 Banyak  petugas yang curang, berusaha mendapatkan hasil sebanyak-

banyaknya 

 Tanah yang ditanami tanaman wajib cenderung memilih tanah yang 

subur 

 

Akibat penyimpangan: 

 Bagi Bangsa Indonesia 

- Menimbulkan kesengsaraan 

- Pemerintahan Belanda memberikan sanksi kepada petani yang 

meninggalkan tanahnya sehingga makin sengsara 

 Bagi Belanda 

- Memperoleh keuntungan yang sangat besar 

- Timbul penentangan tanam paksa yang dicetuskan oleh golongan 

liberal dan golongan etis 

 

b. Politik Liberal Kolonial 

Golongan liberal berhasil menguasai parlemen sehingga mereka 

mempunyai peluang untuk menciptakan undang-undang dasar guna 

membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1870 keluar undang-undang de Waal: 

1) Undang-undang Gula yang menyebutkan bahwa penanaman tebu harus 

dilakukan oleh pengusaha swasta, tidak dengan sistem tanam paksa 

2) Undang-undang Agraria, isinya menerangkan bahwa gubernur jenderal 

dan rakyat dilarang menjual tanah kepada orang asing, tetapi dapat 

menyewakannya selama 75 tahun. Ini merupakan awal yang baik 

walaupun dalam kenyataannya semuanya untuk kepentingan 
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Pemerintahan Hindia Belanda. 

 

B.  Perubahan Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Akibat 

Perluasan Kolonialisme dan Imperialisme Di Indonesia 

Masuknya kekuasaan bangsa Asing di Indonesia telah menyebabkan 

perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi, dan budaya bagi bangsa Indonesia 

sebagai berikut: 

a. Politik 

Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan 

modern. Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal 

menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti 

dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. 

Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan 

kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis 

mendominasi politik di Indonesia. Akibatnya peranan elite kerajaan 

berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh. 

b. Sosial Ekonomi 

     Eksploitasi ekonomi yang dilakukan bangsa Barat membawa berbagai 

dampak bagi bangsa Indonesia. Munculnya monopoli dagang VOC 

menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung 

perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para 

pejabat Belanda.Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal 

menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya 

dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang 

timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indoensia hanya menjadi 

pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru 

serta cara memeliharanya. 

c. Budaya 

- Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut 

adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, 

meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. 

- Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga 

disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi 

menjadi lemah. 

- Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja 

maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang senibudaya. 

Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng 

Ronggo Warsito manyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV 

menyusun kitab Wedatama, dan lain-lain. 
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C. Perlawanan di Berbagai Daerah dalam Menentang 

Dominasi Asing 

1. Perlawanan Rakyat Maluku 

Upaya rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun maupun Sultan 

Baabulah (1575), sejak kedatangan bangsa Portugis pada 1512 tidak berhasil, 

penyebabnya adalah tidak ada kerja sama antara kerajaan Ternate, Tidore, dan 

Nuku. Kekuatan Portugis hanya dapat diusir oleh kekuatan bangsa Belanda 

yang lebih kuat. 

 

2. Pelawanan Rakyat Mataram 

 Sultan Agung yang memiliki cita-cita mempersatukan pulau Jawa, berusaha 

mengalahkan VOC di Batavia. Penyerangan yang dilakukan pada tahun 1628 

dan 1629 mengalami kegagalan, karena selain persiapan pasukannya yang 

belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan 

lainnya. 

 

3. Perlawanan Rakyat Makasar 

Konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Arupalaka dari Bone, 

memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan Sulawesi 

tersebut. Untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, Sultan Hasanuddin 

menduduki Sumbawa, sehingga jalur perdagangan Nusantara bagian Timur 

dapat dikuasai. Hal ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam 

perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasnuddin dengan Belanda yang 

dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin. 

Lalu Belanda meminta bantuan Arupalaka yang menyebabkan Makasar jatuh 

ke tangan Belanda, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian 

Bongaya pada 1667, yang berisi: 

a. Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC 

berdagang di Makasar dan Maluku. 

b. VOC memegang monopoli perdagangan di Indonesia bagian Timur, 

dengan pusat Makasar. 

c. Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki Sultan Hasanuddin 

dikembalikan kepada Arupalaka, dan dia diangkat menjadi Raja Bone . 

 

4. Perlawanan Rakyat Banten 

Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bergelar Sultan 

Haji sebagai Sultan Banten, Belanda ikut campur dalam urusan Banten dengan 

mendekati Sultan Haji. Sultan Agung yang sangat anti VOC, segera menarik 

kembali tahta putranya. Putranya yang tidak terima, segera meminta bantuan 

VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya, akhirnya dengan 
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bantuan VOC, dia memperoleh tahtanya kembali dengan imbalan menyerahkan 

sebagian wilayah Banten kepada VOC. 

 

 

5. Perang Paderi (1821 – 1837) 

Dilatarbelakangi konflik antara kaum agama dan tokoh-tokoh adat 

Sumatera Barat. Kaum agama (Pembaru/Paderi) berusaha untuk mengajarkan 

Islam kepada warga sambil menghapus adat istiadat yang bertentangan 

dengan Islam, yang bertujuan untuk memurnikan Islam di wilayah Sumatra 

Barat serta menentang aspek-aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah 

Islam. Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat yang 

tidak ingin kehilangan kedudukannya, serta adat istiadatnya menentang ajaran 

kaum Paderi, perbedaan pandangan ini menyebabkan perang saudara serta 

mengundang kekuatan Inggris dan Belanda. 

Kaum adat yang terdesak saat perang kemudian meminta bantuan kepada 

Inggris yang sejak 1795 telah menguasai Padang, dan beberapa daerah di 

pesisir barat setelah direbut dari Belanda. Golongan agama pada saat itu telah 

menguasai daerah pedalaman Sumatra Barat dan menjalankan pemerintahan 

berdasarkan agama. Pada tahun 1819, Belanda menerima Padang dan daerah 

sekitarnya dari Inggris. Golongan adat meminta bantuan kepada Belanda 

dalam menghadapi golongan Paderi. Pada Februari 1821, kedua belah pihak 

menandatangani perjanjian. Sesuai perjanjian tersebut Belanda mulai 

mengerahkan pasukannya untuk menyerang kaum Paderi. 

 

6. Perang Diponegoro (1825 – 1830) 

Penyebab perang ini adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap 

kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di kesultanan 

Yogyakarta. Belanda seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. 

Akibatnya, di Keraton Mataram terbentuk 2 kelompok, pro dan anti Belanda. 

Pada pemerintahan Sultan HB V, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi 

anggota Dewan Perwalian. Namun dia jarang diajak bicara karena sikapnya 

yang kritis yang dianggapnya terpengaruh budaya barat dan intervensi 

Belanda. Oleh karena itu, dia pergi dari keraton dan menetap di Tegalrejo. 

Di mata Belanda, Diponegoro adalah orang yang berbahaya. Suatu ketika, 

Belanda akan membuat jalan Yogyakarta-Magelang. Jalan tersebut menembus 

makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Dia marah dan mengganti patok 

penanda jalan dengan tombak. Belanda menjawab dengan mengirim pasukan 

ke Tegalrejo pada tanggal 25 Juni 1825. Diponegoro dan pasukannya 

membangun pertahanan di Selarong. Dia mendapat berbagai dukungan dari 

daerah-daerah. Tokoh-tokoh yang bergabung antara lain: Pangeran 
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Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kyai Maja. Oleh karena itu 

Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Utara yang 

dipimpin Jendral Marcus de Kock. 

 

7. Perang Aceh 

 Aceh dihormati oleh Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 

1824, karena Terusan Suez dibuka, yang menyebabkan kedudukan Aceh 

menjadi Strategis di Selat Malaka dan menjadi incaran bangsa barat. Untuk 

mengantisipasi hal itu, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra 

pada tahun 1871. Aceh mencari bantuan ke luar negeri. Belanda yang merasa 

takut disaingi menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. 

Namun Aceh menolaknya, sehingga Belanda mengirim pasukannya ke 

Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R Kohler. Penyerangan tersebut 

gagal dan Jendral J.H.R Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh. Serangan 

ke-2 dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut Istana kerajaan 

Aceh di bawah pimpinan Letnan Jendral Van Swieten. Walaupun telah dikuasai 

secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukkan. Karena itu, 

Belanda mengirim Snouck Hurgronye untuk menyelidiki masyarakat Aceh. 

 

8. Perang Bali 

Pulau Bali dikuasai oleh kerajaan Klungkung, yang mengadakan perjanjian 

dengan Belanda pada tahun 1841. Dia menyatakan bahwa kerajaan 

Klungkung, yang berada di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera, 

adalah suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda. Pada tahun 1844, 

perahu dagang Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng, dan 

terkena hukum Tawan Karang, yang memihak penguasa kerajaan untuk 

menguasai kapal dan isinya. Pada tahun 1848, Belanda menyerang kerajaan 

Buleleng, namun gagal. 

Serangan ke-2 pada tahun 1849, di bawah pimpinan Jendral Mayor A.V 

Michies dan Van Swieeten berhasil merebut benteng kerajaan Buleleng di 

Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga. Setelah Buleleng 

ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan-kerajaan Bali 

dengan Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. 

Diantaranya Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan Puputan 

Klungkung (1908). 

 

9. Perang Banjarmasin 

Sultan Adam menyatakan secara resmi hubungan kerajaan Banjarmasin-

Belanda pada 1826 sampai beliau meninggal pada tahun 1857. Sepeninggal 

Sultan Adam, terjadi perebutan kekuasaan oleh 3 kelompok : 
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  Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam. 

 Kelompok Pangeran Anom, Putra Sultan Adam. 

 Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam. 

Di tengah kekacauan tersebut, terjadi perang Banjarmasin pada tahun 

1859 yang dipimpin Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang 

anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh 

Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap 

dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun 

tersebut, Pangeran Antasari tewas. 
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BAB 6  

LAHIRNYA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 

 

Kata “Pergerakan Nasional“ mengandung suatu pengertian yang khas 

yaitu merupakan perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke 

arah perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa 

tidak puas terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian istilah ini 

mengandung arti yang sangat luas. Gerakan yang mereka lakukan memang 

tidak hanya terbatas untuk memperbaiki derajat bangsa tetapi juga meliputi 

gerakan di berbagai bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, wanita dan 

pemuda. 

Istilah Nasional berarti bahwa pergerakan-pergerakan tersebut 

mempunyai cita-cita nasional yaitu berkeinginan mencapai kemerdekaan bagi 

bangsanya yang masih terjajah. 

 

A. Faktor-Faktor Penyebab Lahirnya Pergerakan Nasional 

Faktor yang berasal dari luar negeri, yaitu pada waktu itu Asia sedang 

menghadapi imperialisme. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme 

Asia. Selain itu kemenangan Jepang terhadap Rusia juga merupakan bukti 

bahwa bangsa timur dapat mengalahkan bangsa barat. Di samping adanya 

gerakan Turki Muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib. 

Faktor yang berasal dari dalam negeri yaitu adanya rasa tidak puas dari 

bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. 

Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui 

perlawanan bersenjata melawan Belanda yang antara lain dipimpin oleh 

Pattimura, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Diponegoro, dll. Namun perlawanan-

perlawanan itu menemui kegagalan. 

 

 

B. Organisasi-Organisasi Masa Pergerakan Nasional 

1. Budi Utomo. 

Pada tahun 1906, di Yogyakarta dr. Wahidin Sudirohusodo mempunyai 

gagasan untuk mendirikan studiefonds atau dana pelajar. Tujuannya 

adalah mengumpulkan dana untuk membiayaai pemuda-pemuda bumi 

putra yang pandai tetapi miskin agar dapat meneruskan ke sekolah yang 

lebih tinggi. Untuk mewujudkan gagasannya tersebut, beliau mengadakan 

perjalanan keliling jawa. Ketika sampai di Jakarta, dr. Wahidin Sudiro 

Husodo bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa STOVIA. STOVIA adalah 

sekolah untuk mendidik dokter-dokter pribumi. Mahasiswa-mahasiswa 
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tersebut antara lain Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Gunawan 

Mangunkusumo, Suraji, dan Gumbrek. Dr. Wahidin Sudirohusodo 

memberikan dorongan kepada mereka agar membentuk suatu organisasi. 

Dorongan tersebut mendapat sambutan baik dari para mahasiswa 

STOVIA. Pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Gedung STOVIA, para 

mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo. 

Budi Utomo artinya budi yang utama. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 

20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 

 

2. Serikat Dagang Islam. 

Revolusi Nasional Cina yang dipelopori oleh dr. Sun Yat Sen pada tanggal 

10 Oktober 1911 telah berpengaruh terhadap orang-orang Cina perantauan di 

Indonesia. Mereka segera mendirikan ikatan-ikatan yang bercorak nasionalis 

Cina. Kedudukan mereka di bidang ekonomi sangat kuat. Mereka menguasai 

penjualan bahan-bahan batik. Para pedagang batik pribumi merasa terdesak 

atau dirugikan. Untuk menghadapi para pedagang Cina itu, pada tahun 1911 

para pedagang batik Solo di bawah pimpinan H. Samanhudi mendirikan Serikat 

Dagang Islam (SDI).  

Tujuan berdirinya Sarikat Dagang Islam adalah: 

a. Memajukan perdagangan. 

b. Melawan monopoli pedagang tionghoa, dan 

c. Memajukan agama Islam. 

 

Serikat Dagang Islam mengalami perkembangan pesat karena bersifat 

nasionalis, religius, dan ekonomis. Dalam kongres Serikat Islam di Madiun 

pada tahun 1923, nama Serikat Islam diganti menjadi Partai Serikat Islam. 

Partai ini bersifat nonkooperasi yaitu tidak mau bekerja sama dengan 

pemerintah tetapi menginginkan perlu adanya wakil dalam Dewan Rakyat. 

Sementara itu orang-orang sosialis yang tergabung dalam de Indische 

Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) seperti Semaun, Darsono, dan lain-

lain, mencoba mempengaruhi SI. Sejak itu SI mulai bergeser ke sosialis. 

Melihat perkembangan SI itu, pimpinan SI yang lain kemudian menjalankan 

disiplin partai melalui kongres SI bulan Oktober tahun 1921 di Surabaya. 

Selanjutnya SI pecah menjadi SI “putih” di bawah Cokroaminoto dan SI “merah” 

di bawah Semaun dan Darsono. Dalam Perkembangan SI “merah” ini 

bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah berdiri sejak 23 

Mei 1923. 
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3. Indische Partij (IP) 

Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. 

Pendirinya adalah dr. E.F.E Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki 

Hajar Dewantara. IP bertujuan mempersatukan bangsa Indonesia untuk 

mencapai kemerdekaan. Tokoh-tokoh IP menyebarluaskan tujuannya melalui 

surat kabar. Dalam waktu singkat IP mempunyai banyak anggota. Cabang-

cabangnya tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda 

menganggap organisasi ini membahayakan kedudukannya. Pada bulan Maret 

1913, Pemerintah Hindia Belanda melarang kegiatan IP. Pada bulan Agustus 

tahun yang sama, para pemimpin IP dijatuhi hukuman pengasingan. 

Organisasi yang sejak berdirinya sudah bersikap radikal adalah Indische 

Partij. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1912 di kalangan orang-orang Indo di 

Indonesia dan dipimpin oleh E.F.E. Douwes Dekker. Cita-citanya adalah agar 

orang-orang yang menetap di Hindia Belanda (Indonesia) dapat duduk dalam 

pemerintahan. Adapun semboyannya adalah Indie Voor de Indier (Hindia bagi 

orang-orang yang berdiam di Hindia). 

Dalam menjalankan propagandanya ke Jawa Tengah, Douwes Dekker 

bertemu dengan Cipto Mangunkusumo yang telah meninggalkan Budi Utomo. 

Cipto, yang terkenal dalam Budi Utomo dengan pandangan-pandangannya 

yang radikal, segera terpikat pada ide Douwes Dekker. Suwardi Suryaningrat 

dan Abdul Muis yang berada di Bandung juga tertarik pada ide Douwes Dekker 

tersebut. Dengan dukungan tokoh-tokoh tersebut, Indische Partij berkembang 

menjadi 30 cabang dengan 7.300 orang anggota, sebagian besar terdiri atas 

orang-orang Indo-Belanda. 

Indische Partij berjasa memunculkan konsep Indie voor de Indier yang 

sesungguhnya lebih luas dari konsep “Jawa Raya” dari Budi Utomo. 

Dibandingkan dengan Budi Utomo, Indische Partij telah mencakup suku-suku 

bangsa lain di nusantara. Budi utomo dalam perkembangannya terpengaruh 

juga oleh cita-cita nasionalisme yang lebih luas. Hal ini dialami juga oleh 

organisasi-organisasi lain yang keanggotaannya terdiri atas suku-suku bangsa 

tertentu, seperti Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Kaum Betawi, Partai 

Tionghoa Indonesia, Serikat Selebes, dan Partai Arab-Indonesia. Cita-cita 

persatuan ini kemudian berkembang menjadi nasionalisme yang kokoh, Hal ini 

menjadi hal pokok. Masa akhir Indische Partij terjadi ketika Suwardi 

Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo ditangkap dan diminta untuk memilih 

daerah pembuangan. Akhirnya ke dua tokoh tersebut meminta dibuang ke 

negeri Belanda. Demikian juga Douwes Dekker dibuang ke Belanda dari tahun 

1913 sampai dengan 1918. 
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4. Partai Nasional Indonesia (PNI) 

Pada tanggal 4 Juli 1927, para pengurus Algemeene Studie Club 

(Kelompok Belajar Umum) di Bandung mendirikan perkumpulan baru 

yang dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia. Mereka adalah Ir. Soekarno, 

Mr. Sartono, dr. Samsi, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, Mr. Budiarto, Mr. Ali 

Sastroamijoyo, Mr. Sunario, dan Ir. Anwari. Perkumpulan ini kemudian berganti 

nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). 

PNI berkeyakinan bahwa untuk membangun nasionalisme ada tiga syarat 

yang harus ditanamkan kepada rakyat yaitu jiwa nasional (nationaale geest), 

tekad nasional (nationaale wil), dan tindakan nasional (nationnale daad). 

Dengan cara ini Partai Nasional Indonesia berusaha dengan kekuatan rakyat 

sendiri, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan budaya. 

Pemahaman ketiga unsur itu menjadikan masyarakat sadar akan 

kemelaratannya dalam alam penjajahan. Kepada rakyat dijelaskan bahwa 

masa lampau Indonesia adalah sangat gemilang. Manusia Indonesia menurut 

Soekarno (tokoh PNI) dimiskinkan oleh kolonial. Manusia Indonesia yang 

memiliki tanah untuk mencari nafkah, tetapi tetap miskin. Manusia Indonesia 

yang miskin itu dinamakan Soekarno marhaen. 

Semangat marhaen dan nasionalisme yang ditiupkan oleh Bung Karno 

mendapat simpati kelompok-kelompok politik. Semangat marhaen dan 

nasonalisme itulah yang membuat partai-partai politik semakin terbangun 

persatuannya. Oleh sebab itu pada akhir tahun 1927 PNI mengadakan suatu 

rapat di Bandung yang antara lain dihadiri oleh wakil-wakil dari Partai Serikat 

Islam, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Sumatranen Bond dan Kaum 

Betawi. Rapat yang dipimpin Partai Nasional itu sepakat membentuk suatu 

badan kerjasama yaitu Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan 

Indonesia (PPPKI). 

Lahirnya PPPKI mendapat respon dalam kongres PNI tahun 1928. Dalam 

kongres itu dikemukakan bahwa ada pertentangan tajam antara pejajah dan 

yang dijajah. Belanda, merupakan suatu kekuatan imperialisme yang mengeruk 

kekayaan bumi Indonesia. Itulah sebabnya tatanan-tatanan sosial, ekonomi dan 

politik Indonesia hancur lebur. Untuk mengatasi keadaan ini diperlukan 

perjuangan politik yaitu mencapai Indonesia merdeka. 

Tidak dapat disangkal bahwa ada unsur-unsur Marxisme turut 

mempengaruhi sikap pergerakan nasional. Pemikiran itu disebarkan dalam 

rapat-rapat, kursus-kursus dan sekolah-sekolah serta organisasi-organisasi 

pemuda yang didirikan oleh PNI. Pers PNI yang terdiri dari surat-surat kabar 

Banteng Priangan (Bandung) dan Persatuan Indonesia (Jakarta) juga 

membantu penyebaran pandangan ini. Kegiatan PNI ini dengan pesat menarik 

perhatian massa. Jumlah anggota PNI pada tahun 1929 diperkirakan 10.000 
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orang, yang tersebar antara lain di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang 

dan Makassar. Perkembangan PNI ini semakin mengkhawatirkan pemerintah 

Hindia Belanda. Dengan tuduhan akan melakukan pemberontakan, tokoh-tokoh 

PNI, Soekarno, dkk ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan 18 Agustus 

1930. Dalam pengadilan tersebut, Soekarno mengajukan pidato pembelaan 

“Indonesia Menggugat”. Tokoh-tokoh PNI tersebut kemudian dijatuhi hukuman 

penjara. Setelah tokoh-tokohnya dtangkap, PNI dibubarkan. Kemudian dibentuk 

PNI Merdeka (Pendidikan Nasional Indonesia) yang dipimpin Moh. Hatta dan 

Partindo (Partai Indonesia) yang dipimpin Sartono. Setelah keluar dari  penjara 

Ir. Soekarno masuk Partindo. 

 

5. Masa Radikal 

Masa radikal, diartikan sebagai suatu masa yang memunculkan 

organisasi-organisasi politik yang kemudian dinamakan “partai”. Pada 

umumnya organisasi-organisasi ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah 

Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Mereka dengan 

tegas menyebutkan tujuannya untuk mencapai Indonesia Merdeka. Organisasi-

organisasi atau partai ini sudah bergerak dalam bidang politik, khususnya 

menentang keputusan pemerintah Belanda. Masa radikal ini juga diwarnai 

pengaruh Marxisme dan komunisme. 

Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdiri sebuah organisasi yang 

bernama Indische Vereeniging. Organisasi ini didirikan oleh pelajar-pelajar dari 

Indonesia. Pada mulanya hanya bersifat sosial yaitu untuk memajukan 

kepentingan-kepentingan bersama para pelajar tersebut. Namun sejalan 

dengan berkembangnya perasaan anti kolonialisme dan imperialisme setelah 

berakhirnya Perang Dunia I, organisasi ini juga menginginkan adanya hak bagi 

bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehubungan dengan itu 

Indische Vereeniging berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging 

(Perhimpunan Indonesia) dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia. 

Di samping itu mereka mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan 

nasional di berbagai negara di dunia, antara lain dengan Liga Penentang 

Tindasan Penjajah, Internasionale Komunis dan ikut serta pada kongres-

kongres internasional yang bersifat humanistis. 

Dalam perkembangannya pada tanggal 10-15 Februari 1927 Liga 

Penentang Tindakan Penjajahan mengadakan kongres internasional pertama di 

Brussel. Tujuan kongres ini adalah menentang imperialisme di dunia dan 

tindakan penjajahan. Dalam kongres Brussel itu hadir wakil-wakil pergerakan 

kebangsaan berbagai negara terjajah di dunia termasuk Indonesia diwakili oleh 

Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Gatot Mangkupraja, Achmad Soebardjo 
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dan Semaun. 

Adapun hasil-hasil yang diputuskan dalam Kongres Brussel adalah: 

a. Memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Pergerakan 

Kemerdekaan Indonesia dan menyokong pergerakan itu terus- menerus 

dengan segala daya upaya apa pun juga; 

b. Menuntut dengan keras kepada Pemerintah Belanda agar pergerakan 

Rakyat Indonesia diberi kebebasan bergerak, menghapus keputusan-

keputusan hukuman mati dan pembuangan dan menuntut adanya 

pembebasan tahanan politik bagi kaum pergerakan. 

Tindakan Perhimpunan Indonesia (PI) itu membuat Pemerintah Kolonial 

Belanda bertindak tegas. Empat anggota pengurus Perhimpunan Indonesia 

yaitu Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Abdul Madjid, dan, Ali Sastroamidjojo 

ditangkap. Mereka dihadapkan pada sidang pengadilan Maret 1928. Dalam 

kesempatan tersebut, Mohammad Hatta mengajukan pidato pembelaan yang 

berjudul “Indonesia Vry”. Pemerintah kolonial Belanda ternyata tidak berhasil 

membuktikan kesalahannya, sehingga merekapun dibebaskan. Kejadian ini 

merupakan peristiwa yang penting bagi perjalanan Pergerakan Nasional 

Indonesia. Penentangan yang dilakukan membuat PI semakin mendapat 

simpati dari rakyat sehingga PI semakin besar. 

Semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka juga 

nampak pada Partai Nasional Indonesia. Dalam anggaran dasarnya ditegaskan 

secara jelas yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia.  

 

6. Kongres Pemuda II 

Nasionalisme juga berkembang di kalangan pemuda. Para pemuda yang 

telah mendirikan berbagai organisasi pemuda juga merasa perlu untuk 

menggalang persatuan. Semangat persatuan ini diwujudkan dalam kongres 

pemuda pertama di Jakarta pada bulan Mei 1926. Para pemuda menyadari 

bahwa nasonalisme perlu ditumbuhkan dari sifat kedaerahan yang sempit 

menuju terciptanya kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Namun kongres 

pertama ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. 

PPI mempelopori penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Dalam Kongres 

Pemuda II yang diselenggrakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928, berbagai 

organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, 

Pasundan, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi terlibat di dalamnya. Kongres 

ini berusaha mempertegas kembali makna persatuan dan berhasil mencapai 

suatu kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu: 

 

Pertama, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, 

tanah Indonesia. 
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Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa 

Indonesia. 

Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan 

bahasa Indonesia. 

 

Dalam penutupan kongres itu pula untuk pertama kali dikumandangkan 

lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih dikibarkan untuk mengiringi 

lagu tersebut. Suasana haru yang sangat mendalam memenuhi hati para 

pemuda yang hadir saat itu. Sebagai tindak lanjut Sumpah Pemuda pada 

tanggal 31 Desember 1930 di Surakarta dibentuk organisasi Indonesia Muda, 

yang merupakan penyatuan dari berbagai organisasi pemuda, yaitu Jong Java, 

Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekar Rukun, dan 

Pemuda Indonesia. 

Hal itu membuat Pemerintah Belanda semakin serius mengawasi 

pergerakan politik bangsa Indonesia. Gubernur Jenderal De Jonge melakukan 

tekanan keras terhadap organisasi pergerakan nasional. Ia mempunyai hak luar 

biasa untuk menindak setiap gerakan nasional yang dianggap mengganggu 

ketentraman dan ketertiban. Partai politik dikenakan larangan rapat.  

Surat kabar diberangus dan dibakar. Para pemimpinnya ditangkap dan 

dibuang. Tindakan pemerintah berupa penangkapan dan pembuangan para 

pemimpin politik inilah yang menyebabkan hubungan partai-partai politik 

dengan massa rakyat terputus. Pemimpin dan pengikut dipisahkan dari 

kegiatan politik. Polisi rahasia atau Politieke Inlichtingen Dienst (PID) selalu 

memata-matai setiap gerakan dan siap menindak. 

Perjuangan moderat dan parlementer ini berlangsung dari tahun 1935-

1942, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh 

Stachouwer (1936-1942). Tjarda cerdik dan tajam, dan ia tetap hanya memberi 

peluang secara parlementer serta terbatas. Hingga saat pemerintah Hindia 

Belanda gulung tikar, pemberian hak parlementer penuh kepada wakil-wakil 

rakyat Indonesia tidak pernah menjadi kenyataan. 

Di antara partai-partai politik yang melakukan taktik kooperatif dengan 

pemerintah Hindia Belanda adalah Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai 

Indonesia Raya. Kelompok Studi Indonesia di Surabaya menyarankan agar 

perbedaan antara gerakan yang berasas kooperasi dan nonkooperasi tidak 

perlu dibesar-besarkan. Yang penting tujuan organisasi sama yaitu 

memperjuangkan pembebasan rakyat dari penderitaan lewat kesejahteraan 

ekonomi, sosial budaya, dan politik. 

Untuk melaksanakan cita-cita kesejahteraan ekonomi maka Persatuan 

Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan bank, koperasi, perkumpulan tani, dan 

nelayan. Pemakarsanya adalah Dokter Sutomo, pendiri Budi Utomo. Pada 
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tahun 1932, anggota PBI yang berjumlah 2500 orang dari 30 cabang 

menyelenggarakan kongres, kongres tersebut memutuskan bahwa PBI akan 

tetap menggalakkan koperasi, serikat kerja, dan pengajaran. Untuk mencapai 

tujuan itu maka tidak ada jalan lain yang dilakukan kecuali pendidikan rakyat 

diperhatikan dengan mengadakan kegiatan kepanduan. 

Pada tahun 1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan PBI. Dalam 

sebuah partai yang disebut Partai Indonesia Raya (Parindra), Ketuanya adalah 

Dokter Sutomo. Organisasi-oraganisasi lain yang ikut bergabung dalam 

Parindra adalah: Serikat Sumatera, Serikat Celebes, Serikat Ambon, Kaum 

Betawi, dan Tirtayasa. 

Bergabungnya berbagai partai membuat Parindra semakin kuat dan 

anggotanya tersebar di mana-mana. Jumlah anggotanya meningkat pesat. 

Pada tahun 1936 jumlah anggotanya berkisar 3425 orang dari 37 cabang. Cita-

cita Parindra pun semakin tegas, yaitu mencapai Indonesia merdeka. 

Dalam kongresnya tahun 1937, Wuryaningrat terpilih sebagai ketua 

dibantu oleh Mohammad Husni Thamrin, Sukarjo Wiryapranoto, Panji Suroso, 

dan Susanto Tirtoprojo. Kerja sama antar anggota cabang-cabangnya 

menjadikan Parindra sebagai partai politik terkuat menjelang runtuhnya Hindia 

Belanda. 

Di samping Parindra, juga muncul organisasi lain seperti Partindo. Namun 

karena desakan pemerintah akhirnya partai itu bubar pada tahun 1936. Para 

pemimpinnya meneruskan perjuangan dengan mendirikan Gerakan Rakyat 

Indonesia (Gerindo) di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh yang 

duduk dalam Gerindo ialah Mr. Sartono, Mr. Mohammad Yamin, dan Mr. Amir 

Syarifuddin.  

Pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Limburg Stirum (1916-1921) 

dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat, yaitu pada tanggal 18 Mei 1918. 

Anggota dewan dipilih dan diangkat dari golongan orang Belanda, Indonesia, 

dan bangsa-bangsa lain. Orang Indonesia yang menjadi anggota mula-mula 

berjumlah 39%, kemudian bertambah dalam tahun-tahun selanjutnya. Tujuan 

pembentukan Dewan Rakyat adalah agar wakil-wakil rakyat Indonesia dapat 

berperan serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dewan ini tidak 

mencerminkan perwakilan rakyat yang sesungguhnya, karena yang berhak 

memilih anggota dewan adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintah. 

Wakil-wakil bumiputra tidak banyak mempunyai hak suara. 

Meskipun demikian, partai politik yang berazaskan kooperatif mengirimkan 

wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Rakyat. Mereka menyalurkan 

aspirasi (cita-cita, harapan, keinginan) partainya melalui dewan itu. Sedang 

golongan nonkooperatif menganggap Dewan Rakyat hanyalah sandiwara dan 

mereka tidak mau duduk dalam dewan itu. 
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Golongan kooperatif berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan 

Dewan Rakyat. Pada tahun 1930, Mohammad Husni Thamrin, anggota Dewan 

Rakyat, membentuk Fraksi Nasional guna memperkuat barisan dan persatuan 

nasional. Mereka menuntut perubahan ketatanegaraan dan penghapusan 

diskriminasi di berbagai bidang. Mereka juga menuntut penghapusan beberapa 

pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tentang 

penangkapan dan pengasingan pemimpin perjuangan Indonesia serta 

pemberangusan pers. 

Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutarjo Kartohadikusumo, anggota dewan 

rakyat, menyampaikan petisi agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri 

(otonomi) secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun. Jawaban 

terhadap petisi Sutarjo baru diberikan oleh pemerintah dua tahun kemudian. 

Dapat dipastikan bahwa tuntutan untuk otonomi ini ditolak pemerintah, sebab 

hal ini memberi peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial. 

Meskipun demikian, para nasionalis tetap gigih memperjuangkan tuntutan itu 

lewat forum parlemen semu tersebut. 

Kegagalan Petisi Sutarjo bahkan menjadi cambuk untuk meningkatkan 

perjuangan nasional. Pada bulan Mei 1939, Muh. Husni Thamrin membentuk 

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan dari Parindra, 

Gerindo, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia. Pasundan, 

Kaum Betawi, dan Persatuan Minahasa. Tujuannya ialah agar terbentuk 

kekuatan nasional tunggal dalam menghadapi pemerintah kolonial. Selain itu, 

ancaman perang makin terasa karena Jepang sudah bergerak makin jauh ke 

selatan dan mengancam Indonesia. 

GAPI mengadakan aksi dan menuntut Indonesia Berparlemen yang 

disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia, Pemerintah harus bertanggung jawab 

kepada Parlemen. Jika tuntutan itu diterima pemerintah, GAPI akan mengajak 

rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. 

Untuk mencapai cita-cita GAPI ini maka pada tanggal 24 Desember 1939 

dibentuk Kongres Rakyat Indonesia. Kegiatan ini antara lain menuntut 

pemerintah Belanda agar menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

nasional, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih 

sebagai bendera Nasional. 

Pemerintah memberikan reaksi dingin. Perubahan ketatanegaraan akan 

diberikan setelah Perang Dunia II selesai. Pada 1 September 1939 pecah 

perang di Eropa yang kemudian berkembang menjadi Perang Dunia II. 

Tuntutan GAPI dijawab Pemerintah dengan pembentukan Komisi Visman pada 

bulan Maret 1941. Komisi yang diketuai Visman ini bertugas menyelidiki 

keinginan golongan-golongan masyarakat Indonesia dan perubahan 

pemerintahan yang diinginkan. 
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Namun Komisi ini hanya menampung hasrat masayarakat Indonesia yang 

pro pemerintah dan masih menginginkan Indonesia tetapi dalam ikatan 

Kerajaan Belanda. Hasil penyelidikan komisi Visman tidak memuaskan. Komisi 

hanya sekedar memberi angin atau berbasa basi kepada kaum nasionalis 

Indonesia dan tidak sungguh-sungguh menanggapi perubahan ketatanegaraan 

Indonesia. 

Sebelum hasil Komisi Visman diwujudkan, Jepang sudah tiba di Indonesia. 

Meskipun demikian pihak Indonesia telah sempat mengusulkan 3 hal, yaitu : 

1. Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri; 

2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat; 

3. Pergantian kata Inlander (pribumi) menjadi Indonesier.12 

 

Untuk menguatkan perjuangan GAPI, KRI, diubah menjadi Majelis Rakyat 

Indonesia (MRI) dalam konferensi di Yogyakarta pada tanggal 14 September 

1941. Di dalam MRI duduk wakil-wakil dari organisasi politik, organisasi Islam, 

federasi serikat sekerja, dan pegawai negeri. Walaupun terdapat perbedaan 

pendapat antara organisasi-organisasi yang tergabung dalam MRI, namun 

persatuan dan kesatuan kaum Nasionalis terus dipupuk sampai masuknya 

Tentara Militer Jepang. 
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BAB 7 

PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA 

 

A.  Perang Dunia II di Kawasan Asia Pasifik 

Perang Pasifik, yang dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur 

Raya dan di Tiongkok sebagai Perang Perlawanan terhadap Agresi Jepang) 

(kang-Ri zhanzheng), terjadi di Samudra Pasifik, pulau-pulaunya, dan di Asia. 

Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945, namun peristiwa-peristiwa yang 

lebih penting terjadi setelah 7 Desember 1941, ketika Jepang menyerang 

Amerika Serikat dan wilayah-wilayah yang dikuasai Britania Raya serta banyak 

negara lainnya. 

Perang ini dimulai lebih awal dari Perang Dunia II, yaitu pada tanggal 8 

Juli 1937, oleh sebuah insiden yang disebut Insiden Jembatan Marco Polo. 

Peristiwa tersebut menyulut peperangan antara Tiongkok dengan Jepang. 

Konflik antara Jepang dan Tiongkok dan beberapa dari peristiwa dan 

serangannya yang penting juga merupakan bagian dari perang tersebut. 

Perang ini terjadi antara Jepang dan pihak Sekutu (yang termasuk Tiongkok, 

Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda dan Selandia Baru). 

Uni Soviet berhasil memukul mundur Jepang pada 1939, dan tetap netral 

hingga 1945, saat ia memainkan peranan penting di pihak Sekutu pada masa-

masa akhir perang. 

Untuk mempelajari pelajaran-pelajaran selanjutnya, peserta sebaiknya 

memahami dan mempelajari masa Pendudukan Jepang terlebih dahulu. 

Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang, yang menjadi sekutu Jerman, 

menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour (Pasifik). 

Sejak itu, Perang Pasifik, yaitu bagian Perang Dunia II di wilayah Pasifik, 

dimulai. Sebulan sesudah itu, Jepang masuk dan menyerang Indonesia, mulai 

dari Tarakan (Kalimantan Timur), kemudian Sumatera dan dilanjutkan Pulau 

Jawa pada dua minggu kemudian. 

Pemerintah Hindia Belanda memaklumkan perang pada Jepang lima jam 

setelah penyerbuan Pearl Harbour, tetapi pasukannya tidak sebanding dengan 

pasukan Jepang yang menyerbu Indonesia. Belanda hanya memiliki 4 divisi 

sedangkan Jepang menyerang dengan 6 sampai 8 divisi, sehingga tidak 

mengherankan bila Gubernur Jenderal Tjarda menyerah tanpa syarat pada 

Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. 

Kekalahan itu ditandatangani oleh Panglima tentara Hindia Belanda 

Letnan Jenderal Ter Poorten, sedang pihak Jepang diwakili oleh Jenderal 

Hitosyi Imamura. Dengan masuknya Jepang tidak berarti Pergerakan Nasional 

Indonesia akan berhenti. Gerakan Petisi seperti Wibowo dan Soetarjo yang 
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muncul pada tahun 1936-an tetap menjadi landasan perjuangan kaum 

pergerakan di masa Jepang. Tujuan pergerakan ini adalah memberikan 

pemahaman agar pemerintah militer Jepang dapat lebih memahami rakyat 

Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. 

 

B. Pergerakan Nasional pada Masa Pendudukan Jepang 

Perlawanan secara Legal  

1. Gerakan Tiga A  

Gerakan ini disebut Tiga A karena semboyannya yang terdiri atas tiga 

macam:  

• Nippon pelindung Asia  

• Nippon cahaya Asia  

• Nipppon pemimpin Asia  

Gerakan ini diketuai Oleh Mr. Syamsuddin, tokoh Parindra Jawa Barat. 

Gerakan ini tidak banyak menarik rakyat. Oleh karena itu pemerintah Jepang 

membubarkan gerakan ini pada tahun 1943 sebagai gantinya dibentuk Putera. 

 

2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera) 

Organisasi ini dibentuk pada 1 Maret 1943 di bawah pimpinan empat 

serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan 

KH. Mas Mansyur. Mereka dianggap mewakili aliran-aliran yang terdapat dalam 

masyarakat Indonesia. Karena organisasi ini terlalu bersifat nasional, maka 

pada tahun 1944 dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan kemudian 

membentuk Jawa Hokokai.  

 

3. Perhimpunan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai)  

Pimpinan dari organisasi ini di bawah komando militer Jepang. Organisasi 

ini tersusun dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jawa Hokokai dibentuk 

karena perang sudah semakin meningkat. Rakyat dituntut agar memberikan 

pengabdian yang maksimal dan bersedia mengorbankan diri serta 

mempertebal rasa persaudaraan. 

 

4. Pembela Tanah Air (Peta) 

Pembela Tanah Air (Peta) dibentuk pada tahun 1943, yang merupakan 

kesatuan militer bersenjata yang dibentuk atas inisatif Gatot Mangkupraja. Di 

sini pemuda-pemuda Indonesia dilatih kemiliteran Jepang untuk keperluannya. 

Ternyata Peta inilah nantinya merupakan tenaga inti untuk membela Republik 

Indonesia. Jepang memanfaatkan pendirian PETA untuk mengerahkan tenaga 

dalam rangka menghancurkan Sekutu, yang dianggap merupakan kemenangan 

terakhir.  
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5. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin) 

Meskipun Jepang mengekang aktivitas semua kaum nasionalis, namun 

golongan nasionalis Islam mendapat perlakuan lain. Golongan ini memperoleh 

kelonggaran, karena dinilai paling anti Barat. Jepang menduga bahwa golongan 

ini akan mudah dirangkul. Sampai bulan November 1943, Jepang masih 

memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibentuk 

pada zaman Hindia Belanda. Para pemuka agama diundang ke Jakarta oleh 

Gunseikan Mayor Jendela Okazaki, untuk mengadakan penukaran pikiran. 

Hasilnya adalah MIAI diakui sebagai organisasi resmi Umat Islam, dengan 

syarat harus mengubah asas dan tujuannya. 

 

6. Chou Singi-In 

Memasuki awal tahun 1943 Jepang mulai melemah. Mereka mengalami 

kekalahan beruntun di berbagi front pertempuran. Pada tanggal 8 Januari 1943, 

Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Birma 

akan memperoleh kemerdekaannya pada tahun itu juga, sedangkan mengenai 

Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pernyataan itu dapat menyinggung 

perasaan kaum nasionalis dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena itu, 

Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur 

Raya, Aoki, ke Jakarta awal bulan Mei 1943. Aoki adalah Menteri Jepang 

pertama kali yang ada di Indonesia. 

Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan 

Menteri Aoki itulah, maka pada tanggal 7 Juli 1943, Tojo datang ke Jakarta. 

 

C. Dampak Pendudukan Jepang dalam Berbagai Aspek 

Kehidupan 

1. Bidang Politik 

Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi yang berkembang pada 

saat itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan Jepang. Tetapi 

pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan pada golongan nasionalis 

Islam karena dinilainya sangat anti-barat, sehingga organisasi MIAI masih 

diperbolehkan tetap berdiri, tetapi karena perkembangannya dianggap 

membahayakan Jepang, akhirnya MIAI dibubarkan dan diganti dengan 

Masyumi. 

 

2. Bidang Pendidikan 

Pendidikan zaman Jepang mengalami perubahan secara drastis. Dimana 

sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan kepentingan perang. 

Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang juga menanamkan 
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semangat Jepang dan siswa wajib menghapal lagu kebangsaan Jepang. Para 

guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkannya 

menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar di  

sekolah untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang 

bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan 

konsepsi ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. 

 

3. Bidang Ekonomi 

Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk 

kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber bahan 

mentah untuk industri Jepang. Sebagian hasil panen harus diserahkan kepada 

pemerintah. Rakyat diperbolehkan memiliki 40% hasil panen mereka, 30% 

disetor ke koperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa 30% 

disediakan untuk bibit dan harus disimpan di lumbung desa. Kadang-kadang 

semua itu dirampas oleh Jepang sehingga rakyat hanya makan keladi yang 

gatal, ubi jalar atau bekicot serta makanan lain yang tidak layak. Selain itu, 

Jepang juga mengharuskan kaum pria yang muda dan sehat serta produktif 

untuk menjadi serdadu pekerja (Romusha). Akibatnya tidak sedikit nyawa yang 

terenggut saat itu. 

 

4. Bidang Budaya 

Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk dapat menanamkan 

kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke 

arah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat tersebut 

merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang 

dianggap keturunan Dewa Matahari. 

 

 

5. Militer 

Untuk memenuhi kepentingan perang Asia Timur Raya yang memerlukan 

banyak tentara, pemerintah Jepang berusaha mengerahkan potensi rakyat 

Indonesia dengan membentuk pendidikan semi-militer dan militer, seperti: 

Seinendan, Keobodan, Heiho, dan PETA. Meskipun pengerahan tersebut 

dilaksanakan untuk kepentingan Jepang, namun bangsa Indonesia mendapat 

keuntungan besar dari proses pendidikan militer ini. Hal ini terasa gunanya 

pada saat bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan Belanda yang menjajah 

kembali Indonesia tahun 1945 – 1949. 
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6. Bahasa Indonesia 

Jepang berusaha menghapus pengaruh barat di Indonesia. Antara lain 

dengan pelarangan penggunaan Bahasa Belanda di sekolah-sekolah dan 

pertemuan resmi. Bahasa yang boleh digunakan adalah bahasa Indonesia 

disamping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran maupun yang 

berbentuk sastra, menggunakan bahasa Indonesia. 

 

D. Aktivitas Perjuangan dalam Mempersiapkan Kemerdekaan 

1. Sidang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945) 

Dalam sidang pertama ini, pembicaraan dipusatkan pada usaha 

merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka dengan membahas 

berbagai usul dari peserta sidang. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno 

menyampaikan buah pikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka : 

a) Kebangsaan Indonesia 

b) Internasionalisme 

c) Mufakat atau Demokrasi 

d) Kesejahteraan Sosial 

e) Ketuhanan Yang Maha Esa 

Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno sesuai dengan petunjuk seorang 

ahli bahasa diberi nama Pancasila. Oleh karena itu setiap tanggal 1 

Juni dikenal sebagi hari lahirnya Pancasila. 

Kemudian tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang 

tugasnya untuk membahas dan merumuskan hasil sidang pertama. Panitia 

perumus tersebut dikenal dengan nama panitia kecil atau panitia 9, karena 

beranggotakan 9 orang: 

1.      Ir. Soekarno (Ketua) 

2.      Drs. M. Hatta (Wakil) 

3.      K.H. Wachid Hasyim (Anggota) 

4.      Kahar Muzakir (Anggota) 

5.      Mr. A.A. Maramis (Anggota) 

6.      Abikusno Tjokrosurojo (Anggota) 

7.      H. Agus Salim (Anggota) 

8.      Mr. Achmad Subarjo (Anggota) 

9.      Mr. Moh. Yamin (Anggota). 

 

Sebagai tindak lanjut dari sidang pertama maka 

direkomendasikan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 

1945 yang berisi rumusan dasar negara dan rancangan Pembukaan UUD. 

Adapun rumusan dasar negara berdasarkan piagam Jakarta adalah: 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi 
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pemeluk-pemeluknya 

2. Kemanusian yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

2. Sidang Kedua (10 Juli – 16 Juli 1945) 

Pada sidang yang kedua BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia: 

a) Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno 

b) Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abi Kusno 

c) Panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai Moh. Hatta 

 

Panitia perancang dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945 menerima 

konsep naskah pembukaan UUD yang diambil dari piagam Jakarta. Panitia 

perancang kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang 

Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Ia bertugas menyempurnakan dan menyusun 

kembali rancangan UUD yang telah disepakati. 

Tanggal 13 Juli 1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai Ir. 

Soekarno mengadakan sidang untuk membahas laporan hasil kerja Panitia 

Kecil Perancang UUD yang diketuai Mr. Supomo. Dalam rapat Pleno tanggal 

14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang 

dibacakan Ir. Soekarno : 

1. Pernyataan Indonesia merdeka 

2. Pembukaan UUD 

3. Batang Tubuh UUD 

 

Setelah melalui sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang UUD 

akhirnya diterima BPUPKI. Hal itu merupakan momentum penting dalam 

menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rumusan yang telah 

disempurnakan dan diterima secara bulat oleh sidang tersebut kemudian 

dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
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BAB 8 

TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN INDONESIA 

 

A. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

1. 6 Agustus 1945 

Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang, oleh 

Amerika Serikat. 

 

2. 7 Agustus 1945 

BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia). 

 

3. 9 Agustus 1945 

Bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki dan akhirnya menyebabkan 

Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun 

dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 

Mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut 

Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa 

pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan 

kemerdekaan kepada Indonesia. 

 

4. 10 Agustus 1945 

Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat 

radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah 

tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk 

kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu 

penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan bahwa 

Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah. Syahrir 

mengetahui hal itu melalui siaran radio luar negeri, yang ketika itu terlarang. 

Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda terutama para 

pendukung Syahrir. 

 

5. 12 Agustus 1945 

Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada 

Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera 

memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan 

dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI.[1] 

Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 24 Agustus. 
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6. 14 Agustus 1945 

Saat Soekarno, Hatta, dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, 

Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan 

karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, 

karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi 

menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro 

Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. 

Sementara itu Syahrir menyiapkan pengikutnya yang bakal 

berdemonstrasi dan bahkan mungkin harus siap menghadapi bala tentara 

Jepang dalam hal mereka akan menggunakan kekerasan. Syahrir telah 

menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak 

dan dibagi-bagikan. 

Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan 

proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah 

yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum 

siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak 

memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI 

adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya 

merupakan 'hadiah' dari Jepang. 

7. 15 Agustus 1945 

Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang 

masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan 

kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Sutan Sjahrir, salah satu tokoh 

pemuda mendengar kabar ini melalui radio BBC. 

 Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan 

muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak 

menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi 

pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat 

itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka 

menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian 

Jepang. 

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk 

memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi 

kantor tersebut kosong. 

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, 

Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan 

mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. 
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8. 16 Agustus 1945 

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan 

teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00-04.00 dini 

hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. 

Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. 

Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi 

ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, 

Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks 

proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa 

Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya 

tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, 

telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani , dan 

Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh 

Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah 

Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan 

sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, 

pimpinan Barisan Pelopor. 

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia 

menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh 

seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang 

prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi 

muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang 

Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. 

Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai 

saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen 

Nasional. 

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota 

Barisan Pelopor, yang dipimpin S. Brata, datang terburu-buru karena mereka 

tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. 

Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. 

Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan 

Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang 

selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah 

Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) 

dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. 

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Otto 
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Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden 

Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu 

oleh sebuah Komite Nasional. Isi teks proklamasi  kemerdekaan yang singkat 

ini adalah: 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. 

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan 

dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. 

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 

Atas nama bangsa Indonesia. 

 

Soekarno/Hatta 

 

Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu 

adalah tahun 2605. 

 

Teks di atas merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti 

Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan 

proklamasi. 

Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muh. Hatta, A. Soebardjo, 

dan dibantu oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat. Adapun bunyi teks naskah 

otentik itu sebagai berikut: 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan 

dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45 

 

Wakil2 bangsa Indonesi 

 

B. Perbedaan Pandangan Antar Kelompok di Sekitar 

Proklamasi 

Berita tentang kekalahan Jepang, diketahui oleh sebagian golongan muda 

melalui radio siaran luar negeri. Pada malam harinya, Sutan syahrir 

menyampaikan berita itu kepada Moh. Hatta. Syahrir juga menanyakan 

mengenai kemerdekaan Indonesia sehubungan dengan peristiwa tersebut. 

Moh. Hatta berjanji akan menanyakan hal itu kepada Gunseikanbu. Setelah 

yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, Moh. Hatta mengambil 

keputusan untuk segera mengundang anggota PPKI. 

Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan 

Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat dilaksanakan 

pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30 waktu Jawa. Rapat yang dipimpin 
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oleh Chairul Saleh itu menghasilkan keputusan “kemerdekaan Indonesia 

adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada 

orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan 

dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakan 

perundingan dengan golongan muda agar mereka diikutsertakan dalam 

pernyataan proklamasi.” 

Keputusan rapat itu disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 

22.30 waktu Jawa kepada Ir. Sukarno di rumahnya, Jl. Pegangsaan Timur 56, 

Jakarta.  Kedua utusan tersebut segera menyampaikan keputusan golongan 

muda agar Ir. Sukarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

tanpa menunggu hadiah dari Jepang. Tuntutan Wikana yang disertai ancaman 

bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika Ir. Sukarno tidak menyatakan 

proklamasi keesokan harinya telah menimbulkan ketegangan. Ir. Sukarno 

marah dan berkata “Ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu dan sudahilah 

nyawa saya malam ini juga, jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa 

melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI.  Karena itu saya 

tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok”.  Ketegangan itu juga disaksikan oleh 

golongan tua lainnya seperti: Drs. Moh. Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. 

Ahmad Subardjo, dan Iwa Kusumasumantri. 

 

C. Penyebarluasan Berita Proklamasi dan Sambutan Rakyat 

Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan 

Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Republik 

Indonesia, pemimpin Domei Indonesia, Adam Malik, dari tempat 

persembunyiannya di Bungur Besar menelepon Asa Bafagih dan mendiktekan 

bunyi teks proklamasi. 

Adam Malik minta agar berita tersebut diteruskan kepada Pangulu Lubis 

untuk segera disiarkan tanpa izin Hodohan (sensor Jepang) sebagaimana 

biasanya. Perintah Adam Malik itu dilaksanakan Pangulu Lubis dengan 

menyelipkan berita proklamasi di antara berita-berita yang telah disetujui 

Hodohan yang kemudian disiarkan melalui kawat (morce cast) oleh teknisi 

Indonesia, Markonis Wua, dengan diawasi Markonis Soegiarin. 

Berita tersebut segera menyebar, dapat ditangkap di San Fransisco (AS) 

maupun di Australia. Pemerintah pendudukan Jepang gempar setelah 

mengetahui tersiarnya berita kemerdekaan RI. Semua pagawai Jepang di 

Domei dimintai pertanggungjawaban. Domei segera membuat berita bantahan 

proklamasi dengan menyebutnya "salah". Mereka yang ditugaskan membuat 

bantahan adalah Sjamsuddin Sutan Makmur dan Rinto Alwi dibantu seorang 

Jepang bernama Tanabe. Dua orang Indonesia itu karena ditentang teman-

temannya tidak bersedia membuat berita bantahan sehingga hanya Tanabe 
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sendiri yang membuatnya dan Markonis Wau menyiarkan melalui kawat. 

Berita proklamasi kemerdekaan itu kemudian diteruskan ke Radio 

Republik Indonesia (RRI) yang ketika itu juga dikuasai Jepang dengan nama 

Hoso Kyoku. Jumat petang 17 Agustus 1945 seorang dari Domei masuk ke RRI 

dengan cara meloncat dari tembok belakang - karena di depan dijaga ketat oleh 

serdadu Jepang Kempetai. Ia memberikan secarik kertas dari Adam Malik 

kepada penyiar Jusuf Ronodipuro. 

Jusuf Ronodipuro menyiarkan teks proklamasi itu pada pukul 19:00 WIB 

dari studio siaran luar negeri yang tidak dijaga Kempetai. Sama seperti di 

Antara, berita tersebut diselundupkan tanpa sepengetahuan Jepang disiarkan 

sehingga berita kemerdekaan tersebut semakin meluas jangkauannya, terbukti 

kemudian berita itu menjadi bahan percakapan dari mulut ke mulut. 

Kantor Domei Cabang Surabaya merupakan kantor cabang pertama 

yang melepaskan diri dari ikatan Domei Pusat Jakarta. Di Semarang, berita 

proklamasi dari Domei Jakarta diteruskan kepada penguasa tertinggi Indonesia 

di sana, Mr. Wongsonegoro, yang saat itu menjabat Fuku Shuchookan (Wakil 

Residen Semarang). Berita itu dibacakan Wongsonegoro dalam sidang pleno 

dan mendapat tanggapan meriah lalu disebarluaskan kepada masyarakat 

sampai ada berita bantahan dari Domei. 

Menyerahnya Jepang kepada Sekutu membuat orang-orang Jepang di 

Domei Semarang kehilangan gairah kerja. Sebaliknya orang-orang Indonesia 

sangat bergairah bahkan mengambil alih dan menguasai kantor berita Domei. 

Jepang melarang penyebarannya karena berita tersebut dikirim dari 

Jakarta tanpa melalui izin Sendenbucho atau Kepala Barisan Propaganda 

Jepang. Meski Jepang lebih ketat melakukan pengawasan terhadap 

penyebaran berita tersebut, berita proklamasi tetap dapat sampai ke meja 

redaksi surat kabar dan radio Jepang Bandung Hoso Kyoku atau Radio Nirom 

pada zaman Belanda, Harian Tjahaja dan Soeara Merdeka. Kejadian serupa 

juga terjadi di Yogyakarta maupun di daerah-daerah lainnya. Semua 

merupakan perjuangan Antara dalam menyiarkan teks proklamasi. 

 

 

D. Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik 

Indonesia 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang untuk pertama kali yang dipimpin 

oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang PPKI itu dibahas berbagai persoalan untuk 

melengkapi keberadaan negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. 

Bahkan materi yang dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan kelanjutan dari 

sidang BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil 



61 

 

suatu keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang baru berdiri. Keputusan yang berhasil dicapai dalam sidang 

PPKI adalah sebagai berikut. 

a. Mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara yang dibahas 

dalam sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan 

istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 

b. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana 

pemerintahan yang sah dari Negara Republik Indonesia yang baru berdiri. 

Selanjutnya PPKI memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden 

serta Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. 

c. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu 

Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum (pemilu). 

 

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan dengan lancar dan 

berhasil membentuk serta mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat 

Presiden dan Wakil Presiden serta membentuk Komite Nasional Indonesia 

(KNI). Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah 

Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia telah memiliki sistem 

pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. 
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BAB 9 

PERJUANGAN UNTUK MEMPERTAHANKAN 

KEMERDEKAAN 

 

Masa Kemerdekaan dan Perjuangan untuk mempertahankan 

kemerdekaan dimulai dari tahun 1945-1949, diwarnai dengan pengisian 

perlengkapan sebagai negara merdeka dan perjuangan bersenjata serta 

berbagai diplomasi antara bangsa Indonesia dengan pihak Belanda. Diplomasi 

itu direalisasikan dalam perjanjian-perjanjian. Intinya Belanda sebenarnya tidak 

rela bila Indonesia merdeka. Sehingga dengan berbagai cara Belanda ingin 

memecah belah republik Indonesia yang baru lahir. 

Untuk mempelajari pelajaran-pelajaran selanjutnya, peserta sebaiknya 

memahami dam mempelajari masa kemerdekaan dan perjuangan untuk 

mempertahankan kemerdekaan terlebih dahulu. 

 

A. Masa Indonesia Merdeka 

Memasuki bulan Agustus 1945 kedudukan Jepang semakin kritis. Pada 6 

Agustus 1945 Kota Hiroshima dibom oleh Sekutu dan disusul Kota Nagasaki 

pada 8 Agustus 1945. Akibatnya Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu tanggal 

14 Agustus 1945. Dengan penyerahan Jepang itu terjadi kevakuman 

kekuasaan di Indonesia. Bangsa Indonesia kemudian mempergunakan 

kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 

1945. 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang didirikan 7 

Agustus 1945 dijadikan badan nasional dengan menambah enam orang 

anggota sehingga badan tersebut beranggotakan 27 orang. Melihat susunan 

anggotanya yang mewakili seluruh tanah air, maka pada waktu itu PPKI 

dianggap sebagai “Badan Perwakilan” seluruh rakyat Indonesia. Sehari setelah 

proklamasi, 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang pertama.  

Sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD serta menunjuk Ir. 

Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta sebagai 

Wakil Presiden. Dalam sidang berikutnya berhasil dibentuk berbagai 

kementrian dan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan (8) provinsi. 

Selanjutnya berhasil pula dibentuk Komite Nasional, Partai Nasional dan Badan 

Keamanan Rakyat. Sedikit demi sedikit aparat pemerintahan semakin lengkap. 

Sehingga roda pemerintahan pun mulai berjalan. 

Untuk menegakkan kedaulatan, negara yang baru lahir ini dihadapkan 

dengan berbagai tantangan. Bentrokan dengan Jepang terjadi di berbagai 

daerah. Demikian juga dengan Sekutu yang ternyata diboncengi oleh NICA. 



63 

 

Perang Kemerdekaan pun terjadi di mana-mana bahkan hampir di seluruh 

wilayah Indonesia.  

 

B. Usaha-usaha Belanda untuk Menghancurkan RI 

Pada pertengahan September 1945 rombongan pertama pasukan Sekutu 

mulai mendarat. Mereka merupakan bagian dari South East Asia Command 

(SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Mountbatten. Untuk Indonesia SEAC 

membentuk Allieu Force Netherlands East Indies (AFNEI) yang terdiri atas 

pasukan Inggris yang mendarat di Jawa dan Sumatera serta pasukan Australia 

yang mendarat di luar Jawa dan Sumatra. Pasukan ini bertugas melucuti dan 

memulangkan tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang. 

Pemerintah RI menerima kedatangan pasukan tersebut dengan tujuan 

untuk mendapatkan pengakuan pihak Sekutu terhadap RI. Pada tanggal 1 

Oktober 1945, Letnan Jenderal Christison menyatakan bahwa pihaknya 

mengakui (de fakto) pemerintahan Republik Indonesia. Semenjak itu pasukan-

pasukan Inggris mulai memasuki kota-kota penting di Jawa dan Sumatera. 

Namun kemudian timbul ketegangan-ketegangan baru antara pasukan Inggris 

dan pasukan RI yang kemudian berkembang menjadi pertempuran-

pertempuran. Apalagi setelah diketahui bahwa kedatangan tentara Inggris itu 

diboncengi oleh NICA. Sehingga pasukan-pasukan RI tidak hanya menghadapi 

Jepang tetapi juga Inggris dan NICA (Belanda). 

Keadaan ini sudah diduga oleh para pemimpin Indonesia. Itulah sebabnya 

pemerintah RI pada tanggal 5 Oktober memutuskan untuk membentuk suatu 

tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selain itu pemerintah 

mengeluarkan maklumat bahwa RI akan menanggung semua hutang-hutang 

Nederland Indies. Dengan maklumat ini pemerintah ingin menunjukkan pada 

dunia luar bahwa RI bukanlah negara yang masih tunduk pada Jepang, tetapi 

RI mengakui tata cara negara-negara demokrasi barat. Sebagai realisasi dari 

maklumat ini maka didirikan sejumlah partai dan dibentuk satu kabinet yang 

dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Tugas kabinet ini adalah menjalankan 

perundingan-perundingan dengan pihak Belanda, yang melahirkan 

perundingan di Linggarjati pada tahun 1946. 

Sebelum perundingan disepakati, Kabinet Syahrir dibubarkan karena 

mendapat kritikan dari kelompok oposisi yaitu Tan Malaka. Namun Presiden 

menunjuk Syahrir untuk kembali memimpin kabinet. Dalam perundingan 

Kabinet Syahrir II mengusulkan bahwa pada dasarnya RI adalah negara yang 

berdaulat penuh atas bekas wilayah Nederland Indie. Karena itu Belanda harus 

menarik mundur tentaranya dari Indonesia. Mengenai modal asing pemerintah 

Republik Indonesia tetap akan menjamin. Selanjutnya Luitnan Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda Van Mook mengajukan usul suatu pengakuan atas 
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Republik Indonesia (Jawa) dan pembentukan negara Serikat. Atas anjuran 

Duta Istimewa Inggris Clark Kern, Syahrir memberi konsensus pada bulan 

Maret itu juga, yaitu agar Belanda mengakui RI di Jawa dan Sumatera saja dan 

agar bersama-sama Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat.  21 

Keinginan Belanda lewat tentara Sekutu dinyatakan oleh Van Mook pada 

tanggal 19 Januari 1946. Kehadirannya adalah bermaksud menciptakan negara 

persemakmuran (commenwealth). Anggotanya adalah kerajaan Belanda, 

Suriname, Curocao dan Indonesia. Urusan ke luar commenwealth itu dipegang 

oleh kerajaan Belanda sedangkan urusan ke dalam dipegang oleh masing-

masing negara. 

Pada perundingan bulan Mei 1946, Van Mook mengusulkan agar Republik 

Indonesia bersedia membentuk Commentwealth dan pengakuan Belanda atas 

kekuasaan RI di Jawa dan Madura dikurangi kota-kota yang telah diduduki 

Sekutu. Usul ini tentu saja ditolak oleh pihak RI. Pemerintah tetap menolak ide 

Commentwealth dan tetap menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa, 

Madura, dan Sumatera. 

Kesulitan-kesulitan dihadapi di meja perundingan antara Indonesia dan 

Belanda mengenai pengakuan kedaulatan RI dan intimidasi Belanda di luar 

Jawa dan Sumatera. Di samping itu munculah oposisi Tan Malaka dengan 

Persatuan perjuangannya yang dengan gencar menyerang pemerintah. Sikap 

ini memuncak dengan meletusnya pergolakan di daerah-daerah Solo untuk 

menghapuskan daerah istimewa Surakarta. Keadaan sedemikian kritisnya, 

sehingga Presiden merasa perlu mengumumkan keadaan bahaya.  

Status keadaan bahaya diperlakukan untuk seluruh Indonesia karena 

pihak Tan Malaka berhasil menculik Sutan Syahrir bersama Mayor Jenderal 

Sudibyo, Dr. Darmasetiawan, dan Dr Sumitri. Atas seruan Presiden, para 

penculik kemudian membebaskan Syahrir dan kawan-kawan. Kemudian pihak 

PP mencoba memaksa Presiden untuk menyusun pemerintah baru yang 

dipimpin oleh kawan-kawan Tan Malaka pada tanggal 3 Juli 1947, tetapi 

Presiden tetap menunjuk Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kabinet 

Syahrir III terbentuk Oktober 1946. 

Dari pihak Belanda intimidasi dimulai dengan diselenggarakannya 

Konferensi Malino bulan Juli 1946 untuk membentuk “negara-negara“ di 

wilayah-wilayah yang akan ditinggalkan tentara Sekutu. Hal ini jelas 

bertentangan dengan kehendak RI yaitu agar negara-negara bagian dalam 

Republik Indonesia dibentuk bersama-sama RI dan Belanda. 

Sementara itu pihak Inggris ikut berbicara dengan maksud agar penarikan 

tentara Sekutu (Inggris) berjalan secepat mungkin, agar utusan Inggris di 

bawah pimpinan Lord Killearn tiba pada bulan Agustus dan mengusulkan 

antara lain syarat-syarat gencatan senjata antara RI dengan Belanda. 



65 

 

Pemerintah Indonesia menyetujui usul ini dan mengirim perwira-perwira tentara 

Republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah tehnis gencatan senjata. 

Sementara itu perundingan dengan pihak Belanda dilanjutkan setelah 

Kabinet Syahrir III disyahkan pada bulan Oktober 1946. Delegasi Indonesia, 

yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, mengajukan usul agar Indonesia diakui 

kedaulatannya. Pihak Belanda mengajukan usul Commenwealth lagi. Tetapi 

akhirnya tercapai juga suatu konsensus. Perundingan yang dilakukan di 

Linggarjati dikeluarkan hasilnya pada tanggal 15 November 1946. Belanda dan 

Republik Indonesia Serikat berada dalam suatu Uni Indonesia-Belanda. Jadi 

ide Commenwealth gugur, dan kekuasaan RI meliputi Jawa, Sumatera. Namun 

hasil persetujuan Linggarjati ini ternyata tidak bisa diterima oleh PNI, Pertindo, 

Partai Katolik, Masyumi, dan laskar-laskar (Partai sosialis dan Kabinet Syahrir 

dengan sendirinya mendukung). Dengan perantaraan wakil Presiden Moh. 

Hatta, akhirnya persetujuan itu bisa disyahkan oleh KNIP. KNIP, pada waktu 

itu, berfungsi sebagai parlemen dalam sidangnya di Malang tanggal 25 Maret 

1947. Seminggu sebelumnya, 12 Februari persetujuan gencatan senjata juga 

ditandatangani oleh pihak militer. 

Pelaksanaan dari kedua persetujuan itu ternyata tidak mudah. Masing-

masing pihak membuat interpretasinya sendiri. Selain itu, kabinet Syahrir 

mendapat tantangan hebat dari partai-partai. Sebab itu, akhirnya Sutan Syahrir 

meletakkan jabatan. Sebagai penggantinya Presiden mengangkat Amir 

Syarifuddin sebagai perdana menteri. 

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda tiba-tiba melancarkan Agresi Militer I 

dan berhasil menerobos pertahanan RI. Tentara Republik Indonesia bertahan 

dengan melancarkan perang gerilya. Pada akhir Juli 1947, India dan Australia 

mengajukan tuntutan mengenai Agresi Militer Belanda itu pada Dewan 

Keamanan PBB dan DK-PBB memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 4 

Agustus 1947. Selain itu, suatu komisi konsuler, yang terdiri atas konsul-konsul 

Amerika Serikat, Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan Australia di Jakarta, 

ditugaskan PBB untuk menyelidiki masalah-masalah itu dan melaporkan pada 

Dewan Keamanan. Amerika Serikat kemudian mengusulkan pada Dewan 

Keamanan untuk membentuk suatu komisi yang mengawasi pelaksanaan 

gencatan senjata. Komisi, yang terdiri atas Dr. Frank Graham (AS), Richard 

Kirby (Australia), dan Paul Vanzeelant (Belgia), di Indonesia dikenal dengan 

nama Komisi Tiga Negara (KTN) atau komisi jasa baik. Komisi ini hanya 

mempunyai wewenang dalam bidang militer, sedangkan dalam bidang politik 

komisi hanya mempunyai hak mengusulkan. 

Komisi yang mulai bekerja pada bulan Oktober 1947 itu membuka kembali 

perundingan-perundingan politik antara Indonesia dan Belanda. Pihak 

Indonesia dalam perundingan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Ia ternyata 
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adalah seorang komunis. Perundingan itu dilakukan di atas kapal USS Renville 

pada tanggal 8 Desember 1947. Selain itu ada suatu komisi teknis yang 

dipimpin oleh dr. J. Leimana dibentuk untuk menyelesaikan masalah gencatan 

senjata. Pihak Belanda menginginkan agar masalah gencatan senjata itu 

diselesaikan dulu sebelum masalah politik dirundingkan. Namun utusan 

Indonesia beranggapan masalah politiklah yang paling penting. Dengan 

demikian perundingan Renville dihentikan untuk sementara. 

Tidak lama kemudian utusan RI menyetujui Belanda agar masing-masing 

pihak mendekati Komisi Tiga Negara (KTN) untuk merundingkan sikap 

politiknya. Hasil perundingan ini KTN berpendapat bahwa perjanjian Linggarjati 

harus dijadikan landasan perundingan politik. Pihak Belanda menanggapi usul 

KTN dengan usul 12 prinsip politik yang pada dasarnya tidak menginginkan 

adanya Republik Indonesia. Pihak RI bahkan hanya berhasil mengatasi 

keadaan dengan mengajukan 6 prinsip politik tambahan. Utusan RI menerima 

usul ini, karena ketentuannya adalah diadakan plebisit di Indonesia untuk 

menentukan apakah daerah-daerah bersedia atau tidak bergabung dengan RI. 

Pihak Belanda pun menerima. Sementara itu muncul masalah-masalah di 

dalam negeri, khususnya intimidasi dari Belanda, yaitu pembentukan negara-

negara boneka. Untuk menghadapi Belanda, Amir Syarifuddin mengganti 

anggota-anggota kabinet agar menjadi lebih kuat, namun setelah Renville 

ditandatangani Masyumi dan PNI menarik anggota-anggotanya dari kabinet. 

Akibatnya Kabinet Amir Syarifuddin yang hanya didukung oleh sayap kiri 

(partai-partai yang beraliran Marxisme). Kabinet Amir pun jatuh. 

Presiden kemudian menunjuk Drs. M. Hatta sebagai formatur. Kabinet 

Hatta terbentuk tanpa sayap kiri tetapi dengan dukungan Masyumi, PNI, 

Parkindo, dan Partai Katolik. Program kabinet Hatta adalah pelaksanaan 

persetujuan Renville, pembentukan RIS, rasionalisasi tentara dan 

pembangunan. 

Untuk pembentukan RIS dan plebisit, Perdana Menteri Hatta menunjuk 

Mr. Moh. Roem dan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. 

Perundingan dilaksanakan di Kaliurang tetapi gagal. Hal ini disebabkan adanya 

desas-desus yang sengaja disebarluaskan oleh pihak komunis, bahwa RI 

mengadakan hubungan politik dengan Uni Soviet. Reaksi Belanda atas desas-

desus ini adalah meminta kepada RI, pertama, agar dalam masa peralihan 

(menjelang terbentuknya RIS) kedaulatan di seluruh Indonesia berada dalam 

tangan Belanda: kedua agar hubungan dengan Uni Soviet dihentikan. RI 

menjawab kedudukan RI tidak bisa diubah. 

Sementara itu Amir Syarifuddin membentuk apa yang disebut Front 

Demokrasi Rakyat, yaitu suatu persatuan antara golongan komunis dan unsur-

unsur radikal lainnya. Mereka memancing konflik dengan golongan Hatta dan 
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menuntut reshoffle kabinet. Kemudian timbul kekuatan lain yang dipimpin Tan 

Malaka dalam bentuk Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) yang berusaha 

mengimbangi FDR, untuk kepentingan politiknya sendiri. 

Sementara keadaan begitu gawat, pada bulan Agustus 1948, Muso, seorang 

tokoh PKI yang lari ke Moskow sejak tahun 1926, kembali ke Yogyakarta. Muso 

membawa politik baru dari Rusia, yaitu agar parta-partai yang beraliran 

Marxisme disatukan menjadi PKI. Pada akhir bulan Agustus itu juga partai 

sosialis dari Amir Syarifuddin dan Partai Buruh disatukan menjadi PKI. Partai ini 

dipimpin oleh Muso. Taktik perjuangan yang digariskan dari Moskow adalah 

melawan golongan nasional maupun kolonial (Belanda). Rapat-rapat raksasa 

mulai dilakukan untuk menyebarkan sikap ini. 

Pada taraf pusat, FDR yang dipimpin PKI itu menentang rasionalisasi 

tentara, yaitu penyatuan tentara Republik Indonesia dengan laskar-laskar 

menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pihak PKI ingin tetap memelihara laskar-

laskarnya untuk mengimbangi tentara. Kabinet Hatta tetap tidak tergoyahkan 

dan mendapat dukungan Masyumi, PNI dan, Laskar seberang (KRIS, IPR, 

SRSK) yang dipimpin J. Latuharhari. 

Keadaan mulai meruncing di Solo, daerah yang banyak dikuasai unsur-

unsur FDR. Pada tanggal 18 September 1948 PKI memproklamasikan Republik 

Soviet Indonesia di Madiun. Pemberontakan Madiun dimulai. Kolonel 

Djokosuyono diangkat oleh PKI menjadi “Gubernur Militer” dan Kolonel Dahlan 

menjadi komandan Komando Pertahanan di Madiun. Muso mulai melancarkan 

serangan-serangan politik terhadap kabinet Hatta melalui pemancar radio 

Madiun. Pemerintah bertindak tegas. Pasukan TNI dikerahkan secara besar-

besaran pada tanggal 20 September 1948 dan pada tanggal 30 September, 

Kota Madiun dapat direbut kembali. Pertempuran dilanjutkan sampai Muso 

tewas dan Amir Syarifuddin tertangkap. Meskipun demikian banyak pemimpin 

PKI yang meloloskan diri ke daerah pendudukan Belanda, antara lain D.N. 

Aidit. 

Sementara masalah PKI belum teratasi, Belanda melakukan Agresi II 

pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam serbuan ke Yogyakarta, Presiden dan 

Wakil Presiden tertangkap oleh Belanda. Meskipun begitu Pemerintah berhasil 

mengirimkan telegram kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat 

agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sementara 

Panglima besar Sudirman masih terus bergerilya. Sebulan setelah serangan 

Belanda, TNI berhasil mengadakan konsolidasi. Perang gerilya dilancarkan 

dengan cara menghadang garis komunikasi logistik pasukan Belanda, 

memutuskan telepon, dan merusak jalan kereta api. Belanda dapat menguasai 

kota-kota besar di Jawa dan Sumatera tetapi daerah pedesaan tetap berada 

dalam tangan RI. Rakyat dikerahkan untuk membantu TNI dalam hal intel, 
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logistik dan keperluan lain. Inilah yang dikenal dengan strategi Perang Rakyat 

Semesta. 

Sementara TNI berhasil mengatur pertahanannya, Dewan Keamanan PBB 

mengambil tindakan. Wakil Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata dan 

memerintahkan KTN bekerja kembali. Belanda ditekan dengan mengancam 

penghentian bantuan Marshaal Plan (Bantuan Amerika Serikat pada negara-

negara untuk membangun industri yang rusak selama perang Dunia II). 

Perundingan pertama dimulai antara PM Belanda Dr. Beel, Prf. Dr. 

Supomo, dan anggota-anggota delegasi RI pada perundingan Renville. Selain 

itu antara RI dan negara-negara buatan Belanda yang tergolong dalam BFO 

(Bjeenkomst voor Federal Overleg) juga diadakan pendekatan. BFO kemudian 

menemui Presiden dan Wakil Presiden yang sedang ditawan di Bangka. Pihak 

RI mengajukan usul agar dibicarakan tentang pengakuan kedaulatan, 

penarikan pasukan Belanda dan pengembalian Pemerintahan RI di Yogyakarta. 

BFO menyatakan dukungan pengembalian pemerintahan RI di Yogyakarta dan 

menyerukan agar PBB membentuk suatu panitia untuk membantu 

melaksanakan resolusi PBB di Indonesia. 

Pada bulan April perundingan dimulai antara delegasi Indonesia yang 

dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem dan Dr. J. H. Van Royen dari pihak 

Belanda. Pertemuan di Hotel Des Indes (kini Duta Merlin) itu diawasi dan 

dipimpin Marle Cochran, wakil dari Amerika Serikat dalam komisi PBB   (UNCI: 

United Nations Commision of Indonesia). Dalam perundingan ini pihak 

Indonesia menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan ke 

Yogyakarta dan agar Belanda mengakui RI. Perundingan berjalan sangat 

lamban, sehingga Drs. Hatta didatangkan dari Bangka untuk langsung 

berunding dengan Dr. Van Royen. Dengan demikian pada bulan Mei 1949 

dicapai persetujuan Roem-Royen dan pemerintah Indonesia dikembalikan ke 

Yogyakarta, setelah cara-cara pengosongan Yogyakarta oleh tentara Belanda 

disepakati. 

Setelah perundingan dengan pihak BFO yang sudah dimulai sejak di 

Bangka, maka pada bulan Juli 1949 di Yogyakarta dicapai persetujuan bahwa 

akan dibentuk negara federal yang bernama RIS. Kemudian diselenggarakan 

Konferensi Antar Indonesia di Jakarta (Juli) yang dipimpin Drs. Hatta dan 

berhasil memutuskan untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional sebelum 

maju ke KMB (Konferensi Meja Bundar). 

Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 

1949 dan berakhir pada tanggal 2 November 1949. Hasilnya direalisasikan oleh 

KNIP pada tanggal 14 Desember 1949. Pada tanggal 16 Desember 1949 

diadakan Pemilihan Presiden RIS dan pada keesokan harinya Soekarno 

disahkan sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 20 Desember 1949 kabinet RIS 
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dibentuk dan dipimpin Drs. Mohammad Hatta, kemudian pada tanggal 23 

Desember 1949 pimpinan kabinet RIS bertolak ke Den Haag untuk 

menandatangani pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. 

 

C. Kondisi Ekonomi Masa Perang Kemerdekaan 

Pada kesempatan ini akan dibahas kondisi ekonomi pada masa perang 

kemerdekaan. Di sini anda akan mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan 

oleh pemerintah RI yang baru saja merdeka baik di bidang moneter 

perdagangan maupun penataan sektor-sektor lain. 

Pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya yang telah 

membahas kondisi politik pada periode yang sama. Dengan mempelajari 

pelajaran ini diharapkan anda akan mampu menjelaskan: 

a. Masalah moneter pada masa perang kemerdekaan 

b. Masalah perdagangan pada masa perang kemerdekaan 

c. Masalah penataan sektor-sektor lain. 

 

D. Masalah Moneter  

Di bidang ekonomi negara baru ini menghadapi kenyataan yang cukup 

sulit. Laju inflasi sangat tinggi. Ternyata sumber inflasi adalah kekacauan 

moneter. Sampai bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa 

berjumlah 1,6 milyar. Jumlah uang beredar semakin meningkat ketika pasukan 

Sekutu berhasil menduduki beberapa kota dan menguasai beberapa bak. 

Mereka ini kemudian mengedarkan uang cadangan bank sebesar 2,3 milyar 

untuk membiayai kegiatan mereka. Sementara itu pajak dan bea masuk sangat 

berkuang, sebaliknya pengeluaran negara makin bertambah. 

Karena belum mempunyai mata uang sendiri pada masa awal itu 

pemerintah RI menetapkan berlakunya tiga macam mata uang sebagai alat 

pembayaran yang sah di wilayah RI. Tiga mata uang tersebut adalah mata 

uang De Javasche Bank, mata uang Pemerintah Hindia Belanda, dan mata 

uang pendudukan Jepang. 

Selanjutnya untuk mengatasi kesulitan moneter pemerintah 

mengusahakan pinjaman nasional. Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite 

Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Menteri Keuangan                  Ir. 

Surachman melaksanakan pinjaman yang direncanakan meliputi 

Rp.1.000.000.000,00, yang dibagi menjadi dua tahap. Pinjaman tersebut akan 

dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 

seluruh penduduk di Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan uang pada 

Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pinjaman tahap I berhasil 

mengumpulkan dana sebesar Rp. 500.000,00. Sukses ini menunjukkan 

besarnya dukungan rakyat pada pemerintah. 
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Namun upaya pemerintah itu tidak berhasil mengatasi inflasi, karena pihak 

Sekutu dalam hal ini NICA juga mengeluarkan uang baru di wilayah yang 

diduduki Sekutu. Uang baru itu dikenal dengan uang NICA dimaksudkan untuk 

menggantikan uang Jepang yang sudah sangat menurun nilainya. Penggantian 

uang itu diumumkan sejak 6 Maret 1946. Kurs ditentukan 3% artinya setiap 

satu rupiah uang Jepang sama nilainya dengan tiga sen uang NICA. Perdana 

menteri RI Sutan Syahrir memprotes panglima AFNEI karena melanggar 

persetujuan yang telah disepakati bersama. Yaitu selama belum ada 

penyelesaian politik status Indonesia, tidak akan dikeluarkan mata uang baru. 

Kepada masyarakat pemerintah mengingatkan bahwa di wilayah RI hanya 

berlaku tiga macam uang sebagaimana yang telah diumumkan pada 1 Oktober 

1945. Penduduk tidak dibenarkan mempergunakan mata uang NICA sebagai 

alat pembayaran. 

Sehubungan dengan itu Pemerintah RI kemudian mengeluarkan uang 

kertas baru yang dikenal dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) untuk 

mengganti mata uang Jepang. Kurs uang baru ini ditetapkan satu per seribu, 

artinya seribu uang Jepang sama nilainya dengan satu rupiah ORI. Untuk 

sementara pemerintah hanya mengizinkan setiap keluarga memiliki Rp. 300,00 

dan yang tidak berkeluarga Rp. 100,00. Usaha lain yang dilakukan pemerintah 

dalam memperbaiki moneter adalah pembentukan Bank. Mula-mula dibentuk 

Bank Rakyat Indonesia sebagai lanjutan dari Shomin Ginko. Bank ini 

merupakan bank negara yang bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta 

asing yang ada di Indonesia. selanjutnya pada 1 November 1946 dibentuk 

Bank Negara Indonesia yang berawal dari Yayasan Pusat Bank yang didirikan 

Margono Djojohadikusumo bulan Juli 1946. 

 

E. Perdagangan Indonesia 

Walaupun sedang menghadapi blokade Belanda, RI mulai merintis 

perdagangan internasional dengan memberikan bantuan beras pada India. 

Saat itu India sedang tertimpa bahaya kelaparan. Sebagai imbalan, India akan 

mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. 

Tindakan pemerintah ini sebenarnya lebih bersifat politik, karena berdasarkan 

Persetujuan Linggarjati, RI diharuskan menjual surplus berasnya ke daerah-

daerah yang diduduki Belanda. Namun pemerintah menganggap lebih 

menguntungkan untuk menjual berasnya pada negara sahabat dari pada 

membantu Belanda. 

Di samping itu, pemerintah juga mengadakan hubungan dagang langsung 

dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation 

(BTC) di bawah pimpinan Sumitro Djojohadikusumo. BTC berhasil mengadakan 

transaksi dengan Isbrantsen Inc, sebuah perusahaan swasta Amerika Serikat. 
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Isbrantsen bersedia membeli barang-barang Indonesia (gula, karet, teh, dan 

lain-lain) dan membawa barang-barang pesanan Indonesia. ternyata kapal 

yang membawa barang-barang tersebut berhasil disita oleh Angkatan Laut 

Belanda. 

Di Sumatera pemerintah juga berusaha menembus blokade Belanda. 

Sejak tahun 1946 sampai akhir perang kemerdekaan usaha ini dilakukan 

dengan perahu layar dan motor ALRI. Beberapa aparat Pemda Aceh juga 

mencoba menembus blokade ke negara terdekat Singapura dan Malaya. 

Bahkan sejak awal tahun 1947 Pemerintah RI telah berhasil membentuk 

perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff). 

Badan ini dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan dibantu Soerjono, Daroesman, Mr. 

Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, dr. Soeroso, dan Tamtomo. Secara resmi 

Indoff memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara 

rahasia badan ini adalah pengendali usaha penembus blokade dan melakukan 

perdagangan barter. 

Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilan di luar negeri yang 

disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). Perwakilan luar 

negeri ini dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok KPULN adalah 

membeli senjata dan menembus blokade musuh. Sampai tahun 1946, Belanda 

hanya berhasil menguasai Pelabuhan Belawan sehingga RI masih dapat 

menyelundupkan barang ke luar. Selama tahun 1946 barang yang diterima 

Singapura dari Sumatera seharga Strait $ 20.000.000,00, sedang dari Jawa 

straits $ 1.000.000,00. Sebaliknya barang-barang yang dikirim dari Singapura 

ke Sumatera seharga Straits $ 3.000.000,00 dan ke Jawa seharga $ 

2.000.000,00. 

 

F. Penataan Sektor-sektor Lain 

Pada awal kemerdekaan itu pemerintah menghadapi beberapa masalah 

ekonomi yang sangat mendesak. Masalah-masalah tersebut yaitu: masalah 

produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, dan status dan 

administrasi perkebunan-perkebunan. 

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut pemerintah kemudian 

menyelenggarakan Konperensi Ekonomi pada bulan Februari 1946. Konperensi 

ini dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo dan dihadiri oleh para gubernur, 

para cendikiawan, dan pejabat-pejabat lain yang terkait. 

Konperensi memutuskan untuk menghapus sistem autarki dalam 

pelaksanaan produksi dan distribusi untuk secara berangsur-angsur diganti 

dengan sistem desentralisasi. Untuk itu kemudian dibentuk Badan Pengawas 

Makanan Rakyat yang kemudian mejadi Badan Persediaan dan Pembagian 

Bahan Makanan (BPPBM). Badan ini di bawah supervisi Kementerian 
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Kemakmuran dan dipimpin oleh dr. Sudarsono. Konperensi juga berhasil 

mengadakan penilaian kembali tentang status dan administrasi perkebunan 

yaitu semua perkebunan dikuasai negara di bawah pengawasan Menteri 

Kemakmuran. 

Pada 16 Mei 1946 pemerintah merasa perlu untuk menyelenggarakan 

konperensi ekonomi kedua yang diadakan di Solo. Dalam konperensi itu 

dibahas program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, 

pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Wakil Presiden 

Moh. Hatta mengarahkan agar rehabilitasi pabrik-pabrik gula, karena gula 

merupakan bahan ekspor yang terpenting, karena itu pengusahaannya harus 

dikuasai negara. Hasil ekspor gula diharapkan dapat dijual atau ditukar dengan 

barang-barang lain. 

Saran Mohammad Hatta direalisasi dengan membentuk Badan 

Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN). Status badan tersebut 

adalah perusahaan negara, yang dipimpin oleh Notosudirdjo. Di samping itu 

dibentuk pula Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang juga merupakan 

perusahaan negara. Tugas PPN adalah: 

a. meneruskan pekerjaan bekas perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh 

Jepang 

b. mengawasi perkebunan bekas milik Belanda, 

c. mengawasi perkebunan-perkebunan lainnya, dengan cara mengawasi mutu 

produksinya. 

 

Selanjutnya Menteri Kemakmuran Dr. AK. Gani pada 19 Januari 1947 

membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Badan ini bertugas 

membuat rencana pembangunan ekonomi, mengkoordinasi, dan 

merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum. Sesuai 

dengan planning board, untuk membiayai pembangunan 10 tahun ini 

pemerintah mengerahkan dana-dana masyarakat, yaitu dengan pinjaman 

nasional dan tabungan rakyat serta pinjaman luar negeri. Di samping itu juga 

mengikutsertakan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. 

Rencana itu ternyata tidak sempat dilaksanakan karena situasi politik 

militer tidak memungkinkan. Aksi militer Belanda pertama mengakibatkan 

sebagian besar daerah Republik yang potensial jatuh ke tangan musuh. 

Wilayah RI hanya tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera, itu pun 

merupakan daerah minus dan berpenduduk padat. 

Moh. Hatta yang menjabat perdana menteri sejak tahun 1948 mencoba 

mengatasi kemerosotan ekonomi dengan tindakan yang realitas, yaitu 

rasionalisasi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, 

angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan angkatan perang dan 
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laskar disalurkan pada bidang yang produktif dan diurus oleh kementerian 

pembangunan dan pemuda. 

Karena sumber dana yang utama adalah sektor pertanian, maka bidang ini 

akan diaktifkan kembali. Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo membuat 

rencana produksi tiga tahun 1948-1950 yang dikenal sebagai Plan Kasimo 

yang pada dasarnya adalah usaha swasembada pangan, Kasimo menyarankan 

agar tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 ha ditanami. Di 

Jawa diadakan intensifikasi dengan menanam bibit padi unggul. Hewan yang 

berperanan penting dalam produksi pangan dipelihara sebaik-baiknya, dalam 

arti tidak disembelih. Sensus hewan pun harus dilaksanakan. Di setiap desa 

harus dibentuk kebun-kebun bibit untuk memberikan bibit yang baik lagi bagi 

rakyat. Plan Kasimo juga meliputi transmigrasi. 

Sementara itu Badan Perancang yang dibentuk dr. AK. Gani diperluas 

menjadi Panitia Siasat Ekonomi yang dipimpin sendiri oleh Wakil Presiden Moh. 

Hatta, sedangkan dr. AK. Gani menjadi wakilnya. Tugas panitia ini adalah 

mempelajari, mengumpulkan data, dan memberi bahan masukan bagi 

kebijaksanaan pemerintah dan perencanaan pembangunan ekonomi. Di 

samping juga memberikan nasehat-nasehat dalam rangka perundingan dengan 

Belanda. 

Panitia pemikir ini menghasilkan dasar-dasar pokok rancangan ekonomi 

Indonesia, yang berisi program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan 

untuk memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata, 

dengan cara: 

a. Mengintensifkan usaha produksi, 

b. Memajukan pertukaran internasional, 

c. Mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, 

d. Mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat. 

 

Adapun petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti adalah sebagai berikut : 

1. Sektor perdagangan digiatkan kembali. Impor dibatasi pada barang-

barang yang penting seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industri, 

dan alat transport. Eksport meliputi hasil-hasil perkebuan, hasil hutan, dan 

tambang. Penyebaran penduduk dilakukan dengan cara memindahkan 20 

juta penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 15 tahun. Dengan 

demikian diharapkan kemakmuran di Jawa berkembang dan terbuka 

kemakmuran baru di Sumatera. Dasar politik ekonomi pemerintah adalah 

pasa 33 Undang-Undang Dasar 1945, karena semua perusahaan vital 

harus dikuasai oleh negara. Perusahaan-perusahaan itu adalah 

perusahaan listrik dan air, perusahaan kereta api dan term, pos dan 

telekomunikasi serta bank sirkulasi. 
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2. Selama masa perang kemerdekaan, kegiatan ekonomi dikuasai 

pemerintah sehingga partisipasi pengusaha-pengusaha swasta kurang 

menggembirakan. Karena itu di dalam kongres Persatuan Tenaga 

Ekonomi di Malang, Wakil Presiden Moh. Hatta menganjurkan agar para 

pengusaha swasta memperkuat wadah persatuannya. 

3. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) di bawah pimpinan BR. Motik 

menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Tujuannya adalah 

menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi 

pedagang untuk memperkokoh ekonomi bangsa Indonesia. Bahkan 

Presiden Soekarno pernah menjanjikan bila PTE meningkatkan 

partisipasinya, calon-calon PTE akan diangkat dalam Komite Nasional 

Pusat. Dianjurkan juga agar pemerintah daerah membantu usaha-usaha 

PTE, namun karena situasi perusahaan yang berada di bawah PTE 

semakin mundur, PTE hanya berhasil mendirikan Bank PTE di Yogyakarta 

dengan modal pertama Rp. 5.000.000,00. Kegiatan PTE semakin mundur 

akibat aksi militer Belanda PTE kemudian mencurahkan kegiatannya pada 

bidang perbankan. 

 

4. Usaha swasta lain yang membantu pemerintah adalah Banking and 

Trading Corporation (BTC). Menurut Dr. Sumitro Djojohadikusumo, BPC 

adalah langkah persiapan organisasi badan perdagangan nasional, jika 

sewaktu-waktu perjuangan politik beralih ke perjuangan ekonomi. Selain 

itu beberapa perusahaan lain dari kalangan swasta bergabung dalam 

bentuk gabungan perusahaan. Misalnya Gabungan Perusahaan 

Perindustrian dan Perusahaan penting yang berpusat di Malang dan Pusat 

Perusahaan Tembakau Indonesia (Puperti) yang berpusat di Cirebon. 

Produksi Puperti mencapai 170 juta batang rokok untuk konsumen di 

Jawa. Dalam sidang berikutnya berhasil dibentuk berbagai kementerian 

dan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi. 

 

G. Kembali ke Negara Kesatuan  

Negara Republik Indonesia Serikat adalah negara yang terdiri atas 

negara-negara bagian. Negara RIS ini terbentuk sebagai tidak lanjut dari hasil 

Konperensi Meja Bundar (KMB) tanggal 2 November 1949 di Den Haag. RIS 

terdiri atas 16 negara bagian, yaitu: Negara Republik Indonesia, Negara 

Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, 

Negara Jawa Tengah, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Dayak Besar, 

Banjar, Bangka Belitung, dan Riau. 

Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai 
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perdana menteri. Kabinet pun dibentuk dengan anggota-anggota antara lain Sri 

Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, 

Arnold Monomutu, Ir. Hertinglaoh, Sultan Hamid II, dan Ide Anak Agung Gde 

Agung. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet (yang mengutamakan keahlian 

dari anggota-anggotanya). Ternyata sebagian besar dari anggota kabinet ini 

adalah pendukung unitarisme (kesatuan). Karena itu tidak beberapa lama 

setelah RIS berdiri, gerakan-gerakan untuk membubarkan negara federal dan 

membentuk negara kesatuan telah ada. Gerakan tersebut makin lama makin 

kuat. Apalagi pembentukan negara federal tidak berdasarkan landasan 

konsepsional yang kuat. Pembentukan negara federal pada awalnya hanya 

merupakan tindak lanjut dari usaha Belanda untuk menghancurkan RI. Karena 

itu banyak mendapat tantangan dari sebagian besar rakyat RI. 

Bahkan ternyata di kalangan negara-negara bagian bentukan Belanda pun 

ada gerakan yang kuat untuk menentang bentuk negara federal tersebut. 

Mereka menginginkan menegakkan kembali negara kesatuan RI. Negara 

Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan tegas menyatakan 

keinginannya untuk bergabung dengan RI. Kedua negara bagian tersebut 

kemudian menyerahkan mandatnya pada Pemerintah RIS untuk mengadakan 

pembicaraan mengenai pembentukan Negara Kesatuan dengan Pemerintah 

RI. Setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan 

pemerintah RI tanggal 19 Mei 1950, pembentukan Negara Kesatuan direalisasi. 

Kemudian dibentuk Panitia Gabungan RIS – RI yang bertugas merancang UUD 

Negara Kesatuan yang diselesaikan pada 20 Juli 1950. Rancangan UUD ini 

ditandatangani oleh Presiden Soekarno 15 Agustus 1950 yang kemudian 

dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950 (UUDS 1950).   
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BAB 10 

MASA PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL  

 

Masa Demokrasi Liberal dimulai tahun 1950 hingga 1959, diwarnai 

dengan adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki 

kabinet. Pada masa ini ada dua partai yang sangat menonjol dalam percaturan 

politik yaitu PNI dan Masyumi. Sehingga masa ini diidentifikasikan dengan 

masa jatuh bangunnya kabinet. Masa Demokrasi Liberal kepemimpinan negara 

diatur menurut Undang-undang Dasar yang bertanggung jawab kepada 

parlemen. Dan kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian 

dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai itu. 

 

Sebelum melanjutkan kegiatan belajar berikutnya peserta diharapkan 

mempelajari masa Demokrasi Liberal. 

 

A.   Arti Sistem Demokrasi Liberal 

Suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bersendikan pada 

asas-asas liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. 

Di Indonesia sistem Demokrasi Liberal berlangsung sejak tahun 1950 sampai 

tahun 1959 saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini 

perrgantian kabinet dilatarbelakangi oleh perbedaan yang tajam antara partai-

partai melawan partai yang memerintah. Bahkan pernah terjadi partai 

menjatuhkan kabinetnya sendiri. 

 

B. Kondisi Politik Masa Demokrasi Liberal 

Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa kabinet 

parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-

hari dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Pada masa Kabinet Parlementer 

ini konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh 

bangun. 

Kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Karena 

itu bila dianggap tidak berhasil, sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan. 

Sehubungan dengan itu pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian 

kabinet. Hal ini terjadi terutama karena sering terjadi konflik di antara partai-

partai politik. Sebagai contoh pertentangan antara Masyumi dan PNI. 

Pertentangan antara kedua partai besar ini dalam parlemen tidak pernah dapat 

didamaikan sehingga menjadi berlarut-larut. Seringnya pergantian kabinet 

membuat masa yang singkat itu (1950-1959) dikuasai oleh beberapa kabinet. 

Kabinet-kabinet tersebut adalah : Kabinet Natsir (Masyumi 1950-1951), Kabinet 
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Sukiman (Masyumi 1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali 

Sastroamidjojo I (PNI 1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi 

1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet 

Djuanda (Zaken kabinet 1957-1959). 

Jatuh bangunnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal disebabkan 

karena adanya konflik antara partai politik. Misalnya Kabinet Natsir jatuh karena 

PNI menentang kebijakannya mengenai Irian Jaya. Konflik partai Masyumi dan 

PNI ini dimenangkan oleh Masyumi dan menjadikan kabinet Sukiman berkuasa. 

Kabinet Sukiman tidak berlangsung lama karena ia dijatuhkan oleh PNI. 

Partai Nasional Indonesia menentang penandatanganan program bantuan 

Amerika Serikat kepada pemerintah RI. Alasan penolakannya adalah karena 

bantuan itu dapat dipakai sebagai alat untuk memasukkan RI ke dalam Blok 

Amerika Serikat. Dengan demikian menurut PNI, Indonesia tidak bersikap 

bebas aktif lagi dalam melihat “Perang Dingin” antara Uni Sovyet dan Amerika 

Serikat. 

Untuk mengurangi konflik antara PNI dan Masyumi itu Presiden menunjuk 

tokoh moderat dari PNI untuk memimpin Kabinet, maka terbentuklah Kabinet 

Wilopo (1952-1953). Kabinet ini bertugas mengadakan persiapan pemilihan 

umum dan pembentukan dewan konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat 

diselesaikan, kabinet inipun harus meletakkan jabatan. Hal ini disebabkan 

karena daerah-daerah makin tidak percaya kepada pemerintah pusat. Di 

samping itu terjadi “peristiwa 17 Oktober 1952”, yaitu desakan dari pihak-pihak 

tertentu agar Presiden segera membubarkan Parlemen yang tidak 

mencerminkan keinginan rakyat. 

Peristiwa 17 Oktober 1952 dimanfaatkan oleh TNI-AD untuk kepentingan 

politiknya. Golongan yang dipimpin Kol. Bambang Sugeng itu tidak menyetujui 

Kol. A.H. Nasution sebagai KASAD. Sekelompok partai dalam parlemen 

menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan pimpinan Kementerian 

Pertahanan dan TNI. 

Keterlibatan partai dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan 

sipil dalam urusan tentara. Oleh karena itu mereka menuntut agar Presiden 

membubarkan Parlemen. Presiden menolak tuntutan ini sehingga KASAD 

maupun KSAP meletakkan jabatan. Mandat pembentukan kabinet tetap 

diserahkan kepada PNI. Dalam suasana konflik politik itu, Ali Sastroamidjojo 

terpilih untuk memimpin kabinet. Tugas Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah 

melanjutkan program kabinet Wilopo, yaitu antara lain melaksanakan Pemilihan 

Umum untuk memilih DPR dan Konstituante. 

Meskipun Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil dalam politik luar negeri 

yaitu, dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dalam 

bulan April 1955, namun Kabinet Ali Sastroamidjojo harus meletakkan jabatan 
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sebelum dapat melaksanakan tugas utamanya yaitu pemilu, alasannya karena 

pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat Menteri Pertahanan. 

Hal ini sebenarnya yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon 

pimpinan TNI yang diajukan Kabinet ini ditolak oleh Korps perwira sehingga 

menimbulkan krisis kabinet. 

Pada saat itu Presiden Soekarno akan berangkat ke tanah Suci Mekah. 

Sebelum berangkat Presiden mengangkat tiga orang untuk menjadi formatur 

kabinet, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Asaat (non partai). 

Namun ketiga orang ini tidak berhasil membentuk kabinet hingga terpaksa 

mengembalikan mandatnya pada Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Hatta 

kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk 

kabinet. 

Kabinet Burhanudin (1955-1956), ditugaskan untuk melaksanakan 

pemilihan umum. Usaha ini berhasil sekalipun mengalami kendala-kendala 

yang berat. Pada tanggal 29 September 1955 pemilihan anggota-anggota 

parlemem dilakukan, dan pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan 

umum untuk Konstituante. Setelah itu kabinet Burhanudin meletakkan jabatan 

dan kemudian dibentuk kabinet baru yang sesuai dengan hasil pemilihan 

umum. 

Selain masalah pemilihan umum Kabinet Burhanuddin juga berhasil 

menyelesaikan masalah TNI-AD dengan diangkatnya kembali Kol. A.H. 

Nasution sebagai KASAD pada bulan Oktober 1955. Selain itu dalam politik 

luar negeri kabinet ini condong ke barat dan berusaha mengadakan 

perundingan dengan Belanda mengenai soal Irian Barat. 

Hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan PNI adalah partai yang terkuat. 

Oleh sebab itu presiden mengangkat seorang formatur kabinet dari PNI yaitu 

Ali Sastoramidjojo. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) adalah kabinet 

koalisi antara PNI dan Masyumi. Kabinet ini mempunyai rencana kerja untuk 

lima tahun. Rencana kerja ini disebut rencana lima tahun. Isinya antara lain 

adalah perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. 

Otonomi daerah, mengusulkan perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, 

dan pembentukan Dewan Ekonomi Nasional. 

Sementara program berjalan timbul masalah-masalah baru. Pertama 

kegagalan dalam memaksa pihak Belanda agar menyerahkan Irian Barat dan 

pembatalan perjanjian KMB. Kedua, berkembangnya masalah anti Cina di 

kalangan rakyat yang tidak senang melihat kedudukan istimewa golongan ini 

dalam perdagangan. Sehingga perkelahian dan pengrusakan terjadi di 

beberapa kota. Ketiga di beberapa daerah timbul perasaan tidak puas terhadap 

pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan terjadinya pergolakan di beberapa 

daerah. 
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Pergolakan daerah itu mendapat dukungan dari beberapa panglima TNI-

AD. Mereka merebut kekuasaan di daerah dengan cara membentuk Dewan 

Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah di 

Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1956. Dewan Garuda di Sumatera 

Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Untuk mengatasi keadaan ini 

Presiden mengumumkan berlakunya undang-undang SOB (negara dalam 

keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat wewenang khusus untuk 

mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi usaha Presiden untuk 

mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet baru ternyata gagal. 

Sebab itu ia mengangkat Ir. Djuanda yang tidak berpartai sebagai formatur 

kabinet. 

Kabinet Djuanda (1957-1959) bertugas menyelesaikan kemelut dalam 

negeri, selain memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan menjalankan 

pembangunan. Pertama-tama kabinet ini membentuk suatu Dewan Nasional 

yang bertugas memberi nasehat kepada pemerintah dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Di samping itu, diadakan musyawarah nasional untuk mencari jalan 

keluar dari kemelut nasional. Sebelum musyawarah itu menghasilkan 

keputusan terjadi “Peristiwa Cikini”, yaitu percobaan pembunuhan Presiden. 

Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan 

ultimatum agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu lima kali 24 jam. 

Presiden ternyata tidak menghiraukan hal ini sehingga akhirnya Dewan 

Banteng memproklamasikan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik 

Indonesia” (PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. 

Begitu pula di Sulawesi dibentuk pemerintahan sendiri yaitu Permesta. Hal itu 

membuat situasi negara semakin mengkhawatirkan. 

 

 

C. Kondisi Ekonomi Pada Masa Liberal 

Sesudah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, KMB membebankan 

pada Indonesia hutang luar negeri sebesar Rp 2.800 juta. Sementara ekspor 

masih tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan saja. 

Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah : 

(a) mengurangi jumlah uang yang beredar dan; (b) mengatasi kenaikan biaya 

hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah pertambahan penduduk dan 

tingkat hidup yang rendah. Dari sisi moneter, difisit pemerintah sebagian 

berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah pada 20 Maret 1950. Jumlah 

itu didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp 1,6 milyar. Kemudian dengan 

kesepakatan Sidang Menteri Uni Indonesia-Belanda, diperoleh kredit sebesar 

Rp 200.000.000,00 dari negeri Belanda. Pada 13 Maret 1950 di bidang 

perdagangan diusahakan untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat 
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devisa. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Keadaan sedikit 

membaik tahun 1950. Ekspor Indonesia menjadi 187% pada bulan April 1950, 

243% pada bulan Mei atau sejumlah $ 115 juta. 

Selain itu diupayakan mencari kredit dari luar negeri terutama untuk 

pembangunan prasarana ekonomi. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda berhasil 

mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah $ 100.000.000. 

Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah $ 52.245.000. Jumlah ini untuk 

membangun proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan, 

telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara. Namun 

demikian sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang lagi, 

karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia dengan 

ekonomi agrarianya memang tidak memiliki barang-barang ekspor lain kecuali 

hasil perkebunan. 

Upaya perbaikan ekonomi secara intensif diawali dengan Rencana 

Urgensi Perekonomian (1951) yang disusun Prof. Dr. Soemitro 

Djojohadikusumo di masa Kabinet Natsir. Sasaran utamanya adalah 

industrialisasi. Setahun kemudian, pada zaman Kabinet Sukiman, pemerintah 

membentuk Biro Perancang Negara yang berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. 

Soemitro Djojohadikusumo, Ir. Djuanda, dan Mr. Ali Budiardjo. Pada tahun 

1956 badan ini menghasilkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun 

(1956-1960) dan untuk melaksanakannya, Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri 

Perancang Nasional. Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp 12,5 

milyar, didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah 

selama lima tahun. Ternyata harga ekspor bahan mentah Indonesia merosot. 

Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi terhadap 

perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember 

1957. 

Sementara itu, ketegangan politik yang timbul akibat pergolakan daerah 

ternyata tidak dapat diredakan dan untuk menanggulanginya diperlukan biaya 

yang besar, sehingga mengakibatkan meningkatnya defisit. Padahal ekspor 

justru sedang menurun. Situasi yang memburuk ini berlangsung terus sampai 

tahun 1959. 

Dalam bidang ekonomi satu fenomena moneter yang paling terkenal pada 

periode ini adalah pemotongan mata uang rupiah menjadi dua bagian. 

Pengguntingan uang ini terkenal dengan sebutan “gunting Syafrudin”. Tujuan 

dari pengguntingan uang ini adalah untuk menyedot jumlah uang beredar yang 

terlalu banyak, menghimpun dana pembangunan dan untuk menekan defisit 

anggaran belanja. 
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D. Upaya Membangun Pengusaha Nasional 

Sejak awal kemerdekaan telah ditempuh upaya untuk membangkitkan 

suatu golongan pengusaha nasional yang tangguh. Pemikiran ke arah itu 

dipelopori oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang berpendapat bahwa 

bangsa Indonesia harus selekas mungkin memiliki suatu golongan pengusaha. 

Para pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah, perlu 

diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional. 

Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu, 

terutama pendidikan konkret atau dengan bantuan pemberian kredit. Apabila 

usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha bangsa Indonesia akan bangkit 

sehingga struktur ekonomi kolonial berangsur-angsur akan berubah. 

Gagasan Soemitro itu dilaksanakan oleh Kabinet Natsir (September 1950-

April 1951) ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Program ini 

terkenal dengan sebutan Program Benteng (Gerakan Benteng/Benteng Group) 

yang dimulai pada bulan April 1950. Selama tiga tahun (1950-1953) kurang 

lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia telah mendapat kredit bantuan dari 

Program Benteng Ini. 

Langkah-langkah lain dalam menumbuhkan dunia usaha nasional antara 

lain adalah mewajibkan perusahaan-perusahaan asing untuk memberikan 

latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia 

agar mereka dapat menduduki jabatan-jabatan staf, mendirikan perusahaan-

perusahaan negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta 

nasional, dan memberikan perlindungan pada perusahaan-perusahaan itu agar 

mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.  

 

E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Sidang konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali 

menjadi Undang-undang Republik Indonesia yang tetap. Hal ini menunjukkan 

bahwa konstituante dianggap tidak mampu bekerja lagi. Krisis politik pun 

semakin merajalela dan partai-partai tidak dapat mengatasinya sehingga 

negara benar-benar dalam keadaan gawat. 

Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dicapailah kesepakatan 

antara presiden, kabinet, dewan nasional, wakil-wakil partai, dan pimpinan TNI 

untuk kembali ke UUD 1945. Ini adalah jalan yang terbaik untuk mengatasi 

krisis nasional. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 

5 juli 1959 yang isinya sebagai   berikut: 

a. Pembubaran Konstituante 

b. Berlakunya kembali UUD 1945 

c. Tidak berlakunya UUDS 1950  
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Dekrit Presiden itu juga menetapkan pembentukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Permusyawaratan 

Rakyat Sementara (DPRS), Dewan Perancang Nasional (Deparnas). Dekrit 

yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini mengawali masa 

demokras terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia. 
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BAB 11 

MASA PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN  

 

Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit yang 

dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya Dekrit tersebut 

disebabkan karena ketidakmampuan konstituante untuk menyusun Undang-

Undang Dasar yang baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Namun demikian di dalam praktik ketatanegaraannya dalam sistem 

Demokrasi Terpimpin ini tidak dilaksanakan secara konsekuen, bahkan justru 

sebaliknya, karena di dalam praktiknya sangat jauh dan menyimpang dari arti 

yang sebenarnya, realisasinya justru yang memimpin demokrasi ini bukan 

Pancasila tetapi dipimpin oleh Presiden Soekarno. Akibatnya demokrasi yang 

dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan 

menggunakan Pancasila sebagai pedomannya, akan tetapi didasarkan kepada 

keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi politik Presiden Soekarno. 

Sebelum mempelajari kegiatan belajar berikutnya peserta didik 

diharapkan mempelajari demokrasi terpimpin. 

 

A. Kondisi Politik Masa Demokrasi Terpimpin 

Demokrasi Terpimpin adalah suatu paham yang tidak didasarkan atas 

paham liberalisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, dan komunis. Akan 

tetapi, suatu paham demokrasi yang didasarkan kepada keinginan-keinginan 

luhur bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 45 yang 

menuju pada suatu tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh 

dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi 

17 Agusturs 1945. 

Dengan dikeluarkannya “Dekrit Presiden”, Kabinet Karya dibubarkan dan 

diganti dengan Kabinet Kerja yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. 

Presiden sekaligus bertindak sebagai perdana menteri, sedang Ir. Djuanda 

diangkat sebagai menteri pertama. Program pokok kabinet meliputi 

penyelesaian masalah keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan 

masalah sandang pangan.  

Pada periode ini Presiden Soekarno hampir memegang seluruh 

kekuasaan. Presiden menciptakan sistem politik yang dinamakan Demokrasi 

Terpimpin. Presiden kemudian mengeluarkan Penetapan No. 7 Tahun 1959 

untuk mengatur kehidupan partai politik di Indonesia, yang antara lain 

menyebut bahwa hanya partai-partai yang dapat menerima Pancasila yang 

akan diberi hak hidup.  

Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ada tokoh-tokohnya yang 
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dianggap terlibat PRRI/Permesta. Lembaga-lembaga tertinggi negara diubah 

oleh Presiden. DPR dan MPR dibentuk tanpa melalui pemilu dengan nama 

DPR Gotong Royong dan MPR Sementara. Selain itu dibentuk pula lembaga-

lembaga inkonstitusional seperti Front Nasional yang bertujuan 

memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam 

UUD 1945 serta Depernas (Dewan Perancang Nasional) yang bertugas 

merancang pembangunan nasional. 

Dalam masa Demokrasi Terpimpin ada kekuatan politik waktu itu terpusat 

di tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI disampingnya. TNI sejak 

keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan PRRI-Permesta pada tahun 

1958 muncul dalam arena politik. Pimpinan TNI mendukung sepenuhnya 

diberlakukannya kembali UUD 1945. TNI Angkatan Darat selalu berusaha agar 

Demokrasi Terpimpin tidak berubah menjadi kediktatoran. Wadah organisasi 

TNI AD adalah Golongan Karya.  

Sedangkan PKI yang sejak tahun 1952 bangkit kembali setelah ditumpas 

dalam pemberontakan Madiun (1948), dengan menerima Pen Pres No. 7/1959 

partai ini mendapat tempat dalam tatanan politik. Kemudian dengan 

menyokong gagasan NASAKOM (Nasionalisme- Agama-Komunisme) dari 

Presiden, PKI dapat memperkuat kedudukannya dan berusaha menyaingi TNI. 

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mengucapkan pidato 

yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato itu merupakan 

penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 serta 

kebijaksanaan Presiden dalam mencanangkan sistem Demokrasi Terpimpin. 

DPA mengusulkan agar pidato Presiden tersebut dijadikan Garis-Garis Besar 

Haluan Negara dan dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Usul tersebut 

kemudian diterima oleh MPRS. Landasan Manipol adalah ajaran-ajaran Bung 

Karno sejak tahun 1927 yang dikembangkan menjadi satu kekuatan politik dan 

disebut Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).  

Ajaran ini mengukuhkan presiden sebagai penguasa tunggal. “Politik 

adalah Panglima” merupakan semboyan pada waktu itu. Segala hal dalam 

kehidupan bernegara diarahkan untuk kepentingan politik belaka. Ekonomi, 

kebudayaan, pendidikan, dan kesenian harus diletakkan di atas kepentingan 

politik. Arah politiknya adalah sosialisme. Keadaan ini menguntungkan PKI 

karena sejak semula tujuan perjuangan politiknya adalah menggalang 

persatuan nasional di bawah kekuatan komunis. 

Politik pemerintah zaman Demokrasi Terpimpin memang sangat 

menguntungkan PKI. Azas “Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif” pun diganti 

dengan doktrin politik baru yang mempertentangkan New Emerging Forces 

(Nefos) dan The Old Established Forces (Oldefos). Nefos pertama adalah 

negara-negara Asia dan Afrika yang anti barat, dan Oldefos adalah negara-
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negara barat dan antek-anteknya yang merupakan Nekolim (Neo Kolonialisme 

dan Imprealisme). Asas politik baru ini dapat digunakan dengan baik oleh PKI 

karena tidak berbeda jauh dengan pandangan komunisme. 

Satu program Kabinet Kerja yang pada hakekatnya merupakan tuntutan 

nasional adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini merupakan bagian dari 

Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945, tetapi Belanda belum bersedia 

menyerahkan bahkan berlarut-larut sampai tahun 1962. Mula-mula Indonesia 

mencoba memperjuangkan kembalinya wilayah itu melalui PBB, tetapi tidak 

pernah berhasil memperoleh tanggapan positif. Pada tahun 1961, Pemerintah 

RI mengambil sikap tegas yaitu merencanakan penyerbuan ke Irian Barat. 

Rencana ini dinamakan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Dalam rangka 

mencari bantuan untuk operasi militer ke Irian Barat itulah Pemerintah RI 

mendekati Uni soviet. Langkah ini ditempuh setelah negara-negara barat 

(terutama Amerika Serikat) tidak bersedia memberikan dukungan. Dalam 

rangka membebaskan Irian Barat inilah pada tahun 1962 dibentuk Komando 

Mandala di bawah pimpinan Kolonel Soeharto. 

Dengan dibentuknya Operasi Mandala, maka suasana perang semakin 

dekat. Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk mengadakan 

perundingan. Amerika Serikat khawatir situasi itu dapat digunakan Uni soviet 

menanamkan kekuasaannya di wilayah Pasifik, yang akan merugikan pihak 

Barat dalam “Perang Dingin”. Usaha ini berhasil dan pada tanggal 15 Agustus 

1962 pihak Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Duta 

Besar AS untuk PBB Ellsworth Bunker menjembatani pertikaian ini. Bunker 

mengusulkan agar Irian Barat diserahkan kepada Indonesia melalui PBB dalam 

waktu dua tahun. Dalam masa peralihan itu Irian Barat dipegang oleh suatu 

badan PBB, UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority). Badan ini 

menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 

1963. 

Dukungan Uni Sovyet dalam merebut Irian Barat memberikan jalan bagi 

PKI untuk mempengaruhi kebijakan politik Bung Karno. Hal itu memungkinkan 

PKI mendapat nama yang terhormat dan menghapus tindakan 

pemberontakannya melalui peristiwa Madiun. 

Masalah Malaysia pun merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk 

mendapat tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini muncul ketika 

Tengku Abdulrakhman mengusulkan pada pemerintah Inggris untuk 

membentuk federasi antara daerah-daerah jajahan Inggris di Asia Tenggara. 

Federasi tersebut Federasi Malaysia yang meliputi daerah-daerah Malaya, 

Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia dengan tegas menolak 

pembentukan federasi tersebut. Pemerintah Indonesia waktu itu menganggap 

bahwa federasi itu proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan 
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Indonesia. PKI yang sangat berpengaruh waktu itu berusaha mendorong 

Indonesia ke arah melakukan Konfrontasi. 

Filipina juga merasa dirugikan dengan pembentukan federasi tersebut. 

Karena itu masalah federasi menjadi masalah internasional dan menimbulkan 

ketegangan di Asia Tenggara. Untuk menghindari terjadi perang di Asia 

Tenggara, kemudian diusahakan penyelesaian melalui perundingan. Setelah itu 

kemudian dilakukan perundingan-perundingan baik di Tokyo maupun di Manila. 

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Manila 7 Juni 1963, wakil Indonesia dan 

Filipina menyatakan bahwa tidak berkeberatan atas pembentukan federasi 

tersebut asal memang dikehendaki oleh rakyat Kalimantan Utara. Dan untuk 

mengetahui kehendak rakyat Kalimantan Utara tersebut harus dilakukan oleh 

PBB. Untuk itu kemudian dibentuk tim untuk melaksanakan Referendum. 

Namun sebelum tim ini selesai menjalankan tugas Tengku Abdulrakhman dan 

Inggris telah mengumumkan berdirinya Federasi Malaysia pada tanggal 16 

September 1963.  

Indonesia mengajukan protes, karena menganggap Tengku 

Abdulrakhman melanggar Konferensi Tingkat Tinggi di Manila. Dalam 

konferensi tersebut Tengku Abdulrakhman menjanjikan untuk menangguhkan 

Proklamasi Federasi Malaysia sampai Tim PBB menyelesaikan tugasnya. Oleh 

karena itu Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengakui Federasi Malaysia 

dan membuka tahap baru dalam konfrontasinya terhadap Malaysia. Kemudian 

pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando 

Rakyat (Dwikora) untuk menggagalkan dan menghancurkan Federasi Malaysia. 

 

B. Kondisi Ekonomi pada Masa Terpimpin 

Dekrit Presiden yang dikeluarkan 5 Juli 1959 juga membawa perubahan 

dalam bidang ekonomi. Presiden kemudian mengeluarkan Deklarasi Ekonomi 

(Dekon) yang antara lain menyebutkan bahwa penyelenggaraan ekonomi harus 

dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah dalam 

ekonomi terutama nampak dalam kebijaksanaan moneternya. 

Untuk membendung inflasi Pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku 25 

Agustus 1959. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang 

yang beredar. Untuk itu nilai uang kertas pecahan Rp 500,00 dan Rp 1.000,00 

diturunkan nilainya masing-masing menjadi Rp 50,00 dan Rp 100,00. Di 

samping itu juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1959 tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-

bank. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar, 

terutama dalam tahun 1957 dan 1958. 

Sementara perdagangan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri 
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juga mengalami kemerosotan sehingga penghasilan negara juga merosot. 

Dengan demikian defisit anggaran belanja menjadi meningkat, dan hanya 

sebagian kecil saja yang dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman dari luar 

negeri. Hal-hal itu menyebabkan makin bertambahnya percetakan uang kertas. 

Sebagai tindak lanjut pengeluaran uang baru pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Isi 

peraturan tersebut bahwa bagian lembaran uang lama Rp 1.000,00 dan Rp 

500,00 harus segera ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum 1 Januari 

1960. Untuk itu kemudian dibentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan 

(PPOK). Tugas pokok panitia ini ialah menyelenggarakan tindak lanjut tindakan 

moneter tersebut. Tindakan moneter ini dimaksudkan untuk mengindahkan 

inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter.  

Hal itu diusahakan dengan menyalurkan uang dan kredit baru ke bidang 

usaha-usaha yang dipandang penting bagi kesejahteraan rakyat dan 

pembangunan. Tetapi tindakan pemerintah ini ternyata mengalami kegagalan. 

Volume uang yang beredar dari waktu ke waktu semakin meningkat. Apalagi 

pemerintah kembali melakukan kebijakan moneter yaitu mengeluarkan uang 

rupiah baru yang nilainya ditetapkan sebesar 1000 kali uang rupiah lama. 

Jumlah uang yang beredar semakin meningkat dan mencapai puncaknya pada 

akhir 1966. 

Hal itu diperparah lagi dengan tidak adanya kemauan pemerintah untuk 

menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Hal itu dapat dilihat dari 

adanya proyek-proyek mercusuar seperti Ganefo dan Conefo (Games of the 

New Emerging Force dan Conference of the New Emerging Forces). 

Adanya proyek-proyek tersebut memaksa pemerintah mengeluarkan dana 

semakin besar. Akibatnya inflasi semakin meningkat dan harga-harga semakin 

membubung. Tingkat kenaikan harga-harga paling tinggi terjadi dalam tahun 

1965 (antara 200% - 300% dari harga tahun 1964) selaras dengan tingkat 

kenaikan peredaran yang paling tinggi dalam tahun 1965, karena ekspor 

merana, impor pun harus dibatasi sesuai kekuatan devisa. 

Sejak tahun 1961 pemerintah secara terus-menerus membiayai 

kekurangan neraca pembayarannya dari cadangan emas dan devisa. Pada 

akhir tahun 1965, untuk pertama kali dalam sejarah moneternya, Indonesia 

kehabisan cadangan emas dan devisanya, yang memperlihatkan saldo negatif 

sebesar US$ 3 juta. Hal ini terjadi terutama karena politik konfrontasi dengan 

Malaysia. 

Di samping itu dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin Presiden 

Soekarno menganggap perlu mengintegrasikan semua bank ke dalam suatu 

organisasi Bank Tunggal Milik Negara. Tugas bank tersebut adalah 

menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. 
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Sebagai langkah pertama untuk menuju Bank Tunggal Milik Negara itu terlebih 

dahulu diadakan integrasi bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan 

Nelayan (BKN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara 

Indonesia ke dalam Bank Indonesia. Sesudah proses pengintegrasian itu 

selesai, barulah dibentuk Bank Tunggal Milik Negara yang dibagi dalam 

beberapa unit, masing-masing unit menjalankan pekerjaannya menurut aturan-

aturan pendiriannya. Keadaan demikian itu berlangsung terus sampai bank 

tunggal itu dibubarkan pada tahun 1968 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1968). 

Yang menarik dari Bank Tunggal Milik Negara itu ialah bahwa 

pengintegrasian bank-bank negara dalam bentuk tunggal diatur melalui 

penetapan Presiden, sedangkan bank-bank yang bersangkutan, sebelum 

diintegrasikan dibentuk atau didirikan atas dasar undang-undang atau 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 

Pada tahun 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden 

Nomor 081 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964 yang berisi 

ketentuan-ketentuan mengenai penghimpunan dan penggunaan dana-dana 

revolusi. Dana-dana revolusi tersebut pada mulanya diperoleh dari pungutan 

uang call SPP dan dari pungutan yang dikenakan pada pemberian izin impor 

dengan deferred payment. Impor dengan kredit ini dilakukan karena persediaan 

devisa sangat minus.  

Pada waktu itu memang persediaan devisa menipis sekali. Dalam praktek 

barang-barang yang diimpor dengan menggunakan deferred payment itu 

adalah barang-barang yang tidak bermanfaat bagi rakyat banyak, bahkan 

sebaliknya merupakan barang-barang yang sudah dijadikan spekulasi dalam 

perdagangan misalnya scooter dan barang-barang luks lainnya. Jumlah izin 

impor dengan deferred payment khusus ini kira-kira US$ 270 juta. Untuk setiap 

satu dolar Amerika yang diimpor dengan deferred payment itu orang harus 

menyetor antara Rp 250 sampai Rp 1.000,00 (uang lama) untuk Dana Revolusi 

di samping kadang-kadang harus juga membayar dengan valuta asing dalam 

jumlah tertentu. 

Karena kebijaksanaan kredit luar negeri itu hutang-hutang negara semakin 

menumpuk sedangkan ekspor semakin menurun dan devisa makin menipis. 

Hutang luar negeri dibayar dengan kredit baru atau ditangguhkan. Republik 

Indonesia tidak mampu membayar tagihan-tagihan dari luar negeri, sehingga 

terjadi insolvensi internasional, sebab itu beberapa negara menghentikan 

impornya ke Indonesia karena hutang-hutang tidak dibayar. Di dalam negeri 

berakibat mengganggu, menghambat atau mengacaukan produksi, distribusi 

dan perdagangan, serta menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk. 

 



89 

 

C. Peristiwa Gerakan 30 September/PKI 1965 

Dalam periode demokrasi terpimpin PKI memperoleh kesempatan untuk 

membangun dan mengembangkan kekuatan politiknya. Terbukanya 

kesempatan itu sebenarnya tidak lepas dari sikap Presiden Soekarno yang 

beranggapan masih dapat mengendalikan PKI. Namun ternyata PKI 

mempunyai tujuan lain. 

PKI pun membuat persiapan-persiapan untuk mewujudkan tujuan 

partainya. Suatu bagian yang sangat dirahasiakan yang dikenal dengan nama 

“Biro Khusus” dibentuk oleh Aidit. Biro ini dimaksudkan untuk “membina 

anggota ABRI”. Dengan demikian diharapkan akan ada satu kelompok ABRI 

yang memihak pada PKI. Pengikut-pengikut PKI dalam ABRI ini disebut 

“Perwira-perwira Progresif”. PKI juga membentuk pasukan sendiri melalui 

pasukan sukarelawan yang dilatih dalam rangka “Ganyang Malaysia”.  

Gerakan sukarelawan itu dilatih secara khusus dengan bantuan Peking. 

Sejak awal tahun 1965, Peking menganjurkan pada pemerintah RI agar 

pasukan-pasukan sukarelawan dijadikan “Angkatan Kelima” dalam ABRI. Hal 

ini jelas tidak dapat diterima oleh TNI. Sementara itu usaha-usaha 

mempersenjatai para sukarelawan diteruskan antara lain melalui Soebandrio 

dan Marsekal Omar Dhani (Menteri Luar Negeri dan KSAU) pada masa itu. 

Mulai bulan Juli atau akhir Juni 1965, PKI menyusun rencana untuk 

menghancurkan pimpinan TNI AD yang menghalanginya dalam segala bidang. 

Pelaksanaan rencana itu dikaitkan dengan kondisi kesehatan Presiden. Pada 

bulan Agustus, Soekarno terkena serangan flu yang gawat sekali. Berbagai 

macam dugaan muncul berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Saat itulah 

PKI menyusun rancana untuk menggantikan pimpinan TNI AD dengan 

“Perwira-perwira Progresif” agar penghalang rencana PKI untuk menjadi “ahli 

waris Bung Karno” tidak mendapat halangan lagi. 

Dalam rangka rencana itu PKI menyebarkan desas-desus bahwa 

pimpinan TNI AD yang tergabung dalam “Dewan Jenderal” dan bekerjasama 

dengan CIA akan mengadakan coup d’etat pada saat Soekarno jatuh sakit. Di 

balik desas desus ini kaum komunis telah menyiapkan coup d’etat mereka 

sendiri. Kesempatan mereka tiba menjelang perayaan ulang tahun ABRI. Pada 

saat itulah “Perwira-perwira Progresif” berhasil memasukkan pasukannya ke 

Jakarta dalam rangka parade ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober. Sebelum 

saat perayaan tiba mereka telah melancarkan operasi militer yang mereka 

namakan Gerakan 30 September. 

Pada malam yang naas itu 6 orang Jenderal Pimpinan TNI AD dibunuh 

secara kejam, tetapi Jenderal A.H. Nasution dapat meloloskan diri. Komandan 

Kostrad Jenderal Soeharto kemudian mengambil alih pimpinan AD dan 

bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Operasi militer dilancarkan mulai 
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tanggal 1 Oktober 1965. Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi 

berhasil direbut. Pada hari itu juga Kota Jakarta telah dapat dikuasai kembali. 

Selanjutnya setelah diketahui bahwa basis utama G 30 S/PKI berada di sekitar 

Lanuma Halim Perdanakusuma, maka mulailah dilakukan persiapan-persiapan 

untuk membebaskan Halim. Kekuatan PKI pun hancur berantakan. 

Menghadapi situasi yang terdesak dan karena tidak adanya dukungan 

ABRI dan masyarakat pemimpin PKI DN Aidit meninggalkan Jakarta menuju 

Yogyakarta dan kemudian selalu berpindah-pindah tempat. Namun ABRI 

dengan bantuan masyarakat terus berusaha menghancurkan kekuatan G 30 

S/PKI juga di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air. Aidit kemudian 

ditangkap di Manisrenggo Solo dan kemudian dihabisi di daerah Ungaran. 

Situasi Jawa Tengah saat itu tidak memungkinkan untuk membawa Aidit ke 

Jakarta.  
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BAB 12 

MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU 

 

Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan 

negara Indonesia yang diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan 

Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  

Kelahiran Orde Baru ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa G 30 S/PKI 

dan dikeluarkannya Supersemar 1966. Terbitnya Supersemar merupakan 

sarana bagi upaya penyelesaian kemelut politik yang menimpa bangsa 

Indonesia sebagai akibat pemberontakan G 30 S/PKI. 

 

A. Lahirnya Orde Baru 

Gerakan 30 September 1965 untuk sementara memang berhasil 

membingungkan masyarakat. Namun dengan cepat pemerintah dapat 

menguasai keadaan. Setelah itu dilakukan upaya pembersihan terhadap 

oknum-oknum yang terlibat G 30 S/PKI, demikian juga di daerah-daerah. 

Partai-partai dan organisasi masa yang tergabung dalam Front Pancasila, 

KAMI, KAPI, dan KAPPI bergerak untuk mengadakan aksi pembersihan 

terhadap semua oknum yang terlibat G 30 S PKI. 

Sampai awal Desember operasi militer terhadap pemberontakan dapat 

dikatakan sudah berakhir tetapi penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut 

belum ada tanda-tanda dilaksanakan. Sehingga terjadi krisis politik. Demikian 

juga bidang ekonomi, keadaannya semakin parah. Kesejahteraannya jauh 

merosot, antara lain karena laju inflasi yang mencapai 650%. Hal itu semakin 

parah dengan adanya devaluasi nilai rupiah, kenaikan tarif dan jasa serta 

kenaikan harga BBM pada 3 Januari 1966. 

Masyarakat dengan dipelopori kesatuan-kesatuan aksi meminta agar 

kenaikan harga ditinjau kembali. Permintaan itu tidak mendapat tanggapan dari 

pemerintah. Demikian juga dalam menyelesaikan kemelut politik tidak 

mencerminkan upaya untuk mengatasi gejolak yang timbul. Hal ini 

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang akhirnya meledak dalam bentuk 

demonstrasi-demonstrasi. Pada tanggal 10 Januari 1966 masyarakat dengan 

dipelopori KAMI dan KAPI menyampaikan tiga tuntutan rakyat (TRITURA) 

kepada pemerintah yaitu: 

a. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 

b. Pembersihan   kabinet   Dwikora,   dengan   sasaran   jangka   panjang 

berupa pemerintahan yang efisien, kompak, dan efektif. 

c. Penurunan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, dengan konsekuensi 

jangka panjang rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. 
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Meskipun Tritura sudah diajukan, namun tidak ada tanggapan dari DPR 

Gotong Royong dan MPRS. Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya 

masih bertahan di kabinet. Itulah sebabnya kesatuan aksi makin marah dan 

terjadilah demonstrasi secara besar-besaran untuk menyampaikan amanat 

penderitaan rakyat. Demonstrasi yang  membawakan  suara  hati  nurani  

rakyat ini  juga  disebut  “DPR Jalanan”.  

Demonstrasi  jalanan  ini  merupakan  wujud  gerakan  anti pemerintah. 

Akan tetapi  pemerintah  bertahan  pada  pendiriannya,  bahkan  membubarkan  

Kabinet Dwikora dan membentuk kabinet baru. Namun Kabinet yang baru 

dibentuk, yang merupakan “penyempurnaan”  kabinet  lama,  justru  diisi  oleh  

orang-orang  PKI. Kabinet Dwikora yang disempurnakan inilah yang terkenal 

dengan nama “Kabinet Seratus Menteri”.  

Demonstrasi  yang  dipimpin  oleh  KAMI  dan  KAPPI  kemudian  

berhadapan dengan pasukan pemerintah. Para demonstan terus mendesak 

sampai ke Istana Merdeka. Pasukan pemerintah yang terdesak berusaha 

menahan para demonstran dengan tembakan. Dalam peristiwa itu seorang 

mahasiswa UI yaitu Arif Rakhman Hakim tertembak dan gugur sebagai 

pahlawan Ampera. Suasana di Ibukota semakin tegang. Hampir setiap hari 

terjadi demonstrasi untuk mewujudkan Tritura. 

Untuk mengantisipasi situasi yang semakin kacau itu, maka pada tanggal 

11 Maret  1966  Presiden  Soekarno  mengadakan  sidang  Kabinet  di  Istana  

Negara. Tujuan sidang ini adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan. Sidang ini dijaga sangat ketat oleh pasukan kawal istana. Selain itu 

ternyata di sekeliling istana terlihat ada sekelompok  “pasukan liar” yang tidak 

menggunakan identitas lengkap dari  kesatuannya.  Para  peserta  sidang  

khawatir  bila “pasukan  liar”  ini  akan memperkeruh suasana.  

Sementara  sidang  berlangsung,  Presiden  Soekarno  menerima  

laporan tentang adanya pasukan tak dikenal di sekitar istana. Untuk 

menghindari segala kemungkinan,  Presiden  Soekarno  menyerahkan  

pimpinan  sidang  kepada  Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II, Dokter 

Leimena. Presiden kemudian meninggalkan istana menuju Bogor  dengan  

helikopter. Beliau diikuti oleh Waperdam I, Dr. Subandrio, dan  Waperdam III, 

Chaerul Saleh. Waperdam II, Dokter Leimena kemudian membubarkan 

sidang dan menyusul ke Bogor.  

Tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, 

Brigadir Jenderal  M.  Yusuf,  dan  Brigadir  Jenderal  Amir  Makhmud  

menghadap  Letnan Jenderal  Soeharto,  Panglima  Kostrad.  Setelah 

membahas masalah pemulihan keamanan dan ketertiban, maka pada tanggal 

11 Maret itu juga tiga orang perwira tinggi tersebut pergi menghadap Presiden 
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Soekarno di Istana Bogor. Ketiga perwira tinggi itu diterima oleh Presiden 

Soekarno, yang didampingi oleh Waperdam I, II, dan III. Mereka melaporkan 

kepada Presiden tentang suasana di Jakarta dan kesiapan ABRI untuk 

mengatasi suasana jika terjadi sesuatu. Namun usaha ini hanya akan berhasil 

jika presiden memberikan kekuasaan penuh kepada seseorang yang diberi 

tugas untuk mengatasi situasi.  

Adanya laporan tiga perwira di atas, Presiden Soekarno mengeluarkan 

Surat Perintah  kepada  Letnan  Jenderal  Soeharto  yang  menjabat  sebagai  

pimpinan Kostrad. Surat Perintah inilah yang dikenal dengan nama Surat 

Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Supersemar ini antara lain berisi 

instruksi agar Letnan Jenderal Soeharto  mengambil  tindakan yang dianggap 

perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan,  ketertiban, dan kestabilan 

jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik 

Indonesia. 

Letnan Jenderal Soeharto, selaku pengemban Supersemar segera 

mengambil kebijaksanaan dan langkah tegas terhadap perkembangan  politik 

yang tidak menentu. Satu demi satu Tritura dipenuhi. Yang pertama 

dilakukan ialah pembubaran PKI serta ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 

1966. Kedua adalah pengamanan 15 orang menteri yang berindikasi terlibat G 

30 S/PKI atau diragukan i’tikad baiknya dalam memulihkan keamanan. 

Pengamanan menteri-menteri terjadi pada tanggal 18 Maret 1966. Tritura yang 

kedua dapat dipenuhi oleh Letnan Jenderal Soeharto. Unsur-unsur dan 

pengaruh PKI dibersihkan. Anggota PKI dan yang berindikasi terlibat PKI 

diberhentikan keanggotaannya dari DPRGR dan MPRS. Jawatan dan kantor-

kantor juga dibersihkan dari aparatur yang kena pengaruh komunis. 

Pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan 

penyimpangan-penyimpangan dari UUD 1945 dalam lembaga eksekutif dan 

legislatif. Dalam Sidang Umum IV MPRS tanggal 20 Juni-5 Juli 1966, 

dihasilkan ketetapan-ketetapan politik sesuai dengan UUD 1945. Pemerintah 

Orde Baru adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. 

Pemerintahan ini berlangsung sejak berlakunya Supersemar pada tanggal 11 

Maret 1966, yang menggantikan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh 

Presiden Soekarno (1945-1966). Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh 

pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde 

Baru mempunyai  dua landasan, yaitu landasan falsafah dan ideologi 

Pancasila, dan landasan konstitusional berupa UUD 1945.  

Lahirnya  Orde  Baru  berarti  dimulainya  lembaran  baru  dalam  

sejarah Indonesia. Baik lembaran yang berisi tatanan peri kehidupan rakyat, 

bangsa, dan negara, maupun lembaran yang berisi  pembangunan  moral  

dan  fisik  menuju masyarakat adil dan makmur, dilandaskan pada Pancasila 
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dan UUD 1945.  

 

B. Stabilisasi dan Rehabilitasi  

Tuntutan Tritura yang ketiga yaitu perbaikan dan stabilitas ekonomi 

hanya dapat dilakukan dengan pembangunan di segala bidang. Akan tetapi 

pembangunan hanya dapat berjalan lancar jika negara berada dalam 

keadaan aman dan tertib. Oleh karena itu sebelum pembangunan nasional 

dimulai diperlukan dahulu stabilitas nasional.  

Program  pertama  yang  dilakukan  adalah  pembaharuan  kabinet.  

Kabinet untuk menstabilitaskan  ekonomi  dan  keamanan  disebut  Kabinet  

Ampera. Dalam masa Kabinet Ampera I & II (1966-1968), Departemen 

Keuangan mengemban tugas melaksanakan  program  stabilitas  ekonomi  dan 

keuangan negara yang meliputi bidang moneter termasuk di dalamnya  menjaga  

stabilitas  intern  dan  ekstern  nilai mata uang Indonesia. Untuk  mengatasi  

situasi  perekonomian  dan  keuangan  yang  sangat  buruk serta dalam rangka 

stabilitas ekonomi, pemerintah menetapkan  serangkaian kebijaksanaan, 

yakni:  

a. Penyesuaian pengeluaran negara dengan pendapatan negara, sehinga 

terdapat keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan (Balance  

Budget) yang dituangkan dalam Undang-undang, APBN  No.13 Tahun 

1967 tanggal 30 Desember 1967 yang juga menjadi dasar hukum 

pelaksanaan APBN 1968/1969.  

b. Penekanan inflasi dan peningkatan nilai rupiah.  

c. Penjadwalan beban pembayaran utang luar negeri warisan masa lampau 

yang seluruhnya  berjumlah  US$  2,4  milyar  dan  di  lain  pihak juga 

berusaha untuk mendapat kredit baru guna membiayai belanja pembangunan. 

 

 

Selain  itu,  dalam  komperensi “rescheduling”  hutang-hutang luar  negeri 

dengan pihak kreditor, dihasilkan persetujuan:  

a. Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun dari tahun 1970 

s.d. 1999.  

b. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran dengan jumlah yang sama 

setiap tahun.  

c. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga sedangkan  

pembayaran kembali bunga pinjaman dilaksanakan dalam 15 angsuran 

tahunan mulai 1985.  

d. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip non discriminatif, baik 

terhadap negara kreditor, maupun terhadap sifat dan tujuan kredit.  
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Untuk melaksanakan Keputusan Presidium Kabinet No.15/U/KEP/8/ 1966 

tentang Struktur Organisasi Departemen dengan Keputusan Menteri  Keuangan 

No.57/MEN.KEU/1967 dilakukan penyempurnaan struktur  organisasi 

Departemen Keuangan sebagai berikut : 

a. Pembentukan  Inspektorat  Jenderal  Departemen  Keuangan  yang  

merupakan pemecahan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan   

Negara untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami   tugas 

nasional dan departemental.  

b. Penambahan direktorat-direktorat yang pada Direktorat Jenderal Anggaran 

(dari 3 menjadi 5), Direktorat Pajak (dari 4 menjadi 5), Direktorat Jenderal 

Keuangan (dari 3 menjadi 5), Direktorat Pengawasan Keuangan Negara 

(dari 3 menjadi 4).  

c. Koordinasi  langsung  kantor-kantor  daerah  oleh  Direktorat  Jenderal  

yang bersangkutan.  

 

Adapun unit eselon I yang ada pada Departemen Keuangan itu adalah 

terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat 

Jenderal Pajak, Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai,  Direktorat  Jenderal  

Pengawasan  Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Keuangan dan Inspektorat 

Jenderal. 

Setelah   memasuki   Kabinet   Pembangunan   I,   Kebijaksanaan   

Menteri Keuangan dalam bidang moneter, penerimaan dalam negeri dan 

pengeluaran rutin diarahkan  untuk  meningkatkan  tabungan  pemerintah,  

serta  memperbaiki neraca pembayaran. Pada masa Repelita I banyak   

dilaksanakan   kebijaksanaan-kebijaksanaan  di  bidang  anggaran,  

perpajakan,  penerimaan  negara,  ekspor  dan devisa  sehingga  memberikan  

kemajuan  perekonomian  Indonesia. Hal ini terbukti dengan turunnya tingkat 

inflasi dari 650% pada tahun 1966 menjadi 85 % pada tahun 1968.   

Untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas,  serta  dalam  rangka  

meningkatkan ketertiban  dan  disiplin pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya,  

pada tanggal 30 Maret  1971  dengan Surat  Keputusan  Presiden nomor  15  

tahun 1971 ditetapkan pemberian  tunjangan  khusus,  ini  dimaksudkan  

sebagai  tindakan preventif dan sekaligus  sebagai imbangan  atas  tindakan  

yang  akan  diambil sehingga pegawai Departemen  Keuangan  dapat  

menjalankan  tugas  dan  jabatannya dengan penuh kesadaran  dan  rasa 

tanggung jawab, berprestasi kerja semaksimal mungkin dan tidak  melakukan 

penyelewengan-penyelewengan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran 

negara. Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 April 1971.  
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C. Pembangunan Nasional  

Prioritas  utama  tahap  pembangunan  nasional  adalah  stabilitas  

politik. Tindakan ini  dilakukan  berdasarkan  pengalaman  sejarah pada  masa 

Liberal dan masa Demokrasi Terpimpin sebagaimana telah  diuraikan  

terdahulu.  Karena itu dalam Kabinet Pembangunan Nasional I, mula-mula 

yang mereka lakukan adalah menghilangkan pertentangan politik. Dualisme 

Kepemimpinan adalah bagian pertama yang harus segera diselesaikan. 

Dualisme Kepemimpinan ini berakhir pada tanggal 22 Februari 1967. Ketika itu 

Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Letnan Jenderal 

Soeharto.  

Namun secara resmi serah terima jabatan baru dilaksanakan setelah 

Sidang Umum MPRS yang berlangsung tanggal  7-12 Maret 1967.  

Dalam Sidang Umum V MPRS tanggal  21-30 Maret  1968, Letnan 

Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden RI sampai terpilih kembali 

melalui Pemilihan Umum.  Dengan  terpilihnya  Jenderal  Soeharto  ini  

kemudian  dibentuk  Kabinet Pembangunan.  

Tugas utama Kabinet Pembangunan adalah:  

1. Menciptakan Stabilitas Politik dan Ekonomi  

2. Menyusun  dan  melaksanakan  rencana  Pembangunan  Lima  tahun 

Tahap pertama 

3. Melaksanakan Pemilihan Umum  

4. Mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI  

5. Membersihkan aparatur negara di pusat dan di daerah dari pengaruh PKI.  

 

Keberhasilan  stabilitas  politik  ditunjukkan  oleh  hasil  penentuan  

pendapat rakyat (pepera) di Irian Barat pada tahun 1969. Irian Barat memilih 

bersatu dengan Republik Indonesia.  Di  samping  itu  pemerintah  juga  

berhasil  mengembalikan stabilitas politik luar negeri antara lain dengan :  

1. Berakhirnya Konfrontasi dengan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966.  

2. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September1966.  

3. Pembentukan ASEAN 8 Agustus 1967.   

 

Dalam   sektor   ekonomi   Kebijaksanaan   Pemerintah   diarahkan   

untuk memperbaiki  neraca  pembayaran  yang  ditunjang  dengan  tersedianya  

cadangan devisa yang cukup memadai. Di samping itu terjadinya 

keseimbangan moneter dan anggaran pendapatan belanja negara yang 

berimbang dan dinamis. Untuk mencapai hal ini, maka dikeluarkan paket 

kebijaksanaan 1 April 1976. Sasaran pokok kebijakan ini  adalah  mendorong  

ekspor  di  luar  minyak  dan  gas  bumi  sebagai  sumber pendapatan 

negara.  
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Untuk meningkatkan daya saing hail-hasil produksi dalam negeri, maka 

pada tanggal  15  November  1978  diambil  kebijaksanaan  yang  menurunkan  

nilai  tukar rupiah terhadap valuta asing dengan 33,6% dari Rp 415,00 per US 

dolar menjadi Rp 615,00  per  US  dolar.  Sedangkan untuk meningkatkan  

persediaan  dalam  negeri dilakukan peningkatan kesadaran pajak masyarakat, 

penyempurnaan efisiensi kerja setiap departemen.  

Untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah ini dan untuk 

menyelesaikan perkembangan pelaksanaan tugas yang semakin kompleks, 

diperlukan susunan tata kerja Departemen Keuangan yang lebih sempurna. 

Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden  RI  Nomor 44  dan 45  tahu 1974,  

Menteri  Keuangan  dengan Surat Keputusan Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 

menetapkan pembentukan unit organisasi baru sebagai berikut :  

a. Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK), yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan/latihan yang dirasa semakin  meningkat  

bagi seluruh pegawai.  

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Puslitbang Keuangan), 

yang mempunyai   tugas   pokok   menyelenggarakan   pembinaan   

semua   unit-unit penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen 

Keuangan. 

c. Kantor Wilayah, yang merupakan perwakilan departemen di daerah.  

 

Di samping itu, pada tahun 1976 kembali dilakukan perubahan-

perubahan yaitu :  

1. Dibentuknya  Pusat  Analisa Informasi Keuangan (PAIK), yang  bertugas 

melakukan pembinaan dan pengembangan dalam pengolahan data.  

2. Berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  No. 52  tahun 1976, dibentuk  

Badan Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM),  yang  berada  langsung  di  

bawah dan bertanggung  jawab  kepada  Menteri  Keuangan, dan  

bertugas  mengadakan penilaian   terhadap   perusahaan-perusahaan   

yang   akan   menjual   saham-sahamnya  melalui  pasar  modal,  

menyelenggarakan  bursa  pasar  modal  yang efektif  dan efisien  serta  

terus-menerus  mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang 

menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.  

3. Terbitnya Instruksi  Menteri  tentang  Pengalihan  tugas  Direktorat  IPEDA  

dari Direktorat Jenderal Moneter ke Direktorat Jenderal Pajak.  

4. Pembentukan   Badan   Urusan   Piutang   Negara (BUPN), serta 

beberapa penyempurnaan pada Direktorat Jenderal Pengawasan 

Keuangan Negara dan BPLK.  
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Pada   Kabinet   Pembangunan   III,   kebijaksanaan   yang   ditempuh 

oleh pemerintah adalah dilakukannya  penyempurnaan  kebijaksanaan-

kebijaksanaan ekonomi yang telah dilaksanakan pada kabinet sebelumnya 

terutama untuk meningkatkan sumber-sumber dalam negeri guna 

meningkatkan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan yang 

semakin meningkat. Kejadian yang sangat mengganggu perekonomian bangsa 

Indonesia adalah turunnya harga minyak bumi  secara  tajam  sehingga  

memaksa pemerintah untuk mendevaluasikan mata uang rupiah sebesar 27,8% 

dari Rp 700,00 per US dolar menjadi Rp 970,00 per US  dolar   pada   bulan   

Maret 1983   guna   mengamankan   pembangunan   neraca pembayaran. Oleh 

karena itu, Indonesia kemudian mulai mengandalkan penerimaan dalam  

negeri  untuk  menghimpun  dana  selain  bantuan  luar  negeri.  Dengan 

memfokuskan pada peningkatan penerimaan dalam negeri, hasilnya secara 

nyata terlihat  dengan  meningkatnya  jumlah  penerimaan  dalam  negeri  yang  

terdiri  dari pajak, bea masuk dan cukai, penerimaan minyak serta 

penerimaan bukan pajak yang meningkat 57 kali dibanding Repelita I.  

Untuk lebih memantapkan pengawasan serta guna menyesuaikan 

dengan perkembangan kebutuhan pemerintah dan pembangunan, 

Departemen Keuangan mengadakan  perubahan  organisasi  dan  membentuk  

unit-unit  kerja  baru  sejalan dengan perluasan tugas pokok dan fungsinya.  

Adapun unit-unit baru tersebut adalah:  

a. Direktorat Jenderal Moneter, dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal 

Moneter Dalam negeri dan Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri.  

b. BPLK, terjadi perluasan dalam struktur organisasi BPLK. Pusdiklat 

Kebendaharaan Umum, berganti nama menjadi Pusdiklat Anggaran dan 

dibentuk Pusdiklat Keuangan Umum sebagai  penyelenggara  diklat bagi 

Setjen, Ditjen Moneter Dalam dan Luar Negeri, BUPN, BAPEPAM, BPLK, 

PAIK serta Perjan Pegadaian. Selain itu, Pusdiklat  akuntansi menjadi 

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dan yang terakhir adalah 

dihapusnya Pusdiklat Pengawasan yang kemudian dibentuk Pusdiklat 

Pegawai.  

c. BUPN, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor  

451/KMK.01/1982 ditetapkan pembentukan, pengaturan mengenai  

nama, tempat kedudukan daerah wewenang cabang BUPN dan Kanwil 

BUPN.  

d. Direktorat Jenderal Pajak, terjadi penyempurnaan organisasi dan Ditjen. 

Pajak yang meliputi peningkatan tipe kantor Inspeksi Ipeda dan 

pembentukan kantor dinas Ipeda Tk. I dan II.  

e. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN), pada tahun 

1983 dilakukan pengalihan tugas dari DJPKN Departemen Keuangan 
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kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 

dibentuk berdasarkan Inpres No. 14 tahun 1983.  

f. Kebijaksanaan pembangunan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan 

dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi  yang  cukup  tinggi, stabilitas  

nasional  yang sehat  dan  dinamis  mulai diterapkan pada  Pelita  IV.  

Kebijaksanaan ini bertujuan meningkatkan neraca  pembayaran  dengan  

mengambil  langkah-langkah efisiensi dalam penggunaan devisa untuk 

impor, peningkatan penanaman modal luar negeri serta pemantapan nilai 

tukar riil rupiah terhadap valuta asing. Untuk mendukung semua ini 

dilakukan deregulasi dan debirokrasi.  

 

Namun  dalam  mewujudkan  langkah-langkah  efisiensi  dan  

penggunaan devisa untuk impor terjadi masalah, yaitu jatuhnya harga minyak 

bumi pada tahun 1986 dari sekitar US$ 25 per barel pada awal tahun menjadi 

di bawah US$ 10 per barel   pada   bulan   Agustus.   Dampak   dari   keadaan   

ini adalah pemerintah mendevaluasikan rupiah sebesar 31,0 % dari Rp 

1.134,00 per US dolar menjadi Rp 1.644,00 per US dolar. 

Langkah  lebih  lanjut  deregulasi  dan  debirokrasi  perdagangan  luar  

negeri adalah  Pemerintah  mengeluarkan  paket  kebijaksanaan 25 Oktober 

1986  yang kemudian disusul dengan paket kebijaksanaan 15 Januari 1987. 

Hasilnya ternyata cukup menggembirakan  yakni dengan naiknya penerimaan 

dalam negeri  dengan pertumbuhan rata-rata 21,6% pada Repelita IV.  

Namun, upaya penyempurnaan  organisasi  dan  tata  kerja  Departemen 

Keuangan terus dilanjutkan. Adapun perubahan yang terjadi adalah :  

1. Dengan Kepres No. 15 tahun 1984 dibentuk Pusat Pembukuan  Keuangan 

Negara (PPKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;  

2. Dibentuk Pusat Penyusunan dan Analisa APBN  berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1985;  

3. Dibentuk  Pusat  Pengelolaan  dan  Pembebasan  Pengembalian  Bea  

Masuk (P4BM) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1986; 

4. Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1987 dilakukan perubahan 

struktur organisasi Departemen Keuangan yakni, Ditjen Moneter Luar 

Negeri dan Ditjen Moneter Dalam Negeri digabung kembali menjadi Ditjen 

Moneter dan sebagian direktorat dan tugas  Ditjen Moneter Luar Negeri  

dilimpahkan kepada Ditjen Anggaran dan Setjen;  

5. Terjadi perubahan struktural pada tingkat eselon II dalam Ditjen Anggaran 

dengan masuknya Direktorat Dana Luar Negeri sebagai akibat peleburan 

Ditjen Moneter    dan    peleburan    Direktorat    Kas    Negara    dengan    

Direktorat Perbendaharaan Negara menjadi Direktorat Perbendaharaan 
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dan Kas Negara;  

6. Dibentuknya  Badan  Analisa  Keuangan  Negara,  Perkreditan,  dan  

Neraca Pembayaran pada tahun 1988, yang kemudian disebut Badan 

Analisa Keuangan Negara;  

7. Dibentuk Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data 

Keuangan (BAPELTA) yang sekarang disebut BAPEKSTA berdasarkan   

Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1988. Badan ini merupakan gabungan 

antara PAIK dan P4BM.  

 

Dalam   Kabinet   Pembangunan   V,   prioritas   utama   ditujukan   

pada pembangunan  prasarana,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  

manusia,  operasi pengendalian  pengentasan  kemiskinan.  Untuk  mencapai  

tujuan  ini,  Departemen Keuangan mendapat tugas utama, yakni menggali dan 

mengembangkan sumber-sumber  penerimaan  migas  maupun  non  migas.  

Hasilnya  diharapkan  untuk mendorong terciptanya lapangan kerja.  

Untuk  itu  maka  upaya  peningkatan  penerimaan  bukan  pajak  

makin digalakkan,   baik   melalui   peningkatan   efisiensi   usaha   dan   

penyempurnaan administrasi Badan Usaha Milik Negara  (BUMN), maupun 

melalui penertiban dan intensifikasi  penerimaan  rutin  departemen/lembaga.  

Hasilnya,  dalam  tiga  tahun pertama  penerimaan  PPN  menunjukkan  hasil  

yang  cukup  mengesankan. Hal  ini dikarenakan adanya penyederhanaan yang 

telah dilakukan dalam sistem perpajakan dan perluasan dasar pengenaan pajak.  

Dalam  bidang  moneter,  serangkaian  kebijaksanaan  penting  diambil  

sejak awal Repelita V adalah menyempurnakan sistem perkreditan nasional. 

Sistem ini menggalang kredit bagi usaha kecil. Dalam paket ini fungsi 

perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola. Langkah-langkah yang 

diambil berkaitan dengan paket ini antara lain : mengurangi secara bertahap 

peranan kredit likuiditas untuk berbagai program dan kegiatan, 

menyederhanakan    struktur suku bunga, dan menyempurnakan program 

perkreditan ke arah terjaminnya penyediaan dana usaha kecil dan kegiatan 

produktif koperasi, diikuti dengan paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 

(Pakjan) disusul oleh Paket Februari 1991 (Paktri) dan Paket Juni 1991.  

Kemajuan  yang  pesat  di  bidang  penerimaan  dalam  negeri,  

penerimaan pembangunan, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, 

serta perkembangan moneter yang meliputi perkembangan jumlah uang 

beredar, penghimpunan dana, perkreditan, lembaga keuangan, dan ekspor 

diharapkan dapat memperkuat landasan ekonomi menyongsong pembangunan 

jangka panjang II.  

Dalam menyesuaikan perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan 

pembangunan, Departemen Keuangan mengadakan penyempurnaan di bidang 
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organisasi dan tata kerja. Tujuannya adalah agar dapat lebih berdayaguna 

dalam pelaksanaan organisasi tata kerja. Penyempurnaan ini berupa 

penggabungan Kantor Kas Negara  (KKN) dengan Kantor Perbendaharaan 

Negara (KPN) menjadi Kantor Perbendaharaan   dan   Kas   Negara (KPKN),   

pembentukan   Direktorat   PAK, pelimpahan sebagian tugas dan pegawai 

Ditjen Anggaran kepada PT. TASPEN, dan relokasi pegawai DJA ke Ditjen 

Pajak.  

Dalam rangka menghadapi perdagangan internasional peningkatan 

kesejahteraan suatu bangsa sangat penting, karena ekonomi menjadi lebih 

terbuka dan Free trade area semakin menjadi kebutuhan. Fakta yang   

menunjukkan kondisi seperti ini adalah dengan munculnya GATT, AFTA, 

NAFTA, maupun WTO serta mulai dicanangkannya kesatuan mata uang 

Eropa.  

Melihat keadaan yang seperti ini, diperlukan tingkat kompetitif yang tinggi 

pada masing-masing negara baik itu berupa keunggulan kompetitif maupun 

keunggulan komperatif, jika suatu negara ingin tetap eksis dalam perdagangan 

internasionalnya.  

Adanya globalisasi menjadikan negara-negara yang memiliki keunggulan 

teknologi semakin dominan khususnya dalam bidang ekonomi. Era 

globalisasi ini akan memaksa setiap bangsa dan negara untuk tidak hanya 

bertumpu pada industri primer atau industri sekunder, tetapi sekaligus pada 

industri primer, sekunder dan tersier agar  dapat  mempertahankan  keunggulan  

komparatif  dan  mengoptimalkan nilai tambah yang diperoleh. 

Adanya  integrasi  ekonomi  regional  seperti  AFTA,  NAFTA,  APEC  

dan sebagainya, cenderung  akan  memperketat  persaingan  global dan 

memperkuat resiprositas dalam perdagangan internasional. Lebih-lebih 

integrasi regional yang beranggotakan negara-negara  maju  yang  meliputi  

peraturan serta kebijaksanaan tarif dan non tarif serta insentif ekspor, akan 

semakin merugikan negara-negara yang tertinggal di bidang tekhnologi. Dalam 

hal ini diperlukan campur tangan pemerintah untuk mempercepat  pertumbuhan 

dan mengurangi dampak perdagangan yang merugikan  dengan  negara-

negara  yang  lebih  maju  serta  mencegah  adanya penetrasi yang lebih 

dalam perusahaan-perusahaan multinasional ke dalam sektor industri nasional.  

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, kehadiran BUMN akan 

sangat diperlukan  sebagai  balancing  agents  dalam  menghadapi  perusahaan-

perusahaan multinasional swasta yang mampu menggunakan kekuatan 

ekonomis mereka untuk membelokkan  kebijaksanaan  pemerintah  ke  arah  

yang  menguntungkan  bagi perusahaan yang bersangkutan dan merugikan 

kepentingan nasional.  
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BAB 13 

MASA ORDE REFORMASI 

 

A. Munculnya Gerakan Reformasi  

Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat 

melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun 

luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960-an dapat 

meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada 

waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang 

mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin 

mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini 

menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap 

nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh 

adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).  

Sejak pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas. 

Golongan Karya yang berkeinginan menjadi mayoritas tunggal (single majority) 

mendapat tekanan dari masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perubahan 

di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta 

dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilihan Umum 1997 yang 

dimenangkan Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung 

unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai 

Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan 

Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme 

(KKN). 

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan peri kehidupan lama 

dengan tatanan peri kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah 

perbaikan. Gerakan   reformasi,   pada   tahun 1998   merupakan   suatu   

gerakan   untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama 

perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Buah 

perjuangan dari reformasi itu tidak dapat dipetik dalam waktu yang singkat, 

namun membutuhkan proses dan waktu.  

Masalah yang sangat mendesak, adalah upaya untuk mengatasi kesulitan 

masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok (sembako) dengan harga 

yang terjangkau oleh rakyat. Sementara itu, melihat situasi politik dan kondisi 

ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis 

menyatakan pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan 

masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, munculnya 

gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain 

sebagai berikut:  

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.  

2. Amandemen UUD 1945  

3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI  

4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya  

5. Supremasi hukum  

6. Pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).  

 

B. Kronologi Reformasi  

1) 5 Maret 1998  

Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung 

DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban 

presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda 

reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI. 

 

2) 11 Maret 1998  

Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden.  

 

3) 14 Maret 1998  

Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan 

VII.  

 

4) 15 April 1998  

Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus 

karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta 

dan negeri melakukan unjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik.  

 

5) 18 April 1998  

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. 

Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog 

dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan 

mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.  

 

6) 1 Mei 1998  

Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan  

Alwi  Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.  
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7) 2 Mei 1998  

Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto 

mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (tahun 1998).  

 

8) 4 Mei 1998  

Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga 

bahan bakar minyak (2 Mei 1998) dengan demonstrasi besar-besaran. 

Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat 

bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, 

misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut.  

 

9) 5 Mei 1998  

Demonstrasi mahasiswa besar - besaran terjadi di Medan yang berujung 

pada kerusuhan.  

 

10) 9 Mei 1998  

Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. 

Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.  

 

11) 12 Mei 1998  

Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang 

berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat 

berada di halaman kampus.  

 

12) 13 Mei 1998  

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, 

dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan 

itu diwarnai kerusuhan.  

 

13) 14 Mei 1998  

Soeharto, seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan 

diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia 

di Kairo. Sementara itu kerusuhan  dan  penjarahan  terjadi  di  beberapa  

pusat  perbelanjaan di Jabotabek seperti Supermarket Hero, Super Indo, 

Makro, Goro, Ramayana dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat 

perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat 

kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.  

 

14) 15 Mei 1998 

Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. 
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Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta 

masih mencekam. Toko-toko banyak ditutup. Sebagian warga pun masih takut 

keluar rumah.  

 

15) 16 Mei 1998  

Warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di 

Jabotabek masih mencekam.  

 

16) 19 Mei 1998  

Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, 

Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan yang 

berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang 

hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan  situasi  terakhir,  dimana  

eleman  masyarakat  dan  mahasiswa  tetap menginginkan Soeharto mundur.  

Permintaan  tersebut  ditolak  Soeharto.  Ia  lalu  mengajukan  

pembentukan  Komite Reformasi. Pada saat itu Soeharto menegaskan 

bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun hal itu tidak mampu 

meredam aksi massa, mahasiswa yang daaing ke Gedung MPR untuk berunjuk 

rasa semakin banyak. Sementara itu Amien Rais mengajak masa mendatangi 

Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.  

 

17) 20 Mei 1998  

Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas 

dengan pagar kawat berduri  untuk  mencegah  massa  masuk  ke  komplek  

Monumen  Nasional namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dini 

hari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monumen Nasional 

karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban  jiwa.  Sementara  

ribuan  mahasiswa  tetap  bertahan dan semakin banyak berdatangan ke 

gedung MPR / DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur.  

 

18) 21 Mei 1998  

Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur 

dari kursi Presiden dan BJ. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga.  

Pada saat memanasnya gelombang aksi politik tersebut Indonesia dilanda 

krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter 

yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga kebutuhan pokok dan 

bahan pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah. Para pekerja 

di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

sehingga semakin menambah pengangguran. Hal ini diperparah lagi dengan 

tindakan para konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku 
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pembangunan ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari 

pemerintah dan masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai 

rupiah terhadap dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. 

Perbankan kita menjadi bangkrut dan banyak yang dilikuidasi. Pemerintah 

banyak mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) 

sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di 

Indonesia semakin parah. 

 

Melihat kondisi bangsa Indonesia 

yang merosot di berbagai bidang 

tersebut maka para mahasiswa 

mempelopori demonstrasi 

memprotes kebijakan pemerintah 

Orde Baru dengan menentang 

berbagai praktek korupsi, kolusi 

nepotisme (KKN). Kemarahan rakyat 

terhadap pemerintah memuncak 

pada bulan Mei 1998 dengan 

menuntut diadakannya reformasi 

atau perubahan di segala bidang baik 

bidang politik, ekonomi maupun 

hukum.  

Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan 

kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 

tahun.  

Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi 

kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan. Oleh karena itu 

rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang 

kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Pada 

awal Mei 1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya 

KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari 

jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 

12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa 

ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara 

mahasiswa Trisakti yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, 

Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan. 

Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan 

massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan melakukan penjarahan. 

Pada tanggal 19 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung 

DPR/MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi 

Presiden Soeharto hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan 

http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Hancur_ORBA_lahir_Reformasi_12.jpg


107 

 

tuntutan dari masyarakat.  Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil 

tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk 

Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh 

masyarakat tidak menanggapi usul Soeharto tersebut. Akhirnya pada tanggal 

21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, 

B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI 

menggantikan Soeharto.  

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami 

perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai 

politik. Pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang Istimewa MPR yang 

menghasilkan beberapa keputusan di antaranya adalah tentang pemilihan 

umum secepatnya. Selanjutnya Pemilihan Umum setelah berakhirnya Orde 

Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik.  

Pada Pemilu kali ini suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi 

Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan 

Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan 

Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden.  

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama 

dan diwarnai pertentangan dengan lembaga legislatif. Karena keadaan 

dianggap membahayakan keselamatan negara maka MPR mengadakan 

Sidang Istimewa pada tanggal 21 Juli 2001. Hasil sidang tersebut memutuskan 

memberhentikan Presiden Abdurrahman sebagai Presiden dan melantik 

Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia.  

Masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga pemilihan umum 

yang direncanakan pada tahun 2004. Kepemimpinan Presiden Megawati 

Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih sebagai voting 

(pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada 

kemajuan dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tetapi dengan adanya 

kesulitan ekonomi sejak tahun 1997, pada masa pemerintahan ini belum bisa 

memulihkan keadaan seperti sebelum krisis ekonomi.  

Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir sampai 

diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004. Pada tanggal 5 April 2004 

dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat propinsi dan 

pada tingkat kota atau kabupaten. Adapun hasil pemilu legislatif pada tingkat 

pusat sebagai berikut. 
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Tabel 14.1 Perolehan Suara Pemilu 2004 

 

PARTAI % SUARA YANG SAH % KURSI DI DPR 

PUSAT 

GOLKAR 21,6 23,3 

PDIP 18,5 19,8 

PKB 10,6 9,5 

PPP 8,2 10,5 

PARTAI DEMOKRAT 10,4 10,4 

PKS 7,3 8,2 

PAN 6,4 9,5 

PDS 2,1 2,2 

LAIN-LAIN 14,9 6,6 

Sumber Ricklefs. 2007:680 

 

Pemilihan Umum untuk memilih presiden secara langsung dilaksanakan 

dua kali putaran. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua 

pada tanggal 20 September 2004. Terpilih sebagai presiden adalah Susilo 

Bambang Yudhoyono dan sebagai wakil presiden Jusuf Kalla. Pemilihan 

Presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung ini merupakan 

pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu hasil 

dari gerakan reformasi di Indonesia. 

 

C. Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998  

1. Indonesia Masa Pemerintahan B.J. Habibie  

Kebijakan-kebijakan pada masa Habibie  

 Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Dibentuk tanggal 22 Mei 

1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan perwakilan dari 

Golkar, PPP, dan PDI.  

 Mengadakan reformasi dalam bidang politik Habibie berusaha 

menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang 

bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan 

mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen.  

 Kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan   menyampaikan 

pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada 

yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum.  

 Refomasi dalam bidang hukum Target reformasinya yaitu subtansi 

hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan 

instansi peradilan yang independen. Pada masa orde baru, hukum 

hanya berlaku pada rakyat kecil saja dan penguasa kebal hukum 

sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan bila 

berhubungan dengan penguasa.  
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 Mengatasi masalah dwifungsi ABRI Jendral TNI Wiranto mengatakan 

bahwa ABRI  akan  mengadakan  reposisi  secara  bertahap  sesuai  

dengan  tuntutan masyarakat, secara bertahap akan mundur dari area 

politik, dan akan memusatkan perhatian pada pertahanan negara. 

Anggota yang masih menduduki jabatan birokrasi diperintahkan untuk 

memilih kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari militer untuk 

berkarier di sipil. Dari hal tersebut, keanggotaan ABRI dalam 

DPR/MPR makin berkurang dan akhirnya ditiadakan.  

 Mengadakan sidang istimewa Sidang tanggal 10-13 November 1998 

yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan. 

 Mengadakan pemilu tahun 1999 Pelaksanaan pemilu dilakukan 

dengan asas LUBER (langsung, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan 

adil).   

 

Ditolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pada 

sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa bahwa kesempatan 

untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian 

dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.  

 

2. Indonesia Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid  

Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur  

 Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan 

sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan 

masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali 

penyelenggaraan budaya Tionghoa).  

 Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus 

departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan 

departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran 

anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).  

 Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai PanglimaTertinggi dalam militer 

dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.  

 

Hal-hal yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Gus Dur 

 Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-

Polri.  

 Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang 

dipermasalahkan oleh anggota DPR.  

 Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR 

dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat 

dukungan dari TNI, Polri, dan partai politik serta masyarakat sehingga 



110 

 

dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 

23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan.  

 

3. Indonesia Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri  

Kebijakan-kebijakan pada masa Megawati  

 Memilih dan Menetapkan. Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan 

antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini 

terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan 

dunia internasional berkurang.  

 Membangun tatanan politik yang baru. Diwujudkan dengan dikeluarkannya 

UU tentang pemilu, susunan, dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan 

presiden dan wapres.  

 Menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI 

ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut 

diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI. 

 Melanjutkan amandemen UUD 1945 dilakukan agar lebih sesuai  

dengan dinamika dan perkembangan zaman.  

 Meluruskan otonomi daerah. Keluarnya UU tentang otonomi daerah 

menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi 

daerah. Oleh karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap 

daerah-daerah.  

Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati 

kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulau Ligitan dan Sipadan.  

 

4. Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono  

Kebijakan-kebijakan pada masa SBY  

 Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.  

 Konversi minyak tanah ke gas. 

 Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).  

 Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB  

 Buy back saham BUMN  

 Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.  

 Subsidi BBM  

 Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia  

 Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 

2008". 

 Pemberian bibit unggul pada petani.  

 Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).  
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Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat 

memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian 

Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.  

Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan 

sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak 

diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan materi tidak 

terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien adalah Badan 

SAR Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena sumber daya yang 

terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya menjadi pemborosan yang 

luar biasa.  

Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang sangat memperihatinkan. SBY 

yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati pengecut dan selal 

ucari aman, sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan penuh tipu 

muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia  sudah melihat 

dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan anggota kabinet 

menjadi nilai negatif yang besar.  

Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi 

demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi.  Namun, 

potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat  dan  

mampu memajukan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia.  Tetapi  malah  

mengubah  arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan 

kelompok.  

Masalah korupsi, Mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, 

terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik 

Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia. 

Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi 

mulai terasa menghambat pembangunan. 

Masalah  politik  luar  negeri.  Indonesia  terjebak  dalam  politk  luar  

negeri pahlawan kesiangan. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam 

kasus kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. 

Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. 

Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat 

yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam 

urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di masa 

mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif 

karena lebih condong ke Amerika Serikat.  
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D. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sejak Reformasi  

1. Kondisi Sosial Masyarakat  

Sejak Reformasi dan sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan 

tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak 

sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi 

kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini 

menjadi masalah yang cukup berat karena di satu sisi perusahaan mengalami 

kerugian yang cukup besar dan di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan  gaji. 

Tuntutan  para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak 

perusahaan, akhirnya banyak perusahaan  yang  mengambil tindakan untuk 

mengurangi tenaga kerjadan terjadilah PHK.  

Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, 

sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. 

Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya 

masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari 

pengangguran adalah makin maraknya tindakan-tindakan kriminal yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat.  

Oleh karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah 

pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para 

pengangguran tersebut.  

Langkah berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para 

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat 

membuka lapangan kerjabaru untuk menampung para  pengangguran  

tersebut.  Masalah pengangguran merupakan masalah sosial dalam 

kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh.  

 

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia  

Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi 

Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin 

memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga 

semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas 

dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997.  

 Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah 

melihat lima sektor kebijakan yang harus digarap, yaitu:  

a. Perluasan lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam 

dan luar negeri seefisien mungkin.  

b. Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi 

permintaan pada harga yang terjangkau.  

c. Penyediaan failitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan bakar, 

komunikasi, dan angkutan dengan harga terjangkau.  
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d. Penyediaan ruang sekolah, guru, dan buku-buku untuk pendidikan umum 

dengan harga terjangkau.  

e. Penyediaan klinik, dokter, dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan 

harga yang terjangkau pula.  

 

Disamping penanganan masalah pengangguran, dalam rangka 

meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah hendaknya juga 

memperhatikan harga - harga produk pertanian Indonesia, karena selama 

masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak 

kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan petani 

terhadap barang-barang non pertanian juga meningkat. Dengan 

ditetapkannya harga produk pertanian yang tidak merugikan petani, maka 

para petani yang mampu membeli produk industri non pertanian akan memberi 

semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan 

perusahaannya.  

Pihak pemerintah telah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari 

krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh 

karena itu, pemerintah membuat  skala  prioritas  yang  artinya  hal  mana  

yang  hendaknya  dilakukan agar Indonesia keluar dari krisis. Terpilihnya 

presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati   Soekarno   Putri   

yang   naik   menggantikan   Gus   Dur   bertugas   untuk meningkatkan 

kesejahteraan kehidupan rakyat dengan meningkatkan kehidupan ekonomi 

masyarakat.   

Namun  dengan  kondisi  perekonomian  Negara  yang  ditinggalkan  oleh 

pemerintahan Soeharto, tidak mungkin dapat diatasi oleh seorang Presiden 

dalam waktu singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai 

pemegang kekuasaan pemerintahan   Republik   Indonesia,   memerlukan   

penyelesaian   secara   bertahap berdasarkan skala prioritas.  

 

E. Dampak Reformasi Bagi Rakyat Indonesia  

1. Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi 

dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan 

tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.  

2. Konflik   antar   kelompok   etnis   bermunculan   di   berbagai   daerah   

seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-

masalah sosial, ekonomi, dan agama.  

3. Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai 

eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan 

jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi 

penuh pada jabatan publik yang diembannya.  
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4. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian 

batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti 

penerapan  otonomi pengelolaan wilayah pengairan.  

5. Pemerintah  tidak  lagi  otoriter  dan  terjadi  demokratisasi  di  bidang 

politik (misalnya:  munculnya  parpol-parpol  baru),  ekonomi (misalnya : 

munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik 

negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak   memberikan   tanggapan   

dan   kritik   terhadap pemerintah).  

6. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi 

(sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus). 
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